
MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 241 / PMK.01/ 2015 

TENTANG 

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan 

Kernenterian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan 

Mente6 Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang 

Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi 

Pelaksana Di Lingkungan Kernen terian Keuangan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK.01/ 2015; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria 

penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam 

rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, 

perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan 

dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kern.enterian 

Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme 

Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di 

Lingkungan Kementerian Keuangan; 
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 ten.tang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.0 1/2007 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan 

Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

l 7 1/PMK.0 1/20 12; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. 0 1/2009 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.0 1/20 12; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.0 1/20 10 

ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Sekretariat Komite 

Pengawas Perpajakan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.01/201 1 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.0 1/20 12; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 0 1/20 1 1  

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik 

Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan 

Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 172/PMK.0 1/20 12; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.0 1/20 1 1  

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan 

Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.0 1/20 12; 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/ PMK.01/ 2011 

ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pusat Investasi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

56/ PMK.O 1/20 14; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMI\:.01/ 2012 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 206.3/ PMK. 0 1/ 20 14; 

1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/Pl\1K.Ol/20 12 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 70/ PMK.01/ 20 12 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 74/ PMK.0 1/ 20 12 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan 

Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.01/ 2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan; 

15. Peraturan Menteri Keuangan No1nor 

206.l/ PMK.0 1/ 20 14 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Pengadilan Pajak; 

16. Pen'.:l.turan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/ PMK.0 1/ 20 14 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktora.t Jenderal Pajak;· 

1 7. Peraturan Menteri Keuangan No1nor 

206.4/ PMK.01/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kantor Pengelolaan Pemulihan Data; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 / PMK.01/ 2015 

ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan 

Negara STAN; 
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www.jdih.kemenkeu.go.id

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/135~PMK.01~2011Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/56~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/56~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/168~PMK.01~2012Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.3~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.3~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/169~PMK.01~2012Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/170~PMK.01~2012Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/174~PMK.01~2012Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.1~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.1~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.2~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.2~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.4~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/206.4~PMK.01~2014Per.HTM
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/137~PMK.01~2015Per.pdf


Menetapkan 

- 4 -

19. Keputusan Menteri Keuangan Nom01- 448/ KMK.01/ 2001 

ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pangkalan Saran.a 

Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Norn.or 206.5/ PMK.01/ 2014; 

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/ KMK.01/ 2001 

ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Balai Pengujian Dan 

Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nom01- 176/ PMK.01/2012; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME 

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang 

tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional. 

2. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki 

jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan 

Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang mencluduki 

jabatan non awak kapal patroli sebagaimana clitetapkan 

dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi 

Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea 

dan Cukai. 

3. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki 
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jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/ golongan ruang 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan 

Kernen terian Keuangan. 

4. Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya clisebut 

Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan, 

clan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana 

yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya. 

5. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas 

melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan 

peringkat bagi Pelaksana. 

6. Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan 

tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar 

paling singkat 6 (enam) bulan. 

7. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian 

Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana 

ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan clan 

peringkat Pelaksana di lingkungan · Kementerian 

Keuangan. 

8. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya 

disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi 

PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan 

diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah 

memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang 

lebih tinggi. 

9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, 

eselon III, eselon IV clan eselon V di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

10. Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan 

jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

1 1. Nilai Prestasi Ke1ja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP 

adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan 

Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing 
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bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

12. Nilai Kine1ja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO 

adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan 

bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki 

peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

13. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP 

adalah nilai yang digunakan se bagai dasar penilaian bagi 

Pelaksana Umum yang mengacu pada NPKP clan NKO. 

14. Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelak:sana menduduki 

jabatan Pelaksana Khusus. 

Pasal 2 

Peraturan Menteri m1 mengatur penetapan jabatan clan 

peringkat bagi: 

a. Pelaksana Umum; 

b. Pelaksana Khusus; dan 

c. Pelaksana Tugas Belajar. 

BAB II 

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT 

BAGI PELAKSANA 

Bagian Kesatu 

Dasar Penetapan Jabatan clan Peringkat Pelaksana 

Pasal 3 

(1) Penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Urnum 

cliclasarkan pacla: 

a:. Kompetensi Teknis; 

b. pangkat/ golongan ruang; 
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pendidikan; dan 

Formasi Jabatan 

bersangku tan. 

(2) Penetapan jabatan 

pad a 

dan 

Pelaksana Khusus didasarkan pada: 

a. Masa Kerja; 

b. 

c. 

pendidikan; dan 

Formasi J abatan 

bersangkutan. 

pad a 

unit kerja yang 

peringkat bagi 

unit kerja yang 

(3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan 

Unit Eselon I masing-masing. 

(4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas 

Belajar didasarkan pada: 

a. pangkat/ golongan ruang; 

b. pendidikan; dan 

c. Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan. 

(5) Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,  ayat (2) ,  dan ayat 

(4) dilaksanakan sesuai dasar penetapan jabatan dan 

peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian 

Keuangan se bagaimana tercan tum dalam Lam piran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan Peke1jaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan 

Peringkat bagi Pelaksana 

Pasal 4 

( 1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan 

peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang 

bersangkutan. 

�I 
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(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat 

melaksanakan pekerjaan pacla jabatan clan peringkat 

yang lebih tinggi dari jabatan clan peringkat yang telah 

clitetapkan sepanjang cliberikan penugasan oleh atasan 

langsung dengan mempertimbangkan: 

a. penilaian atas beban kerja; atau 

b. · penilaian atas Kompetensi Teknis. 

(3) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan clan 

peringkatnya, dalam hal cliperlukan atau insidental 

dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan clan 

peringkat yang lebih rendah clari jabatan dan peringkat 

yang telah ditetapkan. 

BAB III 

EVALUASI PELAKSANA 

DALAM JABATAN DAN PERINGKAT 

Bagian.Kesatu 

Prinsip, Dasar, clan Kewenangan Evaluasi 

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus 

Pasal 5 

(1) Evaluasi Pelaksana merupakan proses penilaian bagi 

Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus untuk 1 (satu) 

periode evaluasi setiap tahun. 

(2) Periocle evaluasi se bagaimana dimaksucl pa cl a 

ayat ( 1) ,  clihitung mulai bulan Januari sampai clengan 

bulan Desember tahun berjalan. 

(3) Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pada 

ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Umum clan 

Pelaksana Khusus yang telah diangkat menjacli PNS. 

(4) Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pacla 

ayat ( 1) ,  clilakukan oleh atasan langsung Pelaksana 

Unnim atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan 

paling lama bulan Januari tahun berikutnya. 
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(5) Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksucl pacla 

ayat (4) ,  clapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau 

Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana 

yang bersangkutan: 

a. belum ditetapkan; 

b. berhalangan tetap; atau 

c. berhalangan sementara. 

(6) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian 

sebagaimana dimaksucl pada ayat (5) ,  clitunjuk dari 

Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana 

dilakukan oleh pejabat yang setingkat clengan atasan 

langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang 

bersangku tan. 

(7) Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dipilih dari unit eselon III yang sama. 

(8) Khusus untuk Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus 

pacla instansi vertikal climana atasan langsungnya 

setingkat pejabat eselon V, pejabat yang setingkat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,  dipilih dari unit 

eselon IV yang sama. 

(9) Penunjukkan pejabat yang setingkat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari 

atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana 

Khusus yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 

Evaluasi Pelaksana Umum 

Pasal 6 

(1) Evaluasi Pelaksana Umum clilakukan dengan cara 

menjumlahkan NPKP dan NKO, yang masing-masing 

memiliki bobot sebagai berikut: 

a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima 

per seratus) ; dan 
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b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima 

per seratus) . 

NPKP se bagairnana 

cliperhitungkan telah 

dirnaksucl 

rnernenuhi 

pa cl a aya t ( 1), 

1 (satu) periode 

evaluasi, apabila Pelaksana Urnurn yang bersangkutan 

telah rnelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum 

paling singkat 6 (enarn) bulan dalarn tahun berjalan pada 

1 (satu) periode evaluasi. 

(3) Hasil penjurnlahan sebagairnana dimaksud pacla 

ayat (1) berupa NEP, yang penghitungannya rnengikuti 

format clan contoh sebagairnana tercantum dalam 

Larnpiran VI yang rnerupakan bagian yang tidak 

terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. 

(4) Kriteria NEP sebagairnana dirnaksucl pada ayat (3) 

rneliputi: 

a. Baik, apabila rnerniliki NEP paling seclikit 

85 (clelapan puluh lirna), dengan NPKP paling 

sedikit 76 (tujuh puluh enarn); 

b. Sedang, apabila rnerniliki NEP 70 (tujuh puluh) 

sampai clengan kurang clari 85 (delapan puluh 

lirna), dengan NPKP paling sedikit 76 

(tujuh puluh enam); clan 

c. Kurang, apabila rnemiliki NEP kurang clari 

70 (tujuh puluh), a tau rnerniliki NPKP kurang clari 

76 (tujuh puluh enarn). 

(5) NEP sebagaimana clirnaksucl pada ayat (3), disampaikan 

oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Umum 

kepada pejabat yang menangam kepegawaian di 

lingkungan Unit Kerja masing-masing. 

(6) NEP sebagaimana climaksud pada ayat (3), bersifat 

rahasia clan hanya dapat diketahui oleh: 

a. Pejabat Penilai; 

b. pejabat yang menangani kepegawaian; 

c. atasan langs,ung; d'an 

d. Pelaksana Urnum yang dinilai. 
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(7) Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman 

disiplin sedang atau berat, tetap dilakukan evaluasi. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Pelaksana Khusus 

Pasal 7 

( 1) · Evaluasi Pelaksana Khusus didasarkan pad a 

Masa Ke1ja yang dihitung setiap tahun. 

(2) Masa Ke1ja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,  

diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) tahun apabila 

yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai 

Pelaksana Khusus paling singkat 6 (enam) bulan dalam 

tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi. 

(3) Evaluasi Pelaksana Khusus dilakukan dengan 

mengakumulasi Masa Kerja setiap tahun. 

(4) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) hanya dapat dilakukan, clalarn hal 

Pelaksana yang bersangkutan rnenjalani tugas sebagai 

Pelaksana Khusus secara terus rnenerus clan tidak 

terputus pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama. 

(5) Penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagairnana 

dirnaksud pacla ayat (3), rnengikuti format clan contoh 

sebagairnana tercanturn dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(6) Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ,  disarnpaikan oleh 

pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana kepada 

pejabat yang rnenangani kepegawaian di lingkungan Unit 

Kerja masing-masing. 

(7) Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia 

dan hanya dapat diketahui oleh: 

a. Pejabat Penilai; 

b. pejabat yang menangani kepegawaian; 
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c. atasan langsung; clan 

cl. Pelaksana Khusus yang clinilai. 

BAB IV 

PENILAIAN PELAKSANA DALAM 

JABATAN DAN PERINGKAT 

Bagian Kesatu 

Pejabat Penilai 

Pasal 8 

Pejabat Penilai tercliri clari: 

a. Pejabat Penilai kantor pusat; 

b. Pejabat Penilai instansi vertikal; clan 

c. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis. 

Bagian Keclua 

Persyaratan Penilaian bagi Pelaksana Urnurn clan 

Pelaksana Khusus 

Pasal 9 

(1) NEP sebagairnana clirnaksucl clalarn Pasal 6 ayat (3) 

cligunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai 

apabila Pelaksana Urnurn yang clinilai telah rnerniliki NEP 

sebanyak 2 (clua) periocle evaluasi berturut-turut. 

(2) Untuk NEP bagi Pelaksana Urnurn yang rnenclapat 

penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagairnana 

tercanturn clalarn Larnpiran II yang rnerupakan bagian 

yang ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. 

(3) Penugasan tertentu sebagairnana clirnaksucl pada ayat 

(2) ,  rneliputi: 

a. rnutasi rnenjacli Pelaksana Khusus; 

b. rnutasi rnenjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli; atau 

c. cliperbantukan/ clipekerjakan di luar Kernenterian 

Keuangan. 
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Pasal 10 

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana 

dimaksud dalain Pasal 7 ayat (5) , digunakan sebagai bahan 

penilaian bagi Pelaksana Khusus. 

Bagian Ketiga 

Kenaikan Jabatan dan Peringkat 

bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus 

Pasal 11 

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan 

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat 

Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memenuhi Kompetensi Teknis sesuai dengan yang 

dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; 

b. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi 

berturut-turut; 

c. memenuhi syarat pangkat/ golongan ruang; 

d. memenuhi syarat pendidikan se bagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan 

Menteri ini; 

e. tersedianya Formasi Jabatan; dan 

dari Peraturan 

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang 

atau berat pada saat sidang penilaian. 

(2) Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan 

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat 

Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan; 

b. memenuhi syarat · pendidikan se bagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak 

Menteri ini· 
. ' 

terpisahkan 

c. tersedianya Formasi Jabatan; dan 

dari Peraturan 

�I 
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d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang. 

atau berat pada saat sidang penilaian. 

(3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat 

digunakan lagi sebagai bahan Penilaian Pelaksana oleh 

Pejabat Penilai. 

Bagian Keempat 

Penurunan Jabatan dan Peringkat 

bagi Pelaksana Umum 

Pasal 12 

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan 

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat 

Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) 

periode evaluasi berturut-turut. 

(2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan turun jabatan 

dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah karena NEP 

Kurang selama 2 (dua) periode evaluasi 

berturut-turut, dapat direkomendasikan kembali oleh 

Pejabat Penilai untuk diturunkan jabatan dan peringkat 

2 (dua) tingkat lebih rendah apabila memiliki NEP 

Kurang dalam 2 (dua) periode evaluasi berikutnya. 

(3) NEP yang telah digunakan sebagai dasar penuru11.an 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum, tidak 

dapat digunakan lagi sebagai bah.an penilaian Pelaksana 

oleh Pejabat Penilai. 

Bagian Kelima 

Tetap dalam J abatan dan Peringkat bagi 

Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus 

Pasal 13 

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan Tetap pada jabatan 

dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila: 

�( 
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NEP selama 

berturu t-turu t 

2 (dua) periode evaluasi 

untuk syarat kenaikan atau 

penurunan tidak terpenuhi; 

b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-: 

turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah 

maksimal pada pangkat/ golongan ruangnya; 

c. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada 

jabatan dan peringkat yang akan diberikan; 

d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun tidak memenuhi syarat minimal 

pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan 

diberikan; 

e. NEP Baik selama 2 (clua) periode evaluasi berturut

turut, namun pacla saat sidang penilaian Pelaksana 

yang bersangkutan seclang menjalani hukuman 

disiplin seclang atau berat; clan 

f. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun belum memenuhi kompetensi pada 

jabatan yang akan cliberikan. 

(2) NEP Baik atau Kurang · pada periode kedua yang 

ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pacla ayat (1) huruf a, digabungkan clengan 

NEP pada 1 (satu) periocle evaluasi selanjutnya sebagai 

dasar penilaian Pelaksana Umum oleh Pejabat Penilai 

pada sidang penilaian berikutnya. 

(3) NEP Baik pacla periode kedua yang ditetapkan Tetap 

karena pertimbangan sebagaimana pacla ayat ( 1) 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, 

digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) periode evaluasi 

selanjutnya sebagai clasar penilaian Pelaksana Umum 

oleh Pejabat Penilai pada siclang peni.laian berikutnya. 

(4) Pelaksana Umum yang dikenai hukuman disiplin berupa 

penurunan pangkat/ golongan ruang, maka pada saat 
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menjalani hukuman disiplin ditetapkan Tetap dalam 

jabatan dan peringkatnya. 

Pasal 14 

(1) Pelaksana Khusus direkomendasikan Tetap pada jabatan 

dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila: 

a. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, namun 

pada saat sidang penilaian, yang bersangkutan 

sedang menjalani hukuman disiplin sedang 

atau berat; 

b. memenuhi Masa Kerja yang dipersyaratkan, narnun 

tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada 

jabatan dan peringkat yang akan diberikan. 

(2) Masa Kerja selama menjalani hukuman disiplin sedang 

atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa 

Kerj a setelah yang bersangku tan sudah tidak menj alani 

hukuman disiplin untuk digunakan sebagai bahan 

penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian 

berikutnya. 

(3) Masa Ke1ja sampar memenuhi syarat minimal 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, tetap diperhitungkan dan diakumulasi dengan Masa 

Ke1ja setelah yang bersangkutan memenuhi syarat 

minimal pendidikan, untuk digunakan sebagai bahan 

penilaian Pelaksana Khusus pada sidang penilaian 

berikutnya. 

Bagian Keenam 

Penilaian bagi Pelaksana Tugas Belajar 

Pasal 15 

(1) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang 

melaksanakan Tugas Belajar dapat direkomendasikan 
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untuk memperoleh kenaikan jabatan dan peringkat 

1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai, apabila: 

a. memiliki NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi 

berturu t-turu t; 

b. memenuhi syarat pangkat/ golongan ruangnya; 

c. memenuhi syarat pendidikan sebagaimana · 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini; dan 

d. tersedianya Formasi Jabatan. 

(2) NEP Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang 

sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah 

digunakan sebagai dasar kenaikan jabatan dan 

peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan 

Penilaian Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat 

Penilai. 

(3) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang 

· melaksanakan Tugas Belajar, dapat direkomendasikan 

Penurunan pada jabatan dan peringkatnya oleh Pejabat 

Penilai, apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) 

periode evaluasi berturut-turut. 

(4) NEP Pelaksana . Umum dan Pelaksana Khusus yang 

sedang melaksanakan Tugas Belajar yang telah 

digunakan sebagai dasar penurunan jabatan dan 

peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian 

Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai. 

(5) Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang sedang 

melaksanakan Tugas Belajar direkomendasikan Tetap 

pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, apabila: 

a. NEP selaina 2 (dua) periode evaluasi 

berturut-turut untuk syarat kenaikan atau 

penurunan tidak terpenuhi; 
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b. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun jabatan dan peringkatnya sudah 

maksimal pada pangkat/ golongan ruang; 

c. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun tidak memenuhi syarat minimal 

pendidikan pada jabatan dan peringkat yang akan 

diberikan; dan 

d. NEP Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut

turut, namun tidak ada Formasi Jabatan pada 

jabatan dan peringkat yang akan diberikan. 

(6) NEP Baik atau Kurang pada periode kedua yang 

ditetapkan Tetap karena pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a, pada sidang penilaian 

sebelumnya digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) 

periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian 

Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian 

berikutnya. 

(7) NEP Baik pada periode kedua yang ditetapkan Tetap 

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf b, huruf c, dan huruf d pada sidang penilaian 

sebelumnya, digabungkan dengan NEP pada 1 (satu) 

periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian 

Pelaksana oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian 

berikutnya. 

Bagian Ketujuh 

Penilaian bagi Pelaksana Umum 

yang Memperoleh Kenaikan Pangkat 

karena Lulus UPKP atau Lulus Tugas Belajar 

Pasal 16 

(1) Pelaksana Umuin yang mendapat kenaikan pangkat 

golongan/ ruang pada periode evaluasi yang pertama 

karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar dan 

memiliki NEP Baik 1 (satu) periode evaluasi, dapat 
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direkornendasikan rnendapat kenaikan jabatan dan 

peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada sidang 

penilaian tahun berikutnya apabila: 

a. rnernenuhi Kornpetensi Teknis sesuai yang 

dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; 

b. rnernenuhi syarat pangkat/ golongan ruang; 

c. rnernenuhi syarat pendidikan sebagairnana 

tercanturn dalarn Larnpiran I yang rnerupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

d. tersedianya Forrnasi Jabatan; dan 

e. tidak sedang rnenjalani hukurnan disiplin sedang 

atau berat pada saat sidang penilaian. 

(2) Pelaksana Urnurn yang rnendapat kenaikan pangkat 

golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua 

karena lulus UPKP atau Tugas Belajar dan rnerniliki NEP 

Baik 2 (dua) periode evaluasi bertu1�ut-turut, kenaikan 

jabatan dan peringkatnya rnengikuti rnekanisrne sebagai 

berikut: 

a. yang bersangkutan rnengikuti sidang penilaian 

pada tahun berikutnya berdasarkan hasil penilaian 

yang dilakukan Pejabat Penilai atas NEP Baik 2 

(dua) periode evaluasi; 

b. pada sidang penilaian tahun berikutnya setelah 

sidang penilaian se bagairnana dimaksud 

pada huruf a, yang bersangkutan dapat 

clirekornenclasikan rnenclapatkan kenaikan jabatan 

clan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila 

rnerniliki NEP Baik 1 ( satu) periode evaluasi dan 

rnernenuhi kriteria sebagairnana dimaksud pada 

ayat (l). 
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Bagian Kedelapan 

Pelaksanaan Sidang Penilaian 

Pasal 17 

( 1) Penilaian Pelaksana dilak:ukan oleh Pejabat Penilai 

melal:ui mekanisme sidang penilaian setiap 

b:ulan Jan:uari. 

(2) Sidang penilaian bagi 
. . 

masmg-mas1ng Pelaksana 

diselenggarakan paling lama b:ulan Januari tahun 

berikutnya setelah 2 (dua) periode evaluasi. 

(3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal untuk clan 

atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan 

Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan 

batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Pelaksanaan sidang penilaian oleh Pejabat Penilai 

mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kesembilan 

Hasil Siclang Penilaian 

Pasal 18 

(1) Hasil sidang penilaian sebagaimana dirn_aksucl dalam 

Pasal 17 terdiri dari rekomendasi Kenaikan, Penurunan, 

atau Tetap dalam jabatan dan peringkat. 

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) 

disampaikan: 

a. Pejabat Penilai kepada pejabat yang berwenang 

menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana yang 

bersangkutan; clan 
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b. dalam bentuk surat rekomendasi sebagai1nana 

format yang tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat yang 

berwenang dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi 

Pelaksana. 

(4) Untuk rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat 

Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon 

III dan Eselon IV, sebelum ditetapkan oleh pimpinan 

Unit Eselon II di daerah, dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh pejabat yang menangam bidang 

kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Unit Kerja 

yang bersangkutan. 

Bagian Kesepuluh 

Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

J abatan dan Peringkat bagi Pelaksana 

Pasal 19 

(1) Pimpinan Unit Eselon II di tingkat pusat dan daerah 

merupakan Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan 

dan peringkat bagi Pelaksana. 

(2) Jabatan dan peringkat bagi Pelaksana ditetapkan dengan 

keputusan Pimpinan Unit Eselon I yang ditandatangani 

oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit 

Eselon I bersangkutan. 

(3) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan 

oleh pejabat lain di lingkungan Unit Eselon I yang 

bersangkutan, dalam hal pejabat definitif Unit Eselon II 

bersangku tan: 

a. belum ditetapkan; 
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b. berhalangan tetap; atau 

c. berhalangan sementara. 

(4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditentukan sebagai berikut: 

a. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana 

di lingkungan Unit Eselon I selain Sekretariat 

Jenderal dilakukan oleh Sekretaris Direktorat 

Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau 

Sekretaris Badan; 

b. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana 

di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia. 

(5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana dapat 

dilakukan oleh p1mpm.an Unit Eselon I yang 

bersangkutan, dalam hal pejabat lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4): 

a. belum ditetapkan; 

b. berhalangan tetap; atau 

c. berhalangan sernentara. 

Bagian Kesebelas 

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana 

Pasal 20 

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan 

Pelaksana Khusus terdiri dari: 

a. penetapan pertama kali; dan 

b. penetapan kembali, 

sesuai jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana 

Umum dan Pelaksana Khusus, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 21 

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas 

Belajar terdiri clari: 

a. penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang 

menjalankan Tugas Belajar; clan 

b. penetapan bagi PNS Kementerian Keuangan yang telah 

kembali dari Tugas Belajar dan aktif beke1ja di 

lingkungan Kementerian Keuangan, 

sesuai jenis penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana 

Tugas Belajar sebagaimana tercantum clalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 22 

(1) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi 

Pelaksana tercliri clari: 

a. keputusan penetapan Pelaksana yang ditetapkan 

pertama kali; 

b. keputusan penetapan Pelaksana yang climutasi; 

c. keputusan penetapan CPNS menjadi PNS; 

d. keputusan penetapan PNS yang menjalankan Tugas 

Bela jar; 

e. keputusan penetapan PNS yang kembali dari Tugas 

Belajar; 

f. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali dari 

dipekerjakan atau diperbantukan; 

g. keputusan penetapan Pelaksana yang kembali clari 

cuti di luar tanggungan negara; dan 

h. keputusan penetapan Pelaksana berdasarkan hasil 

sidang penilaian. 

(2) Keputusan penetapan jabatan clan peringkat 

bagi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mengikuti contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 
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(3) Keputusan penetapan jabatan clan peringkat bagi 

Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus sebagaimana 

climaksucl pacla ayat (1) huruf h, clitetapkan paling lama 

3 1  Januari dan berlaku mulai 1 Januari tahun yang 

sama clengan pelaksanaan sidang penilaian. 

(4) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi 

Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada: 

a. Kepala Biro Perencanaan clan Keuangan; 

b. Kepala Biro Organisasi clan Ketatalaksanaan; clan 

c. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, 

paling lama bulan Februari tahun yang sama dengan 

pelaksanaan sidang penilaian. 

(5) Keputusan penetapan jabatan clan peringkat bagi 

Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersifat final. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

( 1) Hasil evaluasi Pelaksana yang telah di tetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme 

Penetapan· Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana 

Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 

yang belum digunakan untuk kenaikan clan penurunan 

jabatan clan peringkat Pelaksana, tetap dapat cligunakan 

sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian. 

(2) Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan sebelum 

Peraturan Menteri nu mulai berlaku, tetap dapat 

digunakan se bagai bahan penilaian dalam sidang 

penilaian dengan terlebih dahulu dilakukan penyetaraan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 25 -

kriteria nilainya clengan NEP sesuai clengan ketentuan 

sebagaimana tercantum clalam Lampiran V yang 

merupakan bagian yang 

Peraturan Menteri ini. 

ticlak terpisahkan clari 

(3) CPNS hasil rekrutmen terhitung mulai tahun 2014, 

cliberikan jabatan clan peringkat Pelaksana Umum dan 

Pelaksana Khusus sebagaimana tercantum pada 

Lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sampai 

clengan yang bersangkutan cliangkat menjacli PNS 

Kementerian Keuangan. 

(4) CPNS sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) yang telah 

cliangkat menjacli PNS Kementerian Keuangan, diberikan 

jabatan clan peringkat Pelaksana Umum sesuai 

ketentuan mengenai jabatan dan 

peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian 

Keuangan, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan 

cliangkat menjacli PNS. 

Pad a saat 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Menteri 111.l mulai berlaku, 

Peraturan· Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 

ten.tang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat 

Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan, 

clicabut clan clinyatakan ticlak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2016. 
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Diundangkan di Jakarta 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2Ld/PMK.Ol/2015 
TENT ANG 

MEKANISiv!E PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT 

BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

DASAR DAN JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT 

BAGI PELAKSANA 

Dasar clan Jenis Penetapan Jabatan clan Peringkat 

Pelaksana Um um 

bagi 

�·-- -------·---------· ---·--------------·-·-·-···--· ···---------·-····---------··-

No. Pendidikan 

1. Strata 1 

2. Diplorna III 

:3. DiplornaI/SMA 

4. SMP 

Maksirnal Pcringkat ,Jabatan 

12 

10 

6 

-'·----------------·-·--·-·-------·-··--·---------·-·---------

Pelaksana Umum dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar 

penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan 

telah memenuhi ketentuan mengenai Tugas Belajar clan 

izin belajar, dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya 

kepada bagian kepegawaian. 
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2. Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Umum 

Jenis penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri 

dari: 

a. Penetapan pertama kali, meliputi: 

1) CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum 

Kementerian Keuangan. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) bagi CPNS golongan III dengan pendidikan S2, 

peringkat jabatannya adalah 9; 

b) bagi CPNS golongan III dengan pendidikan S 1, 

peringkat j abatannya adalah 8; 

c) bagi CPNS golongan II dengan pendidikan Diploma III , 

peringkat jabatannya adalah 6; 

d) bagi CPNS golongan II dengan pendidikan Diploma I 

atau SMA/SMK, peringkat jabatannya adalah 4; 

e) bagi CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2014, 

diberikan jabatan dan peringkat sebagai berikut: 

(1) CPNS hasil rekrutmen tahun 2014: 

No. 

l. 

') -"· 

:3. 

4. 

c 
,) . 

6. 

---------;------··---·------·-� 
Pendidikan clan Peringkat .J abatan 

Nmna ,Jabatan 
S2 

Amilis Anggaran 9 

Analis Pajak 9 

Analis Bea clan 9 

Cukai 

Analis Aset Negaru 9 

Analis Fiskal 9 

Penatn Lnporru1 9 

Keuangan 

Sl DIII 

8 I -

8 

8 

�-
u -�, I 
8 

DI ·sMA/SMK 

�-·�·-··---·-----------------·--- -·--· ------··---··-····----
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7. _ M �rnli_��-==j-R:(;ten t\1i:m-1)erT11tik[lt��1:Tia tai-(i)�:;-gr 1 

8. ,Juru Motor CPNS i\wak Knpal Patroli cliatur 

9. ,Juru Mucli 

11. Kelas.i Kapa! 

"i2:-- -6i;;:;1:;;�t-�i:-
·
x·�R;}:·

·
-
···
--
···· 

13. Verifikator 

i\ngganm 

cl al am ketentuan menge11ai 

Pelaksana Awak Kapnl Pntroli di 

Liugkungnn Pangkalan Sarana 

Operasi Bea clan Cukai 
·······--4 

6 4 

•• w ••••••••• -.......... -···-·············· ·  ·············--········ · .. • •••• . ............ 1 ....................... .......................................................... . 
6 4 14. V crifikator Pajak 

·----------1---·-- -·-l---·----!!------·-
15. Verifikator Bea 6 

clan Cukai 
'---- ----·-------------- --+----!-------

16. Verifikator Aset 6 ·l 

Negara 

17. Verifikator 6 4 

Lapornn 

l\euangnn 

18. Administrator 4 

Persuratan 

(2) CPNS hasil rekrutmen mulai tahun 2015, 

diberikan jabatan sebagaimana tercantum 

dalam sistem rekrutmen nasional, dengan 

peringkat sebagai berikut: 

2. j Pengolah Data 

'.3. I Pengelola 

4. j Pengadministrasi 
I 

-
I 1umum 

- I 
I 

- I 
- I 

I 

6 

6 

DI SMA/ SJ'VlK 

4 4 

Penggunaan nama jabatan bagi CPNS hasil rekrutmen 

tahun 2014 dan mulai tahun 2015 sebagaimana 

dimaksud pada angka (1) dan angka (2), didasarkan pada 

hasil rekrutmen masing-masing Pelaksana. 

2) PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru diangkat 

dan ditetapkan sebagai Pelaksana Umum Kementerian 

Keuangan. 
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Kepacla yang bersangkutan cliberikan peringkat 2 (clua) 

tingkat di bawah peringkat maksimal pacla 

pangkat/ golongan ruangnya apabila memenuhi: 

a) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

b) ketersecliaan Formasi Jabatan pacla unit yang 

bersangkutan; clan 

c ) ketentuan mengenai pencliclikan. 

Dalam hal yang bersangkutan ticlak memenuhi ketentuan 

pendiclikan sebagaimana climaksucl pacla huruf c ) , kepacla 

yang bersangkutan cliberikan peringkat maksimal sesuai 

pencliclikan yang climiliki. 

3) Pejabat fungsional yang cliberhentikan dari jabatannya 

clan clitetapkan sebagai Pelaksana Umum. 

Kepacla yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) bagi pejabat fungsional yang cliberhentikan clari 

jabatannya karena: 

(1) ticlak mampu mengumpulkan angka kreclit; 

(2) mengundurkan cliri menjadi Pelaksana Umurn; 

(3) kembali dari clipekerjakan atau diperbantukan 

menjacli Pelaksai�a Umum; dan 

(4) mutasi menjacli Pelaksana Umum, 

cliberikan peringkat maksimal pa cl a 

pangkat/ golongan ruangnya, tetapi ticlak melebihi 

peringkat jabatan terakhir pacla jabatan 

fungsionalnya, apabila memenuhi: 

(a) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

(b) ketersecliaan Formasi Jabatan pada unit yang 

bersangkutan; clan 

(c ) ketentuan mengenai pencliclikan. 

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi 

ketentuan pencliclikan sebagaimana climaksucl pacla 

huruf c ) , kepacla yang bersangkutan diberik:an 

peringkat maksirnal sesuai pendiclikan yang dimiliki; 

6' 
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b) bagi pejabat fungsional yang diberhentikan dari 

jabatannya karena hukuman disiplin, diberikan 

jabatan dan peringkat 2 (dua) tingkat di bawah 

peringkat maksimal pada pangkat/ golongan ruang, 

apabila memenuhi: 

(a) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

(b) ketersecliaan Formasi Jabatan pacla unit yang 

bersangku tan; clan 

(c) ketentuan mengenai pencliclikan. 

Dalam hal yang bersangkutan tidak memenuhi 

ketentuan pencliclikan sebagaimana dimaksucl pacla 

huruf (c) , kepacla yang bersangkutan diberikan 

peringkat maksimal sesuai pencliclikan yang dimiliki. 

4) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, clan Pelaksana 

Awak Kapal Patroli yang sebelum clipekerjakan atau 

cliperbantukan belum pernah clitetapkan jabatan clan 

peringkatnya, clan pacla saat kembali ke Kementerian 

Keuangan clitetapkan sebagai Pelaksana Umum. 

Kepacla yang bersangkutan cliberikan peringkat 2 (clua) 

tingkat di bawah peringkat maksimal pada 

pangkat/ golongan ruangnya� apabila memenuhi: 

a) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

b) ketersediaan Formasi Jabatan pacla unit yang 

bersangkutan; clan 

c) ketentuan mengenai pencliclikan. 

Dalam hal yang bersangkutan ticlak memenuhi ketentuan 

pencliclikan sebagaimana climaksucl pacla huruf (c) , kepacla 

yang bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai 

pencliclikan yang climiliki. 

b. Penetapan kembali, berlaku bagi: 

1) Pelaksana Umum yang climutasi antar unit orgamsas1 di 

Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum. 

Kepacla yang bersangkutan diberikan peringkat paling 

tinggi sesuai dengan peringkat sebelum dimutasi dengan 

clidasarkan pada: 

o' 
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a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan; 

b) ketersediaan Forniasi Jabatan pada unit baru; dan · 

c) ketentuan mengenai pencliclikan. 

Dalam hal yang bersangkutan sebelum climutasi telah 

clitetapkan peringkatnya namun ticlak sesuai clengan 

ketentuan mengenai penclidikan, yang bersangkutan tetap 

clapat menggunakan peringkat yang sama dengan 

peringkat sebelum climutasi. 

Mutasi Pelaksana Umum antar unit organisasi di 

Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum, ticlak 

clapat clilakukan clalam kurun waktu Pelaksanaan sidang 

penilaian sampai clengan keputusan penetapan jabatan 

clan peringkat bagi Pelaksana Umum hasil penilaian 

clitetapkan. 

2) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli 

yang climutasi antar unit organisasi di Kementerian 

Keuangan sebagai Pelaksana Umum. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ·ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal 

Patroli yang sebelumnya belum pernah menduduki 

jabatan Pelaksana Umum, cliberikan peringkat 

clengan memperhatikan: 

(1) pangkat/golongan ruang; 

(2) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

(3) ketersecliaan Formasi Jabatan pacla unit baru; 

clan 

(4) ketentuan mengenai pencliclikan, 

dengan ketentuan ticlak boleh melebihi clan tidak 

harus sama clengan peringkat Pelaksana Khusus 

sebelurnnya; 

b) Pelaksana Khusus clan Pelaksana Awak Kapal Patroli 

yang _ sebelumnya menducluki jabatan Pelaksana 

Umum, clan climutasi kembali sebagai Pelaksana 

Umum, cliberikan peringkat sebagai berikut: 

6' 
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(1) sama dengan peringkat Pelaksana Umum 

sebelum yang bersangkutan dimutasi menjadi 

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal 

Patroli, dalam hal: 

· (a) yang bersangkutan menduduki jabatan 

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak 

Kapal Patroli paling lama 2 (dua) tahun; 

a tau 

(b) yang bersangkutan menduduki jabatan 

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak 

Kapal Patroli lebih dari 2 (dua) tahun, 

dengan ketentuan; 

I. memiliki NEP Baik 1 ( satu) periode 

terakhir yang belum digunakan 

sebagai bahan penilaian sebelum 

yang bersangkutan dimutasi menjadi 

Pelaksana Khusus, tetapi tidak 

tersedia forrnasi jabatan a tau 

pendidikan atau pangkat/ golongan 

ruang terakhir yang dimiliki tidak 

memenuhi syarat untuk memperoleh 

kenaikan peringkat; 

11. memiliki NEP Baik 1 (satu) periode 

terakhir yang dapat digabungkan 

sebagai akibat penetapan Tetap 

dalam jabatan dan peringkat 

sebelum yang bersangkutan dimutasi 

menjadi Pelaksana Khusus, tetapi 

pendidikan atau pangkat/ golongan 

ruang terakhir yang dimiliki tidak 

memenuhi syarat untuk memperoleh 

kenaikan peringkat atau tidak 

tersedia formasi jabatan; 

111. memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode 

terakhir yang dapat digabungkan 
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sebagai akibat 

dalam jabatan 

yang belum 

penetapan Tetap 

clan peringkatnya 

digunakan se bagai 

bahan penilaian sebelum yang 

bersangkutan climutasi menjacli 

Pelaksana Khusus; 

iv. memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 

( satu) periode terakhir yang belum 

digunakan se bagai bah.an penilaian 

sebelum yang bersangkutan climutasi 

menjadi Pelaksana Khusus; atau 

v. belum memiliki NEP sebelum yang 

bersangkutan dirnutasi 

Pelaksana Khusus. 

menjadi 

(2) 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat 

Pelaksana Umum sebelum yang bersangkutan 

climutasi menjadi Pelaksana Khusus atau 

Pelaksana Awak Kapal Patroli, dalam hal: 

I. yang bersangkutan menclucluki jabatan 

Pelaksana Khusus lebih dari 2 (clua) 

tahun; 

ii. inemiliki NEP Baik 1 (satu) periocle 

terakhir yang belum digunakan sebagai 

bah.an penilaian atau yang dapat 

digabungkan sebagai akibat penetapan 

Tetap clalam jabatan dan peringkat 

sebelum yang bersangkutan dimutasi 

menjadi Pelaksana Khusus; 

m. pendidikan dan pangkat/ golongan 

ruang terakhir yang dimiliki memenuhi 

syarat untuk memperoleh kenaikan 

peringkat serta terseclia formasi 

jabatan. 
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3) Pelaksana Umum yang clitetapkan jabatan clan peringkatnya 

berclasarkan hasil sidang penilaian. 

Pemberian jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana Umum 

cliclasarkan pada persyaratan sebagai berikut: 

a) pangkat/ golongan ruang; 

b) Kompetensi Teknis yang clipersyaratkan; 

c) ketersediaan Formasi Jabatan pa cl a unit yang 

bersangkutan; dan 

cl) ketentuan mengenai pendiclikan. 

Pemberian jabatan dan peringkat selain cliclasarkan pacla 

persyaratan tersebut pacla huruf a), huruf b) , huruf c) , clan 

huruf cl) juga harus memenuhi kriteria Kenaikan, Penurunan, 

atau Tetap clalam jabatan clan peringkat sebagaimana 

climaksucl clalam Pasal 11, Pasal 12, clan Pas al 13. 

Dalam hal yang bersangkutan telah menclucluki peringkat yang 

melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai clengan 

pencliclikan yang climiliki, meskipun NEP memenuhi kriteria 

untuk memperoleh kenaikan peringkat, kepacla yang 

bersangkutan clitetapkan Tetap pacla jabatan clan peringkatnya. 

4) Pelaksana Umum yang clipekerjakan atau cliperbantukan, clan 

pacla saat kembali ke Kementerian Keuangan clitetapkan 

sebagai Pelaksana Umum. 

Kepacla yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) cliberikan peringkat sama clengan peringkat jabatan 

sebelum yang· bersangkutan di pekerj akan a tau 

cliperbantukan apabila: 

(1) clipekerjakan atau cliperbantukan sampa1 clengan 2 

(clua) tahun; 

(2) clipekerjakan atau cliperbantukan lebih dari 2 (clua) 

tahun, clengan syarat: 

(a) memiliki NEP Baik 1 (satu) periocle terakhir 

.yang belum cligunakan sebagai bahan penilaian 

sebelum yang bersangkutan dipeke1jakan atau 

cliperbantukan, tetapi ticlak terseclia formasi 

jabatan atau pendiclikan atau pangkat/ 
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golongan ruang terakhir yang dimiliki tidak 

memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan 

peringkat; 

(b) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir 

yang dapat digabungkan sebagai akibat 

penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat 

sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau 

diperbantukan, tetapi pendidikan a tau 

pangkat/ golongan ruang terakhir. yang dimiliki 

tidak memenuhi syarat untuk memperoleh 

kenaikan peringkat atau tidak tersedia formasi 

jabatan; 

(c) memiliki NEP Kurang 1 (satu) periode terakhir 

yang dapat digabungkan sebagai akibat 

penetapan Tetap dalam jabatan dan peringkat 

sebelum yang bersangkutan dipekerjakan atau 

diperbantukan; 

(d) memiliki NEP Sedang atau Kurang 1 (satu) 

periode terakhir yang belum digunakan sebagai 

bahan penilaian sebelum yang bersangkutan 

dipekerjakan atau diperbantukan; atau 

(e) belum memiliki NEP sebelum yang 

bersangkutan dipeke1jakan a tau 

diperbantukan; 

diberikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari 

peringkat jabatan sebelum dipekerjakan a tau 

diperbantukan apabila yang bersangkutan dipekerjakan 

atau diperbantukan lebih dari 2 

dengan syarat: 

(dua) tahun, 

(1) memiliki NEP Baik 1 (satu) periode terakhir sebelum 

dipekerjakan atau diperbantukan yang belum 

digunak:an sebagai bah.an penilaian atau yang dapat 

digabungk:an sebagai akibat penetapan Tetap dalarn 

jabatan dan peringk:at :;;ebelum yang bersangk:utan 

dipekerjakan atau diperbantukan; clan 
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(2) pendidikan dan pangkat/ golongan ruang terakhir 

yang dimiliki memenuhi syarat untuk memperoleh 

kenaikan peringkat serta tersedia formasi jabatan. 

5) Pelaksana Khusus atau Pelaksana Awak Kapal Patroli 

yang dipekerjakan atau diperbantukan, dan pada saat kembali 

ke Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana 

Um um. 

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat dengan 

.memperhatikan: 

(a) pangkat/ golongan ruang; 

(b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan; 

(c) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang 

bersangkutan; dan 

(d) ketentuan mengenai pendidikan, 

namun tidak boleh melebihi dan tidak harus sama dengan 

peringkat Pelaksana Khusus sebelumnya. 

6) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Awak 

Kapal Patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, 

kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dan 

pada saat kembali Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai 

Pelaksana Umun1. 

Kepada yang bersangkutan diberikan peringkat 2 (dua) tingkat 

di bawah peringkat maksimal pada pangkat/ golongan 

ruangnya apabila memenuhi: 

a) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan; 

b) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit yang 

1,Jersangkutan; dan 

c) ketentuan mengenai pendidikan. 

Dalam hal yang .bersangkutan tidak memenuhi ketentuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c) ,  kepada yang 

bersangkutan diberikan peringkat maksimal sesuai pendidikan 

yang dimiliki. 
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Dasar dan Jen.is Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi 

Pelaksana Khusus 

1. Dasar Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus 

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus didasarkan 

pad a :  

a. Masa Ke1j a; 

b. pendidikan; dan 

c. Formasi Jabatan pada Pelaksana yang bersangkutan. 

Pengaturan mengenai pendidikan sebagai dasar penetapan jabatan 

dan peringkat bagi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

No. Nama .Jabatan 

l. Bendnhnra 
2. Sekretaris Menleri/Wamen 

Sekrctaris Pcjabat Eselon I / 
............................................................................................................................................................................... j ...... 
Sekretaris Pejabat Eselon II 
Sekretaris Pejabat Eselon 
(kantor verlikal) 

'.3. Pengemucli .Jcmputan 

No. Nama .Jabatan 

HI 1 
I 
l 

Syarat Pendidikan clnn Maksimal 
Peringkat .Jabatan yang Diberikan 

Sl DIU DI SMA/SMK 
11 10 10 10 
12 10 
1 r) "'" 10 
10 10 
10 10 

9 9 6 6 
.................................. ... 

Syarat Pendidikan dan Peringkat 
.Jabntan yang Diberiknn 

Sl DIII DI SMA/SMK 
·······-··--· ···-····-·-· 

1. Ajudan Menteri/Wamen 
Ajudan Pejabat Eselon l 

2, Pengemud( Menteri/Wamen 
Pengen1udi Pejabat Eselon I 
Pengemucli Pejabat Eselon II 

·-·-·-"··-·--···--·---····---····-·······--···-··---··---·-.. -... --···--······ 

Pengemvdi Pejabat Eselon TIT 

12 
11 
12 
11 
10 

... .................. --.. -.. -···· 

10 

10 
IO 
10 
10 6 6 
10 6 6 
IO 6 6 

Pelaksana Khusus dapat menggunakan pendidikan sebagai dasar 

penetapan jabatan dan peringkat, dalam hal yang bersangkutan 

telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar dan ijin belajar, 

dan telah melaporkan bukti penyelesaian pendidikannya kepada 

bagian kepegawaian. 
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2. Jen.is Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus 

Jen.is penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum terdiri 

dari: 

a. Penetapan pertama kali, meliputi: 

1) CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus 

Kementerian Keuangan. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut : 

a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai 

pendidikan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 
(nol) tahun terhitung mulai tanggal yang 

bersangkutan diangkat menjadi CPNS, dalam hal 

sesuai hasil seleksi yang bersangkutan ditetapkan 

sebagai Pelaksana Khusus; 

b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai 

pendiclikan, dan Masa Kerjanya clihitung mulai clari 0 

(nol) tahun terhitung mulai tanggal yang 

bersangkutan cliangkat sebagai Pelaksana Khusus, 

dalam hal sesuai hasil seleksi yang bersangkutan 

clitetapkan sebagai Pelaksana Umum, namun yang 

bersangkutan kemuclian dimutasi menjacli Pelaksana 

Khusus. 

Pengangkatan sebagai Pelaksana Khusus sebagaimana 

climaksud pada huruf b) dilakukan terhitung rn.ulai tanggal 

yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS. 

2) PNS dari luar Kementerian Keuangan yang baru cliangkat 

clan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus Kementerian 

Keuangan. 

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang clidasarkan 

pad a keten tuan mengenai pencliclikan dan ketersediaan 
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Formasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 

0 (nol) tahun. 

3) Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya 

dan ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus. 

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan 

pada ketentuan mengenai pendiclikan clan ketersecliaan 

Formasi Jabatan, clan Masa Kerjanya dihitung mulai clari 

0 (nol) tahun. 

4) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, clan Pelaksana 

Awak Kapal Patroli yang sebelµm clipekerjakan atau 

cliperbantukan belum pernah ditetapkan jabatan clan 

peringkatnya, dan pacla saat kembali ke Kementerian 

Keuangan clitetapkan menjacli Pelaksana Khusus. 

Kepacla yang bersangkutan diberikan jabatan clan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diclasarkan 

pada ketentuan mengenai pendidikan dan ketersediaan 

Fcirmasi Jabatan, clan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 

0 (nol) tahun. 

b. Penetapan kembali, berlaku bagi: 

1) Pelaksana Khusus yang climutasi antar unit organisasi di 

lingkungan Kernen terian Keuangan se bagai Pelaksana 

Khusus dengan nama jabatan yang sama. 

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan clan 

peringkat yang sama clengan jabatan dan peringkat 

sebelum dimutasi dengan cliclasarkan pacla: 

a) ketentuan mengenai pendidikan; dan 

b) Formasi Jabatan pada unit kerja baru. 

Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus sebelum climutasi 

tetap digunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja 

· yang bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai 

Pelaksana Khusus. Dalam hal yang bersangkutan sebelum 

dimutasi telah clitetapkan peringkatnya namun ticlak 

sesuai dengan ketentuan mengenai pencliclikan, yang 
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bersangkutan tetap clapat menggunakan peringkat yang 

sama clengan peringkat sebelum dimutasi. 

2) Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di 

lingkungan Kernen terian Keuangan se bagai Pelaksana · 

Khusus dengan nama jabatan yang berbeda. 

Kepada yang bersangkutan diberikan jabatan dan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang didasarkan 

pada keten tuan mengenai pendiclikan clan ketersecliaan 

Formasi Jabatan, clan Masa Kerjanya dihitung mulai dari 

0 (nol) tahun, 

3) Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang 

dimutasi antar unit organisasi di Kementerian Keuangan 

sebagai Pelaksana Khusus. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai 

pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan 

Masa Ke1janya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun, 

dalam hal yang bersangkutan belum pernah 

sebelumnya menduduki jabatan Pelaksana Khusus; 

b) diberikan jabatan dan peringkat sama dengan 

jabatan dan peringkat sebelum yang bersangkutan 

dimutasi sebagai Pelaksana Umum atau Pelaksana 

Awak Kapal Patroli dengan memperhatikan 

ketentuan mengenai pendiclikan dan ketersediaan 

Formasi Jabatan dan Masa Kerja sebagai Pelaksana 

Khusus sebelum dimutasi tetap digunakan untuk 

perhitungan akumulasi Masa Kerja yang 

bersangkutan setelah dimutasi kembali sebagai 

Pelaksana Khusus, dalam hal: 

1) yang bersangkutan dimutasi kembali sebagai 

Pelaksana Khusus dengan nama jabatan yang 

sama; dan 
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2) yang bersangkutan menclucluki jabatan 

Pelaksana Urnum atau Pelaksana Awak Kapal 

Patroli paling lama 6 (en.am) bulan; 

c) cliberikan jabatan clan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang cliclasarkan pacla ketentuan mengenai 

pencliclikan clan ketersecliaan Formasi Jabatan, clan 

Masa Kerjanya clihitung mulai clari 0 (nol) tahun, 

clalam hal: 

1) yang bersangkutan climutasi kembali sebagai 

Pelaksana Khusus clengan nama jabatan yang 

sama; clan 

2) yang bersangkutan menclucluki jabatan 

Pelaksana Umum atau Pelaksana Awak Kapal 

Patroli lebih clari 6 (en.am) bulan; 

d) diberikan jabatan clan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang cliclasarkan pada ketentuan mengenai 

pendidikan clan ketersediaan Formasi Jabatan, clan 

Masa Kerjanya clihitung mulai clari 0 (nol) tahun, 

clalam hal yang bersangkutan climutasi kembali 

sebagai Pelaksana Khusus clengan nama jabatan 

yang berbecla. 

4) Pelaksana Khusus yang clipekerjakan atau diperbantukan, 

clan pacla saat kembali ke Kementerian Keuangan 

ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus clengan nama 

jabatan yang sama. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) cliberikan jabatan clan peringkat sama clengan 

jabatan clan peringkat sebagai Pelaksana Khusus 

sebelum yang bersangkutan clipekerjakan atau 

cliperbantukan dengan memperhatikan ketentuan 

mengenm penclidikan clan ketersecliaan Formasi 

Jabatan, clan Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus 

sebelum clipekerjakan atau cliperbantukan tetap 

cligunakan untuk perhitungan akumulasi Masa Kerja 
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yang bersangkutan, dalam hal yang bersangkutan 

dipekerjakan atau diperbantukan paling lama 6 

(enam) bulan; 

b) diberikan jabatan clan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang clidasarkan pacla ketentuan 1nengenai 

penclidikan dan ketersediaan Forrnasi Jabatan, dan 

Masa Kerjanya dihitung rnulai dari 0 (nol) tahun, 

dalam hal yang bersangkutan dipekerjakan atau 

diperbantukan lebih dari 6 (enarn) bulan. 

5) Pelaksana Khusus yang clipekerjakan atau diperbantukan, 

dan pada saat kernbali ke Kernenterian Keuangan 

ditetapkan sebagai Pelaksana Khusus dengan narna 

jabatan yang berbecla. 

Kepada yang bersangkutan cliberikan jabatan clan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang cliclasarkan 

pada keten tuan rnengenai pencliclikan clan ketersecliaan 

Forrnasi Jabatan, clan Masa Kerjanya clihitung rnulai clari 

0 (nol) tahun. 

6) Pelaksana Urnurn atau Pelaksana Awak Kapal Patroli yang 

dipekerjakan atau cliperbantukan, clan pada saat kernbali 

ke Kernenterian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana 

Khusus. 

Kepada yang bersangkutan cliberikan jabatan dan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang diclasarkan 

pada keten tuan rnengenai pendidikan dan ketersediaan 

Forrnasi Jabatan, dan Masa Kerjanya dihitung rnulai dari 

0 (nol) tahun. 

7) Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan clan 

peringkatnya berdasarkan hasil sidang penilaian. 

Pernberian jabatan dan peringkat cliclasarkan pada 

persyaratan sebagai berikut: 

a) akurnulasi Masa Kerja sebagai Pelaksana Khusus; 

b) ketersediaan Formasi Jabatan pacla unit yang 

bersangkutan; dan 

c) ketentuan mengenai penclidikan. 
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Dalam hal yang bersangkutan telah menclucluki peringkat 

yang melebihi ketentuan maksimal peringkat sesuai 

clengan pencliclikan yang climiliki, meskipun akumulasi 

Masa Ke1ja sebagai Pelaksana Khusus telah memenuhi 

kriteria untuk mernperoleh kenaikan peringkat, kepacla 

yang bersangkutan clitetapkan Tetap pacla jabatan clan 

peringkatnya. 

8) Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, clan Pelaksana 

Awak Kapal Patroli yang rnengarnbil cuti di luar 

tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak 

keernpat clan seterusnya, clan pacla saat kernbali 

Kernenterian Keuangan clan clitetapkan sebagai Pelaksana 

Khusus. 

Kepacla yang bersangkutan cliberikan jabatan clan 

peringkat sebagai Pelaksana Khusus yang cliclasarkan 

pacla ketentuan rnengenai pencliclikan clan ketersecliaan 

Forrnasi Jabatan, clan Masa Kerja yang clihitung rnulai 

clari 0 (nol) tahun. 

C. Dasar clan Jenis Penetapan Jabatan clan Peringkat bagi Pelaksana Tugas 

Bela jar 

1. Dasar Penetapan Jab a tan clan Peringkat bagi Pelaksana Tugas 

Bela jar 

Penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar 

clidasarkan pada: 

a. pangkat/ golongan ruang; 

b. pendidikan; clan 

c. Formasi Jabatan. 

Pengaturan mengenai pencliclikan sebagai clasar penetapan jabatan 

clan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar sebagaimana clirnaksucl 

pacla huruf b, rnengikuti ketentuan sebagai berikut: 

No. Pendidilrnn I Ma.ksimal Peringkat .Jabatan 

1. Strata 1 12 
� 

2. Diploma III 10 
�, ,). Diploma JSMA G 

4. SMP 
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Pelaksana Tugas Belajar clapat menggunakan pencliclikan sebagai 

clasar penetapan jabatan clan peringkat, clalam hal yang 

bersangkutan telah mengikuti ketentuan mengenai Tugas Belajar 

clan 1J111 belajar, clan telah melaporkan bukti penyelesaian 

pencliclikannya kepacla bagian kepegawaian. 

2. Jenis penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar 

Penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar 

meliputi: 

a. penetapan jabatan clan peringkat bagi PNS Kementerian 

Keuangan yang seclang menjalankan Tugas Belajar tercliri clari: 

1) pejabat struktural yang menjalankan Tugas Belajar. 

Kepacla yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) cliberikan peringkat 12 (clua belas), terhitung 

mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas 

Belajar sebagaimana clitetapkan clalam surat Tugas 

Belajar; 

b) selama menjalankan Tugas Belajar, kepacla ·yang 

bersangkutan ticlak clilakukan evaluasi clan penilaian 

Pelaksana. 

2) pejabat fungsional yang menjalankan Tugas Belajar. 

Kepacla yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) cliberikan peringkat 12 (clua belas) terhitung mulai 

tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar 

sebagaimana clitetapkan clalam surat Tugas Belajar, 

bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar 

memiliki peringkat cliatas 12 (clua belas); 

b) cliberikan peringkat maksimal pacla pangkat/ golongan 

ruang, tetapi ticlak boleh melebihi peringkat jabatan 

terakhir pacla jabatan fungsionalnya terhitung mulai 

tanggal yang bersangkutan menjalankan Tugas Belajar 

sebagaimana clitetapkan clalam surat Tugas Belajar, 

bagi pejabat fungsional yang sebelum Tugas Belajar 

memiliki peringkat paling tinggi 12 (clua belas); 
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c) selama menjalankan Tugas Belajar, kepacla yang 

bersangkutan ticlak dilakukan evaluasi dan penilaian 

se bagaimana halnya Pelaksana Un1un1 

menjalankan Tugas Belajar. 

3) Pelaksana Urnum yang menjalankan Tugas Belajar. 

yang 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) diberikan peringkat yang sama dengan peringkat 

sebelum yang bersangkutan menjalankan Tugas 

Belajar terhitung mulai tanggal yang bersangkutan 

menjalankan Tugas Belajar sebagaimana clitetapkan 

dalam surat Tugas Belajar; dan 

b) selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang 

bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian 

Pelaksana. 

4) Pelaksana Khusus yang menjalankan Tugas Belajar. 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a) · diberikan peringkat sebagai Pelaksana Umum dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

(1) Pelaksana Khusus yang sebelum Tugas Belajar 

belum pernah ditetapkan jabatan dan 

peringkatnya sebagai Pelaksana Umum, diberikan 

peringkat dengan memperhatikan: 

(a) pangkat/ golongan ruang; 

(b) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan; 

(c) ketersediaan Formasi Jabatan pacla unit 

baru; dan 

(d) ketentuan mengenai pendidikan, 

terhitung mulai tanggal yang bersangkutan 

menjalankan Tugas Belajar sebagaimana 

ditetapkan dalam surat Tugas Belajar. 

(2) Pelaksana Khusus yang sebelumnya menducluki 

jabatan Pelaksana Umum, diberikan peringkat 

sebagai berikut: 
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(a) sama clengan peringkat Pelaksana Umum 

sebelum yang bersangkutan climutasi 

menjacli Pelaksana Khusus, terhitung mulai 

tanggal yang bersangkutan menj alankan 

Tugas Belajar sebagaimana clitetapkan 

clalam surat Tugas Belajar, clalam hal: 

L yang bersangkutan menduduki 

jabatan Pelaksana Khusus paling 

lama 2 (dua) tahun; 

11. yang bersangku tan menclucluki 

jabatan Pelaksana Khusus lebih dari 

2 (clua) tahun, dengan ketentuan : 

i) memiliki NEP Baik 1 ( satu) 

periocle terakhir yang belum 

cligunakan sebagai bah an 

penilaian sebelum yang 

bersangkutan dimutasi 

menjacli Pelaksana Khusus, 

tetapi ticlak terseclia formasi 

jabatan atau pendidikan atau 

pangkat/ golongan ruang 

terakhir yang climiliki tidak 

memenuhi 

memperoleh 

syarat untuk 

kenaikan 

peringkat atau tidak tersedia 

formasi jabatan; 

ii) memiliki NEP Baik 1 (satu) 

periode terakhir yang dapat 

digabungkan sebagai akibat 

penetapan Tetap dalam jabatan 

clan peringkat sebelum yang 

bersangkutan dimutasi 

menjadi Pelaksana Khusu�, 

tetapi pendidikan a tau 

pangkat/ golongan ruang 
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terakhir yang climiliki ticlak 

memenuhi syarat untuk 

memperoleh kenaikan 

peringkat atau tidak tersedia 

formasi jabatan; 

iii) memiliki NEP Kurang 1 (satu) 

periode terakhir yang dapat 

digabungkan sebagai akibat 

penetapan Tetap clalam jabatan 

dan peringkat sebelum yang 

bersangkutan dimutasi 

menj adi Pelaksana Kh us us; 

iv) memiliki NEP Se clang 

atau Kurang 1 (satu) periocle 

terakhir yang belum digunakan 

se bagai bahan penilaian 

sebelum yang bersangkutan 

dimutasi menjadi Pelaksana 

Khusus; atau 

v) belum memiliki NEP sebelum 

yang bersangkutan dimutasi 

menjadi Pelaksana Khusus. 

(b) 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari peringkat 

Pelaksana Um um sebelum yang 

bersangkutan dimutasi menjadi Pelaksana 

Khusus terhitung mulai tanggal yang 

bersangkutan menjalankan Tugas Belajar 

sebagaimana ditetapkan dalam surat Tugas 

Belajar, dalam hal: 

i. yang bersangkutan menduduki 

jabatan Pelaksana Khusus lebih dari 

2 (clua) tahun; 

11. meiniliki NEP Baik 1 (satu) periode 

terakhir yang belum digunakan 

se bagai bahan penilaian a tau yang 
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dapat digabungkan sebagai akibat 

penetapan Tetap dalam jabatan dan 

peringkat sebelum yang bersangkutan 

dimutasi menjadi Pelaksana 

Khusus; dan 

111. pendidikan dan pangkat/ golongan 

ruang terakhir yang dimiliki 

memenuhi syarat untuk memperoleh 

kenaikan peringkat serta tersedia 

formasi jabatan. 

b) Selama menjalankan Tugas Belajar, kepada yang 

bersangkutan dilakukan evaluasi dan penilaian 

Pelaksana. 

b. Penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS Kementerian 

Keuangan yang telah kembali dari Tugas Belajar dan aktif bekerja 

di Kernen terian Keuangan 

Kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Bagi pejabat fungsional mengikuti ketentuan berikut: 

a) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana 

Umum dengan didasarkan pada: 

( 1) Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan; 

(2) ketersediaan Formasi Jabatan pada unit 

baru; dan 

(3) ketentuan mengenai pendidikan, 

terhitung mulai tanggal yang bersangkutan aktif 

kembali beke1ja sebagaimana tercantum dalam Surat 

Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dalam hal 

pada saat kembali ke Kementerian Keuangan yang 

bersangkutan tidak langsung ditetapkan kembali 

sebagai pejabat fungsional dan ditetapkan sebagai 

Pelaksana Umurr1; 

b) diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang didasarkan pada ketentuan mengenai 

pendidikan dan ketersediaan Formasi Jabatan, dan 

Masa Kerjanya dihitung mulai dari 0 (nol) tahun mulai 
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tanggal yang bersangkutan aktif kembali beke1ja 

sebagaimana tercantum clalam SPMT, clalam hal pacla 

saat kembali ke Kementerian Keuangan yang 

bersangkutan ticlak langsung clitetapkan kembali 

sebagai Pejabat Fungsional clan clitetapkan sebagai 

Pelaksana Khusus. 

2) Bagi Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus, mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a) cliberikan peringkat yang sama clengan peringkat 

terakhir selama yang bersangkutan menjalankan Tugas 

Belajar mulai tanggal yang bersangkutan aktif kembali 

bekerja sebagaimana tercantum clalam. SPMT, clalam 

hal pacla saat kembali ke Kementerian Keuangan yang 

bersangkutan clitetapkan sebagai Pelaksana Umum; 

b) cliberikan jabatan clan peringkat sebagai Pelaksana 

Khusus yang cliclasarkan pacla ketentuan mengenm 

pencliclikan ketersecliaan Formasi Jabatan, clan Masa 

Ke1janya clihitung mulai clari 0 (nol) tahun mulai 

tanggal yang bersangku tan aktif kem bali bekerj a 

sebagaimana tercantum clalam SPMT, clalam hal pacla 

saat kembali ke Kementerian Keuangan yang 

bersangkutan clitetapkan sebagai Pelaksana Khusus . 

.. �,�----------

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Salinan sesuai clengan aslinya 
Kepala Biro Umum . 

u.b. 
Kepala Bagian T.U. Kementerian 

� 

GIARTO j 
NIP 19 5Jb4201984021001 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 241/PMK.01/2015 
TENT ANG 
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI 
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

JENIS DAN PENGATURAN NEP BAGI PELAKSANA 

YANG MENDAPATKAN PENUGASAN TERTENTU 

A. Jen.is penugasan tertentu 

Penugasan tertentu bagi Pelaksana Umum meliputi: 

1. Kompetensi Teknis; 

2. pangkat/ golongan ruang; 

3. pendidikan; dan 

4. Formasi Jabatan pada Unit Kerja yang bersangkutan. 

B. Pengaturan penggunaan NEP bagi Pelaksana Umum yang mendapatkan 

penugasan tertentu. 

Setelah Pelaksana Umum mendapatkan penugasan tertentu dan 

ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Umum, pengaturan penggunaan 

NEP yang bersangkutan sebelum mendapatkan penugasan tertentu, 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1. Dalam hal penugasan tertentu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan 

sampai dengan 12 (dua belas) bulan: 

a. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan 

memiliki 2 (dua) NEP yang belum cligunakan sebagai bahan 

siclang penilaian, NEP yang bersangkutan cligunakan clalam 

siclang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali sebagai 

Pelaksana Umum; 

b. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan 

memiliki 1 (satu) NEP Baik atau Kurang yang belum digunakan 

sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan digunakan 

dalam sidang penilaian berikutnya setelah ditetapkan kembali 

sebagai Pelaksana Umum; 
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c. apabila sebelum penugasan tertentu yang bersangkutan 

memiliki clengan kriteria Baik atau Kurang yang clapat 

cligabungkan sebagai akibat penetapan Tetap clalam jabatan clan 

peringkat yang belum cligunakan sebagai bahan penilaian, NEP 

yang bersangkutan clisimpan clan cligabungkan clengan 

1 (satu) NEP periocle berikutnya untuk cligunakan clalam siclang 

penilaian berikutnya setelah clitetapkan kembali sebagai 

Pelaksana Umum. 

2. Dalam hal penugasan tertentu clilaksanakan selama 13 (tiga belas) 

bulan sari1pai clengan 24 (clua puluh empat) bulan: 

a. NEP 1 (satu) periocle terakhir sebelum penugasan tertentu yang 

memiliki kriteria Baik atau Kurang yang belum cligunakan 

sebagai bahan penilaian, clisimpan clan cligabungkan dengan 1 

(satu) NEP periocle berikutnya untuk digunakan dalam sidang 

per;iilaian selanjutnya; 
:·:. 

b. NEP sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik 

atau Kurang yang dapat digabungkan sebagai akibat penetapan 

Tetap dalam jabatan clan peringkat yang belum cligunakan 

sebagai bahan penilaian, NEP yang bersangkutan clisimpan clan 

digabungkan clengan 1 (satu) NEP periode berikutnya untuk 

cligunakan clalam siclang penilaian berikutnya setelah clitetapkan 

kembali sebagai Pelaksana Umum. 

3. Dalam hal penugasan tertentu clilaksanakan lebih dari 

24 (dua puluh empat) bulan: 

a. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan 

diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelum 

menclapatkan penugasan tertentu, NEP 1 (satu) periocle terakhir 

sebelum penugasan tertentu yang memiliki kriteria Baik atau 

Kurang yang belum cligunakan sebagai bahan penilaian, 

disimpan clan cligabungkan dengan 1 (satu) NEP periode 

berikutnya untuk digunakan dalam sidang penilaian 

selanjutnya; 
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b. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan 

diberikan peringkat yang sarn.a dengan peringkat sebelum 

menclapatkan penugasa ntertentu, NEP clengan kriteria Baik 

atau Kurang yang dapat cligabungkan sebagai akibat penetapan 

Tetap clalam jabatan clan peringkatnya yang belum cligunakan 

sebagai bah.an penilaian, clisimpan clan cligabungkan clengan 1 

(satu) NEP periocle berikutnya untuk cligunakan clalam siclang 

penilaian selanjutnya; 

c. apabila setelah penugasan tertentu yang bersangkutan 

cliberikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi clari peringkat 

sebelum menclapatkan penugasan tertentu, NEP yang dimiliki 

sebelum penugasan tertentu yang belum cligunakan sebagai 

bah.an penilaian ticlak clapat digunakan dalam sidang penilaian 

berikutnya. 

Salin.an sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian T. U. Kementerian 

� 
GIARTOJ 
NIP 1959042019840� 1001 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 241/PMK.01/2015 
TENTANG 
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT 
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENETERIAN 
KEUANGAN 

PEJABAT PENILAI 

A. Tugas Pejabat Penilai 

Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. melakukan penilaian atas hasil evaluasi Pelaksana 

yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian; 

dan 

2. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana. 

B. Pejabat Penilai 

Pejabat Penilai terdiri dari: 

1. Pejabat Penilai Kantor Pusat, beranggotakan: 

a. pejabat eselon II  unit yang bersangkutan, sebagai p1mpman 

sidang; 

b. pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

c. seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang 

bersangku tan; dan 

d. pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada 

masing-masing unit eselon I. 

Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat 

beranggotakan: 

a. Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pin1pinan sidang; 

b. pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan 

c. seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. 

2. Pejabat Penilai Instansi Vertikal, terdiri dari: 

a. pejabat Penilai Instansi Vertikal ui1tuk Pelaksana di lingkungan 

Instansi Vertikal setingkat eselon II, beranggotakan: 

1) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan 

sidang; 
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2) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

3) Paling sedikit 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam 

lingkup eselon II yang bersangkutan; dan 

4) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian 

pada masing-masing unit eselon II. 

b. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan 

Instansi Vertikal setingkat eselon III, beranggotakan: 

1) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan 

siclang; 

2) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

3) Paling seclikit 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam 

lingkup eselon III yang bersangkutan; dan 

4) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian 

pada masing-masing unit eselon III 

c. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan 

Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Penyuluhan clan Konsultasi 

Perpajakan/ KP2KP), beranggotakan: 

1) pejabat eselon III (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/KPP yang 

menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang; 

2) pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan; 

3) pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian 

pada KPP yang menjadi atasannya. 

d. Pejabat Penilai Instansi Vertikal untuk Pelaksana di lingkungan 

Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai/ KPPBC Tipe Pratama), beranggotakan: 

1) pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan 

siclang; 
' 

2) pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

3) pejabat eselon V yang lainnya clalam lingkup eselon IV yang 

bersangkutari; clan 

4) pejabat eselon V yang membiclangi urusan kepegawaian 

pacla masing-masing unit eselon IV. 
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3. Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis, tercliri clari: 

a. Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana 

Teknis setingkat eselon II, beranggotakan: 

1) pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan 

siclang; 

2) pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

3) pejabat eselon III lainnya clalam lingkup eselon II yang 

bersangkutan; clan 

4) pejabat eselon III yang membiclangi urusan kepegawaian 

pacla masing-masing unit eselon II. 

b. Pejabat Penilai untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana 

Teknis setingkat eselon III, beranggotakan: 

1) pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan 

siclang; 

2) pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; 

3) pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang 

bersangkutan; clan 

4) pejabat eselon IV yang membiclangi urusan kepegawaian 

pacla niasing-masing unit eselon III. 

-

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd, 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 57 -

LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 241/PMK.01/2015 
TENT ANG 
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PEI�INGKAT 
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENETERIAN 
KEUANGAN 

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG PENILAIAN 

Tata Cara Pelaksanaan Sidang Penilaian: 

1. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 

50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai. 

2. I-Iasil siclang penilaian . oleh Pejabat Penilai clituangkan dalam 

Berita Acara I-Iasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara I-Iasil Penilaian, 

sebagaimana format dalarn Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. 

3. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat 

rekomenclasi untuk: 

a. Kenaikan jabatan dan peringkat; 

b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau 

c. Tetap pada jabatan clan peringkatnya, 

bagi Pelaksana yang telah clinilai, sebagaimana format dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

4. Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomenclasi dengan clilampiri 

Berita Acara Hasil Penilaian kepacla pejabat yang berwenang menetapkan 

jabatan clan peringkat bagi Pelaksana. 

II.� ; u b. 1: 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Salinan�· -���n aslinya 
KEPA��· � ��f� J'�\ 

f ..,... . . (:;) 
KEPALA BAGIAN I . . 'k_ MENTERIAN ., 

) ' 

. 1..' B: ' ' V .... .-11.iM I - ' 

\ /It'">--'::_ f • . 
·' .I I 

GIARTO & �� I 

NIP 19590426[St�'32 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id
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LAMPIHAN V 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 241/PMK.01/2015 
TENT ANG 
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI 
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

PENYETARAAN KRITERIA NILAI EVALUASI PELAKSANA 

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah clitetapkan sebelum Peraturan 

Menteri ini mulai berlaku, tetap clapat cligunakan sebagai bahan penilaian 

dalam siclang penilaian clengan terlebih clahulu clilakukan penyetaraan kriteria 

nilainya dengan NEP, sebagai berikut : 

Baik 

Se dang 

Kuran° b 

NKP 

NPKP 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Ku rang 

Bunde 

NEP 

Baik 

Sedang 

Kurang 

NEP 

R.lik 

Sedang 

Ku rang 

Ku rang 

Ku rang 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIR8' eJMUM 
/ , � --...... \.() 

KEPAi,if'� · 1\ENTERlAN 

\�£' v ., ,�lj M j,,_ . 1 
� · ' 

GIAR�O / 
NIP 19·5' 4'.40 l 9'1P2)-DO l 

' � 4T J i:l4�\I. � 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA 
NOMOR 241/PMK.01/2015 
TENTANG . 
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT 
BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

A. CONTOH HASIL NILAI EVALUASI PELAKSANA (NEP) BAGI PELAKSANA 
UMUM 

!IAJ1IA/li!P 
NO. YANG 

DllilLAl 

(1) 121 
.Bma11/S1tb<lit A 
Subb .·:m{ -�-ksi At 

L Adi llowof 
1981. . .. 

P;ViGRATl 
GOLOiiGAN 

RllANG/ 
TMT GOL. 

[3) 

P•.n�•htr Tk. 
1 fll/d! I 

HASIL EVALUASI PELARSANA UMUM TAHUN 20XX 

PE!'IDJDUWf JAJJATMI 

(4) 151 

DlplOJt\l\ll! Pt;1111!1l5U .. JtUliOf 

PERUIGKAT 
W!A, llPiil' 

171 

so 

JJOIJOT !!PIU' 
PEiIBOBOTA!i 

75% 
18) 

60 

llKO 

191 

90 

lJO!lOT NJW 
P£MBOflOTAll 

2$% 
1 101 

22,S 

!IBP KRJTERIA 

1 1 11 (121 

82,S 

l--..._l·���-l l�AD�.r�il�2o�1·�f +-��---1·��_,-�+--���-l-�-1-����-l-�-+-����-J·��-1-���-I -p�U£<'-hu D.iplomli. I P�urajL.��•ulli.IJr 'l. A11it• R/ 
1984... 

J. R\t<U/ 
1910. .. . .  � 

dst .. . 

1.ll/t-1 l 
1 ADrU 2()H 
P4.U-l\ fa lk !  illlidf i 
1. ADrU 20H 

M�utj�tltlmii 
1\lanan. AtAst\n. r.� . .ne"twg 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... f14j . 
N'!P . .. . . .. . . 

KETERA1'\1GAN: 

[ 1 J  Komor urut 

Sl Analis ..... . .  St>nfor 

(2} Nn.ma d.:m NIP Pelalrnana Umum 

90 67,S 90 22,S 90 

7.1 S5.5 PO 22,S 78 

At";.�u. U\.t,l'!9tmtr 

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  fl3) 
NJP ... . . . . " 

Pl Pangk.'t golongan/ru.ang Pdakrm.na Umuin yang dilengkapi dengan TMT SK pangkftt 
golongan/ ruar,,g teral-::hir 

NI PenclidikM terrucliir Pelt\k.!>;:ma Umum yang · terdafiar dalam si:-;tem informa:>i 
kepega\vruan Kementerian Keua.ngan 

(SJ Nonienl<latur jabat;.trt terru;;hir yang di<l;uduki Pelaksana Umum 

{6) Peringkat jabatan, terakWr yang ciidudu.ki Pelaksana Umum 

Fi 

(SJ 

(9) 

Hasil NPKP yang cliperoleh dari sistem pengeloiaan kinerja yang berlalru. di 
lingi-;:ungan Kementerian Keuruif.an 

Hasi.1 pembobotan NPKP. yctitu NPKP x. 15% 

H.asi.l NKO unit organisasi y<U":g mernpunyai peta strntegi yang diperoleh dari sfatem 
pengelolru."\n kinerj'1> yang berlaku di ling)rungan Kementerian Keuang0..0 

[10)· H<ts11 pembobotrut NKO,, yaitu NKO x 25% 

p l} Hasil penjuml:clhan di.'U"i NPKP dan NKO yruig tek1.h dibob ot masing-masi;t;';g 75% cia.n 
25�i 

{ 12) Kiitex·ia NEP 

{ 13) Nama ,"\tl'.\can lnngrrn ng dctri Pelaksana TJnn.un 
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B. CONTOH HASIL PENGHITUNGAN MASA KERJA PELAKSANA KHUSUS 

S111Jlrngfanf Se�a:i B l  
L i'\ntlilr.;11. / J1e1�eator 1't: If lid/ 

HASIL EVALUASl PELl\I{SANI\ HHUSUS TAHUN 20XX. 

:Pl;tll)!Dl!CMI JADATAN 

k . ·  . . · .  ;,· 
• . 141 '(Sj . 

J>ERlllGJv\T 
lAl>IA J• I · . .. . 

nn . J>JHfGANGJtA'fAN 
. PE.HTA.ll/\ . SEilAll;li 
P&LAR&\l'IA 

turns us . 

ARUMULAS! li.TASJ\ I• KERJfl S.D. �1 
DllSf;�!I/ER;;?OXX 

1.•r 1•1 . 

J.!'82. .  I Olt t<>'l> � r  2.0 1 3  1--11...:::..:.:.;;.,;.___+.:_:_::.:.:.::..:..:..=_:_:_ __ f.------l------_j------I---··-- ··--------·--·----· 
l)en"'t"' Ml"J<IA/ llIRl 
1. Oktt>1l�1 20J 3  

Di_plom1t m 

2 ,  Ri�/.1982 . . .  

<I.lit, . .  , .  

Meogetaht1i, 
Atas:t(l At�s:w �;u1gsm1g 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .  1 1 1 1  
NIP . . . . . . . .  . 

(1 }  nomot urut 

(2j Nama dM NIP p,.;;l�ksana Khusus 

Atasa11 Langs\u�g 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... ( 10) 
NtP . . . . . . . . . 

{3l Pnngkat golongan/n,.i.::mg PeJak;;ai;i,n Khusus yang ctileng)(;,\,Pi dengan Thff SK pangkat 
golongM/ruang terakhlr 

(4} Pendidik"-fl ter<-lkhir PelakcMa Khu::;us yang terdrutar druam sistem informC\si 
kepega\wrian. Kement.erian Keuangan 

(5} Nomenk.laturjabatan te.rakhir yang did.uduki Pelt\ksrum. Khusus 

(6} Pieringkatjabatan tem.k.bfr yang diduduki Pelaksan.'i. Khusur.> 

(7} · T!vH pengangkatan pe1tam.a !iebagai Pelri.ksano. Khusus 

(8} A1rumukl.si masa kerja Pelrui.:sruia Khusus per tMggal 1 Janu.:.ui tahun yang 
bersal1g)rutan 

(9} Keterangan yang diperlukan 
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C. CONTOH B ERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA 

KEMENTERIAN l<EUANGAN REPUBLH< fNDON ESIA 
SEKRETARIAT JENDERAl 

BIRO ORGANISASJ DAN KETATALA.KSANAAN 
:�.E::·:':VNG -:': .. P} ,t. .. "JO·J., ; ;;..A�rtl'J 1�· {1� .J/.VN O�L1li,A.+m:r�J P�Ji.Y.4 NO!AJf{ ,, JAY�<>iF.T�A. 1 :�r 1c,, tOT,Ji;;. i:>QU: ,J. i 

7ELE.\={.}Jl. �02 t; J'E.!>fr.9; 5, -.:'.··5-J:�f:·!,,: f,&.X:lH/lLE {U-Z 1 )  �;:...:!;;-;9f: ..:ilTV� ',')\'/r.t\·�;><.ea .g �Jd 

BERlTA ACARA HASJL Slfo'\;.'\iG PEN'IL�AN 
PEL\KSA'iA U!vfUM DAN PELAKSA.r\A KHUSUS 

P.:.\da hari ini, &"\bu tn.ng..g<tl . . .. Januo.ri 20 13, bertempat di Ruang P"'"lpo.t Kep.:Uo. Biro 
Organfaasi clan Ketat<tlak:;a.naan, Gedung Djmmda I lantru 17. telr\h dilakGrumkan sidang 
penilaia.n drurun rri.ngka peJ::lett'\p;:mjab\:'\fan da.n peringkat hagi 'Pelaksana di Biro Organisasi 
d:an Ketat;:\lrut:>anann, dengan uraitm :;;e'bagui be:dkut:. 

1 .  Ro.pat dipimpin oleh ii Biro 

2, Peserta &"lfXlt 
Pejab<tt Pe.dfai 

. ... ., 
Pimpin.;m Sidang) 
1 .  . . . . , . . . . .  , . . .  ,, .Kepala B;,;.gla.n . . .  . 

2 . . . . . . .. . . . . . . . .  , Kepttla B.:'\g:ian . . . . 

3 . . . . . . . . . . . . . . .. , Kt?pa1a Bag-jan . . .  . 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . , Kepala Bagian . . . . . 

S . . . . . . . . . . ; . ,  . . .  ,. Kepala Bagit-u1. . . . . 

6 . . . . . , . .  ,, . . . . . . .  ,. Kepafa Bagian . . . . .  Biro Sumber Daya 
Manusia · 

3 .  Hasil penitaiatl ata.G Pelaksana di Biro Organisa::;i, dan Ketatalaksana.'\n adalah 
aebagalm...'l.!la terc-:.mto.m drurun L.-unpirnn Berita. Acara ini. 

4. Berdasa:rko::m ha::;il penilruan sebagrumana din.iak:md pada anglm 3, Pej.:-'lbat Penilru akan 
membedk.1'11 .:>.u r<i.t rekomendt'lr;i k.epada Keprua Bite; Org<Jnfoard d;;tn Ketatruruwan<Jan: 
yang ak\.'\tl cligunakan sel:m.gru dasru: penetaf)<m Keputusa.n Pimpin.."l.n Eselon 1 tentn.ng 
PeneJapan bagi Pe!nkc;a:na. dakt.m .Jabatan clan Fering;kat di Biro Org(U'J.i:>asi clan 
Keto.taku;:sana..<-tn yang penet�prumya d.ifo.kukan oleh Pimpinan Esefon H atl'Ut nrum:� 
Pimpi:na.n Eselon I. 

Demikkm Berita Acara ini dibuat untt.tk digumumn Gebt'lg,::li.<nruia mestin;p. 
L ? *· '· ., , . . ... " ... ·' , . •  l •· .. .. .. ... ,, '! "'. •· ... .. '! .• � • 

2.. . . .. . .. .. .  '· " . . ·- � . o: •· • ·•  •.•. .- �  . ... . .. ,. .. ... � 

. ,, 

.,,.; ,,._ 

4. 

5 . 

i .  

'N1P .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .  .. 

NIP oo c. n •· •  . . ... . . . . . .. .  . 

• • •  , , ., , . y .,. ,  . .. , ,. , ,. , ,  . •  , .. .. , , ,. ,,_ .. ";O .  

i\1P . . . . . .. . . , . .. . . . ,. , . ;  . ., 

. ·• ·- � ... .. . . ..  � .. .. ' . . . .  •: •: .. .. . � .. •-·· . .  

. li'i'IP . . . . .  ,, .. .. . . .. .. .... . . . . . .  . 

NIP . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . 

3. , . .. . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  . 

4 . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .  , .. . . . . . . . . . 

5 .  .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .  " "  . .  " " . 

6 . . . . . .. . .. . . .. , .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . 

7 .. .. . . . . . . . . .. .. . .  ..,. . . . . . . . . . . . . . .  

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 6 2  -

LAMPIRAN : 

HASIL PENILALi\N PELAKSANA DI LING1illNGAN BIRO ORGAN1SASI DAN IIBTATALAICSANAAN 

A. PELAl{SANA Ull'fUJ\1 
. . 

" 'NO. NAt.t�/NlP · 

. .  

L Adi Bo1'ro/ 
1981.. .  

P<:>ntaturllt. I !II/d) ,f 
1 ApliI 2tJ14 

:2. .Al1 ibt R/ P-en;g�hU' lfilc) l 
1984... 1 Apiif :20.14 
Rl1di/ 19715.. P'!!>n:al<l; Th I (lll.fd� I 

1 Ap1il 20.14 
EnJJiw/Suhdit B 
Subb .sri.A.Jl ' .Sek11.i Bl  
7 .  Ro�r/ 1987 .... P��nttu· \ITic) I 

1 OJrtobt-r '.JOUi 

s. CAudni} 1985 ... P�n£:;,.t-nr 'llt.. I (Il/dt f 
1 i:Jhlc>b<:.r 2013 

9. Dic:kvl ·Pem1.t<.1i t.fod'tt fllI/n.) l 1979.: .. 1 Oktob'!.'J' 2,014· 

H 

Diploma ill f'elllrt>Sl?ll .... 
.Jllllfor 

Diplmoa. I PenyajL.. 
Jwlfo.c 

.51 AJ).Rl..i!S' • • • •... ...  
Jmli<U' 

Diplom.a lU Peuyaji 
.. Tuniox 

piploma m .Pf.'UJ&,.ii 
Senior 

DiJlloma IIl Pemroses . .  
Strn.ior 

wi y,, 

1 .Jaunari 2017 

:7 l Jl\Jntru:i 2.0-1 7 

1 1  1 ,Jl.\UURti 201 7 

1 ·Janmui. 2010 

t .Junua.ri 2017 

10 1 •. hmmui 2016 

:LAMFJR.Vl BERJTA ACARA SlDANCt PEHILAL\N 
TANGOAL LlANllARI :.-10!! 8 

�r.tane 
1.02,5/SO) 

B!tik 
{90/�0J 
11:ru"Rug 
178,' 74) 

Baik 
j88{!!4i 

BPtig 
191/88,1 

Bflik 
{94/9'2J 

Bitlk 
190/90) 

Tidflk 
DirnkomeudO\Sikrui 
'I:idRk. 
DUl?kQUl<:'Uda!iik.au 
Tidak 
Direkouumdasilt.fUl 

IJirek.omE"nclaSikan: na:tk 

Tid�k 
Direki:imeud<Urikan 

·!' :l..AMA. :- HA.Sl;liltl'Al;U�t''' <:: . " :pAN@;KATf OOLONGAN 1tUANO/ , .PEli"DJDl:KAN . 
·��·r-�--��4-��,.,..,.��4-�����-,--�=·��11 .fERINGK.A.T:;1 ·���; ?f£!1 ��oDF. l , 'p�k& .µ, !1(1. ilM>f,!\f.'fTP . }'Aff_GOL. 'i 

'·dl ,,. ' j 
10. C.;i.utilm/ Pen<'.h Mt.tr.la Tk I Strnta 1 

197? . . .  (Ill/bi !' 1 .Olrtober 
:201"1 

11. Diud11./ 198:/. . . . P•ll.i!fl.tm 'M'odtt Tk t 'Diploma rrr 
lII/b) / 1 Okfober 
2015 

l{eter01;ngan 
·•• UihU d�pat di ca:rry Ol:'eT" pa<lP. peuil1>jru.i �ah'UI beriln1foyn :1:-:} P�rin.g:kt11.t nudmim.Rl pl'l.dl\ golcnlgMl/'nt!U\K <111.n. penctidilrn.n 

JABATAN. .. ,, ·.: <:�' 
''" 

Pemn:Jse9' . . .  1 J.;uma:ri 201fi 
Jnaior 

Peir,.�J\ji 1 •. fanua.ri 2016 
Junior 

·�-�!l·j P-11.tfa ko[r.nu ini diisl d�n&l\ll krit�rfa: HEP l&ik/S-ecfan:g/Kunwg) :ttmg: �ue:k:ir.pi d'l!ngan skw NEP d!\ll llPl{P 
C.011.toh : [{ru.P.llff l'J.S/7'1t. IUtiuyR: 

Kriti=ri:a: NEL' : J{1:trflltg • 
Sko.r :NEP : 7.13 
SktJr· NFICP : 74 

... u.-·:i TriIT' p'{!uetl\p1m p1?ringlratjubatM t�r.Utllir (ditebpku1 Naik atau 7unu1) 

B- PELAKSANA mrnsus 
' " 
I ·• " PGllllo?o1'1GTA,DllAN/ . .  �Aii,l/l<li' • .. rA.i<u l:>rntk\r . RUi\,n\11.rn:r Got,. 

• :\'21 . , 
B11.eil'lnf$ubdit D 
S111Jln teian/ S�ln1i B.1 

Antlil.:11. f .ren.11.h. Mud11./ lll;11i;/ l .  1982 ... ( Ok.tob er 2017 
2. Ri:\/ 1952 . . .  P(lu�t� l\h1d.<t 1k  J/ 

lIIllf 1 OklobM 20.17 

J ,  D1mi/ 1975,,. Pene:�ttir Mudaf II�/ 1 
Oktoher :lOJS 

•· 

,, 

. 

Dtplom� m .St11<hJat:l 

Djplama IU S�l:t�OHi!o £1'!!l<Ht ll 

SMA .P'ellt'i111lcH JellJPlilnu 

H) 8 t.1h'1Ju 

J O  6' h.!nm 

7 1 hlrnn 

. 
... "'" 10 

R�mdlg 
/79/74)  

K1uru1e; 
f69f62) Uir\!'kcmenda.sik<m 

tunr.n. 

Seda.ue 
/81/78/  

1 6 1  . 

l'lb.u: kttr.ja lotbih 
dari 4 tAhlHl 
MttUt. kt1J11 l�f>lh 
•fad 4 tahun 
:Pit�"* lr:-&tja G s .d, 
lrnrnne: dui .10 
t11.hitn 

F 
llASIL PBl!!WHM 

!Pl .. 

Dirttk(lm�ntl«.6.ikan tet«p 

Diukormmdasilrnn ldap 
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D. C O NTO H FO RMAT S U RAT REKOMENDASI PENETAPAN JAB ATAN DAN 
PERI N G KAT BAGI PELAKSANA 

.RAA:_'l.::b. 

l<EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK .INDONESIA 
SEKRETAR!AT jENDERAL 

BIRO QR.GANI.SAS! DAN KETATALAK':W<!A.A.N 
EE.CtJ�·::-o CJl.J-N(QiA, "j;.,-lif .. ':.,'\,i 1.;. .. �r . ..:-�l.M(Or.: �if.t.r;;::i•(; F�.-.'-f.�N).AJ\?=t: 1._ ::.'iK�;rr.�. !:!l;t-:;,,;,;:c(r.,>.f., '=93 .'.t1 

'.'fi;r;..::::PO.N (CJ;H -�-�;.:.f::t.:::, ;'>b;:.?>;.:� � -�-\X:�•U:LE i;t� n·:? �;��� �i�';'·:: .. t:: °i\°'A'N.�"!'t� �-a·.�:; �d" 

Re1::�m¢:-.. th\�l P-e�e.t�p-'1.n J=.'\b-.'.\t"Mt 
d . • �� F�ri:-:.@t�t b.�'\3i ?-d�\l�t;-�=:t. ·di. :l-i.."1.z.).::u:-�_c;M Eh:.:. 0::3,�'1.i;:;�'\d d.:\n 
K�t�:t,�.!\ .. k: M'l. .. -..n 

. �s�._=-d•·��:-..r:"� :;��:4;,l p,e::H�'\i.:"t� .. Y��e t:l�h il!�"Uk:�� ot�,h_ ?-:J�Ch'\.t f=�n�t:\� ��b:t�,.'.'i�\"\�� ��;i-t .. , ,1¥ ... t: �-v:-..., 
te.d�p::-·� :n·�� r'·e1�h{';l! ?'.e!"Jl�.:: .::c . .c.::n ,z:.-enk.-:L� r.'!..?.·.,.= � -!ld��: .. �'!:---uki:\� �.!:..-;.!· p�n·..t.r:unMl. -!\�:tu T�.t:tp ; :.'\o.t?\.t.\'\r .. d tl.."l 
p�:inzl::.-."\.t: '::-.<t'f.i F<e.i:U:s:-�n':'t. di ·ake- Cr.t}Md:::i.:-..-:.i d�n .K�·.t�t�X.M::,�-�'"'.4,.�:'\.� !:?!·b�£·""-i .d.�:;.:lf per..e.tnp.'1.."l �t�p�tt!.'.:�n 
S·ek:�t�"'"l!',.; J'ie�·;i-:.:-�'1. t�n�MS, .F�:-"":'.-�..:lp�n . .P-e�!'l.4.1 ... "!.:n� d�'\:l:u:: .J�bttt�:i; d!-o� ·p-�n.:-�;!k'...'-:. dl Biro C:-.e:!\ni';j·:t·�i d�.n 
tC�t�tAl:\k";:ot,:1�{\� ::�"�·.dit,"\!'1d{'t':Af;e:�·li -=-��.h t:�ri�1.t\. Sfre 0-!."£{\!"�fa:ld d.'\n, K�t.;\t�l"'.l:::-l'!:ia.."\:� {'It��· n���. Sl!l.."T-e'U\:�-: J"'r::for,,L 

Ad�pu.n. ����-·�"·m� F'l!��:::,:�n:1( di .Si:e C.::-:a>-'.J1.i;;1.,'\.;;i d."\."'1 i\��{';t��-... Ji: >;; �n�i\.n ·:" .. 't.'1S, di.b�.rik�n r.�h>e-m1:::.d�t 
·:t·:!:�Z�� ."J� l:-:\e;,-U b!!rU.���t.: 

Ahdulf 19.t\$. 

P""S"lu.r . Dipltm>" lil Peu:;1<ji 
fl!ic} j 1 

-Oklol>�• 2.01s .J:m1i";rf1 

Pent·�h:u' 
Mud.,'l'l:.l 

(!l/b}/ 
1 Oktobcr 

20.1& 
P<lnto.hu· 

Mn<t" 1'.kt 
tlt/b) J 

l Okt<>bei 
;w.is 

Ju11ior./7 

S:\ih 
!M/S4j 

61\ik 
[90/90j 

Sed"ue· 
fSi/7$j 

Ifaih 
\90J90J 

.Sttik. 
\$6/$3) 

.B"ik· 
IS9/S7l 

Tet"p 

·;; ... b:ot:i;,./ 
Peri.n.Cht 

Y«i;:i! O.it1�.tt.Q=:�; 

JnuiO·"f/7 

Juai.or/7 

m�t 
ftdtil:UU> 

P"'rti.rub1:1. 
.nt:1:1.1111 

l'eri1i,tll:n.t 
�ud.,.J1 

:antt:k!:i.lnal 
p>tdl\. 

e;ol/nu·tn:e. 

4. Dicky./ 
1979 .... 

.P<!'>ltlll\l\tUdJ> Diplontl\ m Pem.to.�•�· B"ih :s .. ik Te fop P·e·mi:Q�c� p·.,nne;r.i.t 

S. C"ntik"/ 
HH.9,.. 

{ti!/;.)/ 
1 Oktober 

2Q1't 

J>e.nnh. lllmfa 
flt l(lH.fltl J 

t Ok!.<>bcx· 
20.14 

St".U.lQ.r/ 
iO 

Sh:"h' t P"ny."ji. 
Sc:r:tit.n/8 

j?·f/$12) l.9::!.S/90); Se.u.ior/ ,;n<fob 
to :an,nk� inltd 

1(1'.d·l\ 
peudidik 

�:t.J. 
Hur.ane;. 1{1111\nt;: Tu:ruu. Pei.1y�ji: 
!711',(7-f) {69/62j 

Jnuior/7 
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2. PELAHSANA mrnsus 

g . . k 
Nama/NW r · f'augkat/ 
. Pef(a1.vai. •· , GoJoiill;<ut/ 

'fang Dinilai TMT Go! 
. . .' · . . . 

BaRian/Subdit B 
SublJ<H!:ian/Seksi Bl 

L An<lika I 
1982 ... 

3. 

Ria/1982 ... 

Dai1i/ 
1975 ... 

Pen.ata 
Mmla/ 
ILia/ 
l Ok\ol!cr 
2017 
Pena ta 
Muda Tk £/ 
II!h/ 1 
Oktober 
2017 
Peugatur 
Muda/ Ila/ 
l Oktober 
2015 
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Jabata11/ 
fei,1didi.ka1), PerinRki'.i.t" 

Sem.ula 

n;pjoma Ill Bt.>n(\abara 
Patla ..... / rn 

Diploma m Sekretads 
Esdon ll 
Patla .... / 10 

Sll:lA Pengemmii 
Jemputan 
Pada .... /7 

Akum ufasi Jaflatan/ 
Ket Rekomc.11 Periuglrnt l\fasa Ker,ja d.asi Yaug !Alas:'Ul 

• s.<1·. Deset1\ber . D il1s ttl.4a .;i: Pertimb;u1gau 1 
2ox.x 1' 

S taJrnu Tetap Beudahara Peringkat. 
/10 su<lah 

makslmal 

8 tahtm Tetap Sekretaris Periugkat 
Ese!oa II I SlldaJi 
10 maksimal 

7 talurn Jetap Peugemmli Periuglrnt: 
.Jemputan/ sudah 
7 mak.simal 

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan tfa.n abs perhatian . .. , kami ucapkan te.rima kasih. 
Pejabat Penilai., 
L 
2. 
3. 
4. 
5. 
(;, 
7, 

............... / ..... : ........ .. 

............... / ............. .. 
'""""'""' /,,.,,;o.,,., . ., 

............... / .............. . 

.. .............. j ......... ...... .. 

............... / ............... . 

............... / .............. . 

Keterangau : 

l{epala Biro Organisasi dan 
Ke ta talalrnanaan 
Ifopafa Bagia11 ... 
Kepala Bagiau ... 
Kl,pala Bagian ... 
1\epala Bagiau ... 
!{(:µala B�giau ... 
H:abag ........ .. , Biro Sumber Daya 
Mannsia 

") diisi sesuai unit eselon II masing-masi11g 

Pimpinan 
Sitlang 
Anggota 
Aoggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggofa. 

1. ...................... . . 

2 ......................... . 
3 ........................ . .  
4 ....................... . .  

5, ··�
·

··�····· .. ···
·

· ...... 

6 . ......................... . 

7 ........................ . .  
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E. KEPUTU SAN PI MPINAN UNIT ES ELON I TENTANG PENETAPAN PERTAMA 
JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA 

1. C O NTO H FO RMAT KEPUTU SAN PENETAPAN PE RTAMA JABATAN DAN 
PERI N G KAT BAGI PELAKSANA UMUM 

KEPUTl'JS/l . .  N .................................... , ........ 1,:1 
r·.;0: .. 1. 0R, H" .. •n t;:j. 

TENT ANG 
PENETAPA..:i� PERTAMA JAf3ATAi'i DAN PERlNGKAT BAG! PELAKSP. .. I'{A u�,,m�l'l 

Mengingat 

Ol LTNGK'UNG.t\N . .. .. .... . .. .... ... . ... .!�1 
............... ,, ... , ....... ,, ... l>L 

b.:thwa dalrun .rn.ngkn pembinaun pegnwai sebag;.J peli:i.ksl.:\naan 
Peraturan 1\fonteri Keu'3ng.:m Nomo.r .. .. .... .. . .. ..... \"�. pedi;.i 
menetl\pkan Keputusan .. ........ . ... , ten tang Penetapa.n Pertama .Jab.:i.tan 
clan Peringk'1-t bfilg� Pel$:>3na Um.um ch Lingh-u,ngan .... . .. ... .. ...... . \ ') • 

1. Pem.turan Menteti Keuangan ... ... ........... ,i$l tenta.ng Organ.is;asi Da..n 
Ttl.t<t Kerjt1 Kem-enterian. Keuangrui; 

2. Peraturan Mented Keuangan Norn.or ......... .......... (41 tentane 
Mekru.isme Penet<tpan Jabatan Dan Pering.lmt Br�g.i Pefo.ksruia Di 
L.ingkungM Kement.erfo.n Keuru-ig;u1: 

3. Kt:putusan. Ment.:;ri Keuangan. Nomor . ..... .... ... l�! tentang Jabu.tan 
Dnn Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian 
Keuangan; 

Memperh<:<tiki:m : L Keputusnn mengenai penge1ng1mtnn CPNS; atau 

Menetapk::m 

PERT AMA 

KEDIJA 

2. Keputu.5an. mengenru pindaha.n cl.ari Kernenterian lain; atau 
.3, Kepuluttl.!i peng:.-1.ktifan kembali dipekerjakan atnu diperbantukan. 

bru:.lt p�jabut fungsionru. a.tau Pehk:-;an"; a.tau 
4. Dan ::;eteru:mya {:;ebo.gaimana kdterfa Pel\Aksan.<'I y;:.;;.ng ditefa.pkan 

jab.:ttan dan pedng1mtnya untuk pert.:una kal:i cfafa.rn L.."lmpiran I) 

KEPUTUSJIJ�i ........................... . . 
JABATfu'l' DA..'i'f PERfNGKAT 
LINGKUNGA.ix ..... ......... . .. . .... tJi 

f>i TE!';TfAl';G PENET/tPA.!S' PERTAMA 
BAGI PELAKSANA UMUM DI 

Menetapkan Pel\Aksana Umum di lingh."Ungan .. . .. .. .. .. .. .. .. . ., <s; yang 
namanya tercantum dalrun lajur ... dengan jabatan dan pering,kat yang 
tercantum daktm lajur ... da.n . . .. seb;;tgaimana dimak::;ud da.lrun 
Lc:tmpi.rnn yanz mewpakan b.'.'lgian yang tid:'lk terpis:ahld.•u1 dari 
Kepu.tuse1n ......... ...... •)I ici. 
Keputusan .. .,., ............. l.lJ ini mulai berlaku. pada tang-gal ditetaplmn clan 
bertru.m' :::urut sej�. t'3ng;ga.1 ......... .. .. .. . .... (9i, 

Sruina.n Keputusa.n . . . .. . .. . .. ill .ini dis('ltnpruJ(art kep('lda; 
L Kepala Biro Perertcana..'\n clan Keuangan; 
2. Kepakl. Biro O,rga.ni:iasi dan Ketata.lo..ksanaan; 
3. Kepak\ Biro Sumber Day0. !vfo.nu:ii<\. · 

Petikan K�.putmmn . .. ... .... . .. .1�1 in.! disMlpaikan kep:.\dCt yang 
bern'1.ngkut..:u;, untuk diketahui <fan di.g:unak.:m seb�aimana mestin}"<"\. 

Dite.t'11pk:::u1 di . ...... (•1 
pt'ld.a tru1ggru .. . . .. .. 1•1 

.a.n. .. ........................ no; 
.. ....... .... . ... ' • •• • •  �' ••• tJ l� 

• � . '  .. .. ... ...... ... . . ' • ••• • �.i-:J 
NIP .... ., .............. i'·'·I 
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LAMPI RAN 

FORMAT LAMPIH.AN lillPUTUSAN PENETA!'AN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI l'ELAJ{SANA UMUM 

A. CPNS 

P«:De ... turTl::_-1tIIIl:oi.>f1 
Ok<�bf!.f,., 

1.\iploma t 

LM!PIRMl 1\EP\JTUSML •. .• 

NOMOR ...... 
!l::tffM-iG 
PEN£TAP/U: PERTAMA J1'\6/\T,,?: OAN PEHJ?iGHAT 
BAG! PELAKSAllA UMl.11'1 or LlNGKUNGAti ... 

.-\ndi.-;: "'" 

P.entobh D1'.ln ... , 
p11.r.ln. S1,bhl'.ti11.n ... ,. 
Pent,fldldni$'hMi. V1mui} 

j7f -. 

,_ ------------+--------------...,_., ________ 1 p1'd� S"b"!:t<.einl1' .. ,. 
-+, 0i.'lu/i9�S • .  , . Pt):ltl'\hll· lil/I'\) / l Oktobk>i ... 

Ifot\!t�.ug1u1: ,\J ae-,\rni nQmenkfo.tur h�sil rekrntm�u 

B. !'NS PHIDAf!AN 
.. .. 

?fAbtA ., 
i•l-

��ii:i.nt5.ekd A.1 

�AJiG�r/GOL/ Tfd.1' GOL 
f3i ., " I r·H. 

.)!\JjAtJL."t OJ\N· lU.(?lrotJrwr 

L lh.v.H Wib<JYi·o-f1!/l-�S ... Dip1oni:1.lll Ptonyl'lji . . . . ... S'!nior 

Pe-uen.htr Tlc l {Ufdl / 1 April·"·" Viploml'I. III 

P�u:\bl l''; l (lfI{�IJ J 1 AptH ..... 

C. P&JABAT f.UNGSIONAL YANG DIBEllliENTlllAN DARI JABATANNYA 

Ii) 

NAMA-' .-. PIJlGKAT/001/ HIT ; ' , "GO!, . 
12) "'" . 1Jl 

L ·fonr/1P-7J ... Prn>b lkl (!Ufd) I 
l AprU .... " 

Strata l 

JAllATAlfDA!I KtDUJiUJiAN' 
(SJ. 

f't>rnl1fU!i ,.,. .... -St111ior 
p�d\\ .Snfih1£i•n .. 

ll 

""' 
Pl!lUNGltAT 

T 10) 

iO 

K&TtRMIOi\.11 
J7l 

!lebel1rnrnya meoj11.bat Widyaii�·'.!l.r11. 
MtHh dene:a.u pexine'l:::i\t 16 

ldib<ilJ3.9kan Mriji\!rnhm f1meti11til\l 
koue11a un�11elmd11.rk11.n dit"iJ 

'" 

2. Fiha/ i �85 .... p.,.gMlll'fll/ol / 
1 Oktober ., . . 

Dlplom• m P�IL:\ta li.s:\bn S�tii�A 
l'*dtl SnbDae:fan,. .. , 

S!b�lm1rnyl\ UHWjA.!>\'\t Puu.i�t� 
1\om�rnt�r l'eb."k:s;"n� d'ne11.n p�dna:ht 

8 
l<libtbiuk•n M1ij�fat1111 {1me:9ltin�l 

l:.iUl!Ul\ hltl:.tt{l'UiU disipllul 

D. PELAJCSANA UMUM, PEL,'IJ{SANA 1musus; DAfi PELAJ{SAfiA AWi\.!{ KAPAL PATROL!, y,,NG DIPEKER.JARAN/DIPERBANTURAN DAN 
l{EMllALl KE l<EMENTER!AN l<EUANGAN 

lli>. 
ill 121 

2, Ifo<I;\/ t�8J .... 

.. PAi•iii\'.ATici.Oli' T�fr· ,; ·' �fuiDIDti<Ati. 
.: • .  (;OL > 

P�rtt'<tA Tk I (lll/d) { 
1 Oktab\>J·�··--· 

l't1111.ta "Mwh Tk I 
tlll/h);' 

J\pdl ..... 

Strat:l 1 

Str:iitt11 l 

"#BATi\?lDi\?l 
./ KWU0�1'Afl 

m ,. 
f>(<tnio�o .. .... . S!nior 
p:u1� $nhb);g�h .. 

P':'mt'o-sn ... ... . J1rnior 
pAd• .$11tJb:iit:i�1L . 

K&'l'tRANGJll( 
·r11 

:\, S�!J�hl1Ul\YI\ difJ1Ht)11.11tuk1rn di 
K�ln•tthlian .X l"'hmu. H.' t�blln 

h. S�bt>lurn 
dipf!"}u•rj:\k:inf11ip'.'rhanink11n y:ine: 
bt1t!l11.nekut>.,11 b�lurn p�IUA.h 
llitotbph<'n j"bA.ti'n dPn 
p�tir1el:�t11�·"ll 

!\ . .S�b£<hmrn111. dip�i"Q1rn�11k:m dl 
1'-tm�1'.t�•l�.1L :X: 0111.m� 8 UJHrn 

b. Stth�lnr:n 
dip<!'kl!"tjak1tufdipe1b,.uh1k1Ht ya11e 
11l!"rt11.nekrit:\n 1),hun p�nuh 
<1H�t:tpJ;�li Jid1�'o1t 1Un 
pf'ringkatuya 

•• 1101 J1!! 

...... !JJJ 
UJP ......... """""· l�J} 
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\1j P:impinan unit esefon I yang bersangkutan 

1'2J Nomor keputur.m.n pimpinan unit eselon I 
Gontoh: KEFL'TuS&'\ SEKRETAPJS .JENDER.AL 

NOMOR :c-::x/S.J/20 ... 

(4! Nomor Peraturan :Mented Keuanga.n ten.tang },fokru'.J.i!>me Penet<'.'\pan .Jabatan Dan 
Peringkat Bagi Pe1ak.sana Di Ling:k:ungrui Kementerian Keuangan 

(SJ I'fomor Peraturan Menteri Keuangtm tentang Organfoasi dan 1\1t£'\ Kerj::\ KementeriR.n 
Keuangan/Im:>ta.nsi Vertika1 clan UPT 'F 

16} Nomor Keputu::m.n Mented Keuang;:uJ. tent.:mg Jabatan cl.an f'eringkat Bl?tgi Pefo.ksa.na 
Di Lingk:ungan Kementeri;:i;n Keuangan '.1 

ft} SK krite.rfo pefo.kst'l.rt<i. yl:\n.g ditetapkru;. j;.tbC\tan d::m peringy.-..'\tnya untuk pert<'lma kali 

(SJ TJvff pelct.ksana y.:mg bert>angkutan runif hekerja di 1ing,h.-ung;;u1 Kementez·i.an 
KeuangM (SP.MT) 

(9} Tero.pat dan Tctng.g<t.1 Penefapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringk;at 
Pelak:-;l'l.n'-' 

\ 10) Pimpin<'.\O udt eGelon I 

fl l} Pimpinan urJt eGeion II 

( 12,l Nam::.. pimpi.nan ur..it eselon II 

{ 13} NIP Pimpinan unit esefon U 
-5(1 ?;ad� $�.t1.t ak�r... men_y1Asun. Keputus".n P�.�.e.tap�n .S.fli:>ata:'l dC\..""l P�r£!?.e;:�.t ?'::!:a.k$�-�; pel'lu m�mpe.!"'b"-��ui 

?�r�tur�� g�Q���.na p-�d.a �el:� :; d-a.� 6v 
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2 . C O NTOH FO RMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN 
PERI N G KAT BAGI PELAKSANA KH U S U S  

lCE?U·TU�-F.N'. . · · � v ·  · · · V 4 • V • • · · · ·· · · · · · 
. .  � z i. 

;•;,OJ..-!"OR'. �·� 

?ENETAPAX PERTAMA .JABATAN :JAN PERmJ.:;K/fi BACH PESAKUANA iG-!GSUS 
Df UNG!GJNGAN . . . .  .. • .. J�1 

l•.f,.,nimbang b"hw" druam :ranek" p.emi::·in:o.:o.n p<.!5;".twru r.:ebne;'1.1 p�l:<l:r.:·imaan 
P-rcrt>.l• .. m.'l.n M<.mt€ri Keu an:;:c:ar. Nomor . . . . . . .. . . . . . . . . . \�i.. y. .. ;,rJ1;. 
mi;;ne.fo.J.1lrn.n K,,;putu:;l\n . . . . . . . . . . . . . . .  tent;;mz Penefa:pan Pertama Jab:.:t'tan 
d.::m Perinehat Baci ?e.l;;tks;ana J{hu:>uo; ;;ii Lin�kune;;>.n . . .  � . ,,  . . . . . . .. .. )�i' 

1"!.:e:r1�:in_e:at P1i$.raturl?tn �f�n.t�ri 1\ieu:?,..X'le.an ·· � - - � · ·· · · · � · · ·· ·· ·, .. ZH t.;:ntane: 0.r-.t}St.nis!t.�:i Dan 
Tat.�. K:erj(=\ l'�·�m.ent'?ri:;t,n K·

i1?.u.1;01e�n ;.  
Z. PExatunm M<.!nteri Keuanga:n Nomor " . .. . .. , . . . . . . , ,  . .  '•, tentane 

Mekanir.;me ?ertl?fap:oin J0;batan D�<i.n FeringkM. Bat? Pe!aksana Di 
Lingkunz<t.ri Yv;;ment.,,ri;m K<.tuan5an; 

3 .  Kepui:u">'11.n .Ment<s;ri . .K<t!u;;>.nean Nomor . . . . . . . . . . . . .  1•� :entane; .J�bat,;tin 
clan f;erin(j�at l3;;i� Pefabana Di Linzkunf!an Kem<?nteriar�. 
K.,;;uii.r•{;an; 

Zv!eru:p�rhati�:-;:;;m .: A . • . ti.;;pub);S·�"1> m�n.��nqQ pen6'.an:k�t�n CP!·;S·; (\�au. 

KEDUA 

2 .  }(e:p·urusan� m.�ne..an�.i pindaha.n. d.�:ti it�m�r.ter.i�r.. iOOnt a.tflU 

3., l�eputu.!;:\:t� p�t:f:.� .. ktif�n ke·mbaH. d.ari dipeke�j� .. k;;::tr., :::ittau. 
i:ti,perb:u::tuk;;m, bruk paj.abat :;trukb.m.tl, fone:sional, •.:\tau pel?.ksana; 
,°':au 

.:.. Dan. r;e�e m::;n;;'a J'r:i<bae:Um".m'- krit'i<ria p,;;i'l\k::;ana ,::;.·"ne; clite:<1pkar. 
,iabat<\n d:ar, ,perine;kt>.�n;y:.>. tmtuk pe:rtam"'-. l:ali dal::\m Lrun;pir'-'l.n 1j 
. . . . . . l•i; 

KEPtrr�ss .. �.r� . . .  A •• • ,, •• •  A •• •• •• • •• � -· ¥ · ·- · · · · · " " ·  

JAEA.TP .. N DAN PERlNG.iv\T 
L!J1(�l'ClJN(i.?. ... N' ·· -� ·· A ·- · � n ·  - � - .. .  � p · · ·· Pi 

·:If TENT<'\NG PEJ\.ET,i.\?A.N PERT:U1IA 
BAO! PELAKSANt\ KHVSUS DI 

'.!l!enetaplmn ?elt'<kn:?.n.a Khucun di Jine}�une,::in "" " "' " " . . . . .. . . .. ::1 :•"-ne 
n::im.ar-ya teroantum.. d'1.fam lajur . . .  ci.enganJabatau d:.u:. perine;kat yane 
terc::inhun dafam lajur . • .  da.;r, . . •  !l'.!P('!.&1'1,im an'°' dima.kr,ud ct\11.klm 
L::!mpir::!n y'1.ne; merupak::!n ineian yar;3 ti<i ak t'.!rpis;ahk::!n d::!ri 
l'.Ce.p.uruc�n . . .... . · � ·  , .... ., H n  {!

·

r ini � 

;::��t.l�l.l�,4\.fl · - ,,: · � · .·; · ·
.
� r  :v + . � �� in-i tnU'.lai .'.Q e rlak�� -p;acl� t�.n�$ dit�!.8,.pk� d.�n 

oe·rlaku surut s"i?;). :.tl: �ime;zru . . . .. . . . . . ,  . . . . . . . . .  H. 

S<1.linan i\;;,puh.is:u1 . . . . . . . . .. .  1:1 ini dforunprubm ke},:?itla: 
K.;ip,'lfa Biro Pen.mcat1aa1• dsn Keuane'R.n; 

2. K-:pafa Biro Ore;::! nis<1 r.i tfan Kefat:;Jabrnna.<t.n; 
3. KF-pt'lfa Biro Suml;er D'1.yii.. �f<t.nusi::\; 
P'.!tikl'.trt Keputusan . . . . . . . . .. . .. (!f inl cfo;a mpaik:ui kepad::i ;yarle 
betr.li\tle;kut<>1n untuk dike.t,..hui dan digum;,kan f.i'.!t1'at;::'l;lT4<tna mestir.,v,'l . 

Ditetapkan di . .. . . . . . . . . . . .  i9J 
pada tMggal . . . . . . .. . . . . . . \91 

. . . ... . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .  p ; ;  

!'.'IP . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .  4:3J 
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LAMPIRAN : 

FO.Rl\'!AT LA!'t1P!RAN liEI'UTUSAN I'ENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERJNGKAT BAGI PELAl\SANA mrnsus 

1\, CPNS 

LA.r.lP!RA!i l{E PUTUSA:"L. . . . . .  
NOlo!OR . . . . .  
TENtA?lG: 
PEN'ETAPAN PERTAMA JABATAU DA?f 
PER!NGKAT BAGI PHAKSA!IA KJ!US\15 
DI LINGKl'NGAN . . • . . . . . . . • . . . . .. . .  

((0. 111\NGKAT/.GOLJ l)!! GQL PF;UD JD l l!AU I JABATMl-DAtlKtoUDUlWi MASA KER-Jll PERINGKAT K.E1ERAllGAtt 
f l )  !�I . UI I .J5) ' l61 m (8)" h1d•lll!P90 . . . P�ll�tn Muda tHI/alJ 

1. Oktobn"" 
Stt•t• ! I Ajlld•u E••l•u l 

Pad/!.. S11bl1airi!UL. 
.O T.s!Hlll 1 1  M•.u k<rj• !idolt. dihit•rnz 

U.UlpP.i r.11 ng" bf"nauglrnh .11 
2. rt11��t11r Ol/¢1/ 

1 Okt�b.,: .. ,. 
Diplou'" m O Tab lll1 a <li•11ek•t s•b•�ai P!!.5 

Il. PI�S PINDAHAN 

H6� ' ""> HAl>!A .l'AtlGl<Al"lll.OL/ '.t"!T P:E:fDf.p_lRAll JADATAN .riAfl· 
OOL ·' 

. :· 
ltt·DUDVKAU 

,, 
PERJ11.Gl(A1 '" 

. !ill;rltl!AilGAN 
I l l  12i . .  :' ·:·· idi '. : .. ,. ,, , · 14f . . ,. . . ... . .. !Si . 'T•: '" 
1 .  W�1ictV l tHrn, .• P4i-i1-'tA. Mitri� ·tk l SH<11 t� l Sti:kt�t�d� &-��t�•1 it 

OU 'l;l r J O.MQ�i;or, .. .  ,�th. S11l1J)-"p;?1tu .. , 
2. Inumn11l/ 198"5.v, F�ne-..:t.\lr "!le J {llfdl/ Dipfourn ff[ "81;1aif11thM.11. O Tl'llnm 

1 AndJ . . . , Pad11 S1.l!JbRrri:m,.,  
G. i'ol.!l.nd11./ 1ff81L. Pt"Ue,:l'\.t.nr 'lk. l (lJ/dl/ .SMA Petii::�mu.d.i Jfmpnhu 

1 Oktoher "" P�df'l S11tib11:efau .. 

c. PEJABAT FUNGS!ONAL YANG DIBER11ENTIHAN DARI JABATANNYA 

NAJ\IA 

r.,..-,.....,....,1�2':"1 --"!-· __ ____fill 
kb;ii f 1 .935. . .. l1enata r.hHllt Utlf�I/ 

.l .AruiL,. 
· 

141 
(ljpJom" J l l  

· .· 1s 1,�.-..;:--�-" .. 1"'�'-l---�· i _. __ £1.L. _ __, ___ �-- -�l.s,_1 ___ �---1 
:6-ein11"11.h11n1. 0 T�lrnn 1 S�h�hurmy11; lll'!'nj11:t11i.t Pannh. lfompnfn PKda ""' P�l�.kun� Lau.}utt>.1l d�ug!n pedugkn.t 10 

______ ..... , __________ --· --

D. PELAKSANA UMUM , PELAKSANA 1musos, DAN PElAKSANA AWAJi. KAPAL PATROL!, YANG D!PEKERJAKAN/ 
DJ PERBANTUKAN DAN KEMBALI KE Ji.EMENTEIUAN J\EUANGAN 

PANOl�!/GOL/ rM'r· : fl:lSNfJiml\.ts.Ji" ,, COL 
JADj\ TAii DAii iitOVDtJlWI 

.t <  r.\n.{!Vt 9tz.e:,., . Pr11:..tl\ T1fnl11!, !Hl:Yl".Jf 
l ApriJ,., , 

�ipl.;>ID!' HJ Pt:utr1:w1nH -P<Jl'l.!;>11.t 
!::.,.;fon r 
F<'ld..,. . . .  , 

MA.SA l<LIWA 
"' ' 

16j 
1 0  

18) 
r.. S°<-beh:111my1t dlpi:Ji;csj:i.bn di 

I\.ei:u.e:t1h·.dtlll X i:�tll;I1H\ 1)- �-11.b.un 
tr-. V."11r; b<-r-:.-M1t'\!:'1l�u btliuu. p�mtth 

�iit:d�pli-.M j.11bnJ.n.u. d11.n f!"el'.inf'.'-:t<,f:.nyn 
'%dfl.mr, i:f.i R�mtLl.t�dt\n i(�u�n ·:o;.11 

a. n ,  .. . � • ¥ ¥ ¥ • · ·  ... � - � - - .. � - ¥ ·  ¥ • · ·  t -'OJ 
.. , , , . . . . . . .. .. . . .. .. . .  " . .  iHf 
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[2J Nomor keputu5�l. pimpin;:i.n unii: er;efon I 
Contoh: KEPU11JSA;"\i SEKRETARJS .JENDER.\L 

N0>.10R xx.x/SJ /20 . . .  

(3} Un.it e:;elon 1I y<'>.ng bers...1.ng;kut.:u1 

(4} Nomor Peratu:ran ?viente:ri Keuangan tentang M:ek.:ullr;me Pene tapan Jabatan Dan 
Peringkat Bagi Pelalc:-.iana Di Lingkung&i Kementerian Ke.uanga.n 

· · 

(5) Noroor Pe.raturnn Menteri Keuangan tentang Or:ganfr.;o.r;i dttn Ti:\ta Kerja Kementerian 
Keuangan/Irtc:tanc;i Vertikru dan UPT'l 

(6} Nomm:- Kepu.tusan Menter:i Kemmgan tentang .Jabatan dan Peringlmt Bag.i Pelaksana 
Di Llngkungan Kementerfa.n l(eu{'\.flg.;i.n'I 

(f} SK k.rite.d:a pelaksa.na yang ditetapkanjabatrui dan peringkatnya u.ntuk pertama kali 

($} 'TMT pelalr.:;ana y"ng 'be.rnang,kutan aktif beketja di l:ing,kunga.n Ke.mentedan 
Keuangan {$PM!) 

(9) 1'empat dan Tang.gal Penetapan Keputusan Penetapo.n ,Jabatru1 d0..t1 Peringk..:\t 
Pe1ru.r.:sana Khurm!; 

{ 10) Pimpinan ur...it e::;efon I 

f1 1J Pimpirmn unit e.ceion II 

\ 1 2) Namn pimpinan unit ecelon II 

f 1 3} NIP Pimpinan unit es.elon II 

*1 ?a1ia. zaat <4:�" mer.;.-uoun K�put:�p1, ?!\r.�tap:m Ja.'oa.b.:n d:'lr• ?�inel>"-t ?;;J2.;�S'i\..'1a,. p e:r!u m emp.,rbaharui 
.
. ?er.:durnn ;.;1<bl'.�:'\i.m;".rl:\. F"d:i; :ane;l':l'. 5 d°!:'ln 15 ,  
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F .  KEPUTU SAN PIMPINAN UNIT ES ELON I TENTANG PEN ETAPAN KEMBALI 

JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA 

1 .  C O NTOH FO RMAT KEPUTUSAN 
PELAKSANA 

PENETAPAN JABATAN DAN 
HAS IL PERINGKAT BAGI 

PENILAIAN 
UMUM B ERDASARKAN 

1fonimhanz 

�fongingat 

KEPUTFSA.i\ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .!:' 
i\OMOR 1�; 

TENTA.NG 

PENETAPAl.'i JABAJ'k"\: DA.l'\ PERJNGKAT BAGI PELA.KSA.1\/A UMT...i')S 
BER.DASARKA.t"J HASIL PENIL'1.IAN 
DI LIN'GKUNGA.i'\i . . . . . .  , , ,  . . . . . . . . . . . . . .  . tn 

bahwa dalru.n nmgka pembina"ln pega,wai sebagai pe1akn.."lnaan 
Peraturan hfenteri lfouangrui Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H. per1u 
menet;:i.pkan Keputu!'.lan . . . . . . . . . . . . . . .  m tentang Penetapan Jabatan dan 
Peringlmt Bagi Pelaksana Umum Berda:mrkan Hasil Pen.ilaian di 
Lingkungan ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 3); 

1 .  Peraturan Menter! Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ ;! tentang: Organfoasi Dan 
TatC\ Kierja Kementerfa.n Ifouangan; 

2. Pemtur.;:;m ?v!ented Keuangan Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H tenti'l.ng 
Mekanisme Penetapan ... T<1b"'t.:i.r. Dan Peringkat Bagi Pefalrn;;wa di 
Lingkungan JCementerk..n Keuangan; 

J. Keputusan Menteri Keua.ngan Nomor . . . . . . . . . . . . . ��J tentang Jt-1.batan 
dan Peringkat Bagi Pebksana di Lingh.'"Ungan Kementeria.n 
Keuangan; 

Mernperh.:tt±fo:m :: L Beritrl. A.;ctn'l HaGit Sidang Penilafrm Pajabat Penilai tanggal . . . . . .  m: 
�2 . !3urat ·Relcomenda!;.i No.mor. �  . . ;tanggaL .. � �7�; 

Mer:.etapknn 

PERTA .. \1A 

KEDUA 

KEPUTUSAN . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  w TEf\TA;;"\G PENETAPA:."\' JABATAN 
DA.'N PERINGKAT BAGI PELAKSA:.1\\A Ui\.1UN1 Dl LlNGR."llNGA!"; 
.. ... .  � • • • • •  * "" ... .. . . .  �· · + .  • •. {�� 
ivlenet.apkan .Pela1rnana Umum di iing-)mngan . . . . . . . . . . . . . . . . , ,  . .  \�.i yang 
namru:i.ya sebag�mtUJ.a terc�ntum dalam fajur . . . dengtul jab(l.fan dan 
pedngkat !runa y<.'lng tercwturn dalam lajur . . . dan . . .  , menjadi jabatan 
<lac peringlmt barn yang tercantum dal::un 1l\iur . . .  clan .. . cebagaimana 
dim3ksud dru;:un Lo-i.mpiran yang merupakan bagian yru:ig tidak 
terpfaahkan dari Keputus.r111 . . . . . . . . . . . . . .. .  \n ini. 
Keputusan .. . . . .. . . .. . . . . . . u; ini mu!ru ber1aku pada tanggnJ diternpkan dan 
ber!aku surut sejak tt.'l.nggat. . . . , .  . . . . . . . . . . . . . .  1sJ. 

Salinan Keputu!:><'lll . . . . . .  . .  . . .  .p; ini db;:unpaikc'l.t1 kepada: 
L Kepal.."'t Biro Perencana..-u1 dan Keuangan: 
2. Kepala Biro Org;;misasi da.n Ketatalaks;maan: 
3. Kep;;'ll::\ Biro Sumber Da:r�l 1'>fa.nus:ia. 
Petikan Keputusa:n . . . . . . . . . . . . . \ : t  ir-4 dir;ampailcan kepada yang 
bersangkutan. untuk diketalmi dan digunakan sehctgaim..-u1a mestinya. 

Ditetapkan di. , . . . . .  19c 
pad a tang;gal .. . . . . . .  r�' 

a.n. . .  . . . . . . . .  "' " . .  n . .  "' •  • • •  

, ... .. .. " M  • • •  y 0 M y  t ot  M '> . ..  � 0 �· . "t . . f l  i�  

' f ' '  • • � ,.. 1 •· t f ·1 r 1 ·  • • l • • •· • • • " �  • 4 -1 :;::�� 
NlP . . . .. . . . . . . . . . .  . , ,  . . .  \n'l 
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LAMPI RAN 

FORMAT LAMPJRAN lIBPUTUSl\N PENETAPAN JAIM.TAN DAN PERINGKAT BAGI PE!A!{Sl\N1\ UMUM OERDASAHKti.N HASll, PBNJLAIAN 
LAMPIRA11 l\tPl.l! USAN 
NOMOR . . .  . , .  
1EtliANG 
P&NHAPMI JABATA!i DAN PERWGKAT n,\Gl l'£LAKSAl1A liMU/.l 
BERD1,SARli:AN !11\ SlL l'!WLAIAN 

A. PELAJCSANA UMUl>l YANG DIRE!\O.MENDAS!lffi.N NAJl\/TlJRUN/TJ';TAP 
PEIIDibm.i\N 

iw. I ," riAMA /  mP . . PAN,GKAT/OOL/ Tl>IT.0.0L' ,,.._, . . . 

" 

DJ LlllGIHf!!GMI.. . . . . . . •  . ,  . . . . 

LAMA . 
. . TMT 'f PER!NGJ(AT ·J>EruNGEXf' 

TElWIJ.IJRiJ 

11.ARU 
JAJJATM PERll!GKAT 

· nAsIL EVALUABJ 1 

. 131 15) J 101 'I l7l 18) f9l. 1 101 
BRgian/Subd.it: B 

l. Ro)•/ 1967 . . . .  

:2. Diud!l/1987 • . • .  

J:. Dkh·yj1979 . . .  

·L 1..'".'Jl.n1:ilut./1.979 . . .  

Keteranga.o 

Fi!!llf;?:'R.tu.r !II/c/ / 
1 OktQbE-C.2.015 

P<!-up;:ii.tm: Mud;i,, Tk J I l l/bl  J 
1 Okt•..Jb�r :.2015 

P�nP:t9. Muda: !ill/RI / 
1 Olctof.ii'.r :iOl4 

Fen!'"ta.Mudi. Tk l l nl/1') / 
1 OI..-iofJ-e-r 2014 

Dipk.1lllll; lll 

Diploma. Ill 
D iploma III 

Sh:<ttA 1 

Peuyaji .. 
Jnnior 
Pi:<uyaji 
... - . .. JnJJ.ior 
Pellu'OSi''! 
. . St>11i<1r 
P.eny!lji .. . .. . 
Senior 

�1 TMT peuefapan pedn.glrntjahe.h\Ll t@'n1.kl1k {d:it�tapkan Naik Bb.u 'Timm) 

1 Js..uu.rui 2016 Pi"nyaji ... 
84.'nior 

1 Jatll:Hll"i 2-01() 'Pl'JlV-'\ii 
Jnu.io( 10 1 •fa.Il1Uui 2016 P'!llU'Ol!i!'S 
. .  Senfor 

1 Jau1.uu� :2016 .Pll'nyaji. 
.. . .  Junior 

B. PEl..AIL5ANA UMUM YANG DELUM DlREl<OMENDASl!V\.N NA{l{/TURUN/TIHAP IBARU ME!!GUMPULKAN 1 NEP) 
."· · t',\l'/Gi<AWGOL/ PENOWlltAfl -I; LAMA I 

B-B 

7 
10  

K-K 

BA.RU ' I HASW £VALUASJ . lfO. NA!IA I NIP 'l'M'l: GOL. JA!lAtAl! · PElUllGi<AT TM!- PERltfQKA! JA)IA'!Aji PSRJNGJM1 • . ITAHIJ!l
.
l017) lERAKH!R '/"-'' 

• '1l I · ill ., I .• . I • 171' '• • .  f l81 T --;�,l�H .I UOl 

l. ,\di Bo'.to/ 
!9� L 

P�t1e�hu Tk. I 11 1/d)[ L\p1il 20!4 

2. · Allili.1: Rf 19.S.f.... P�uea.hil' H!fc} / 
! April 2llH 

J. Rudi} .i9 76 ... 

4 .  Caudm,'1985, . .  

Peuata ll.i I (lllfd.IJ 1 Apdl 2014 
Pe:ne_Rhu 'Ht. I 
IUJ<ll H Oktobor 
201J -

Dipfoi.11;, I 

Sl  Anntis .. . .. . . . J1rnfol 

DiplomA. H! P'!':np.jl ,., . .. • • .  S'!':nior 

c. PE.LA!{SANA UMUM YANG BELUM .bU::MPUNYAl N.EP 

110, llAMA· / !IJP, I . " 
PA!1GKAT /GOi/ 

tldt'OOL • 

JI. 

L Y11.sikt1./ 1 9 9 1 ...  Ft'uat11. MIHla !Ul/:itJ! 
I Oklo�•dO J 7  

2, kon; 1995.,. P'l'U£Atnr fllf<H 
1 Oklober 2017 

-Strata 1 i\nalis .. , 
P�dtl: Sullb11.giil.n . . .  

DiplOIUl'I m Peneol1t.h Dlh 

1 Ja_nu�ti 2017 PeliHO'O • . . •  

J'nniot 

1 Ja.aJmri 2017 Penj'P.ji 
Junior 

J i  1 J�uu�ri 2t'l17 Am'1b 
Ju.nbn 

t .Ja. llllart .2 0 1 7  PtLnyaji , . ,. . .  , ,  
Sf'nig.r: 

1 OklolH•:r: :2017  

i Oktob�r 2017 

( . D. PELAHSANA YANG MEHDAPATI\ENAIKAll PAliGli'.AT/GOLON�N RUANO KARENA LULUS UPI<PiTUGAS IJELAJAR 

i l  

S�t.boe 

Bl'.ili 

K�t11111g: 

Bi-.0: 

MuH1 benbhn. 
c.r:•s 

M:!t!ib beutt1itus 
CP!fS 

� .Aga n�lllah 'Seor.Rng: ·p e l« kh"il.HU\ d.ene�.n e,olong;a.u llc. p1;?:rtnirlrnt'nt�n�u peu.ditli.li:'i\n Dtploou \ Ill,  ·t·f\tT pra_Jing hHA.k.hi.r Jnomu::i 20 1 5 .  
� Pad� t�buu p.n.d� tahun 20 15 j"tU1(! lHH�l\ll}!knt-n.n. 1.u.�.fanjutkn.u pf}nd.idH!ib. <leue:nu in.isitttif �eu.<liri k� j�1\fat1ff StJ:i\tR L 

H:R!iil pre:n:ili\i1\.n AS::fl p11:d� b.hun: 201 5  d3n 2 0 1 6  A<l�lRh. BRik � Bftik, seihil).{!8.>\. pMlt\ lrnlflin J�mt.un:i 20 17 yaug: b� r11anehnt.:ttu. 
ni:t.ik per"i.n{!katJn.lntl:!\11 tuen;jadi 8. 
Di tabttn ytmt �n·o11R�· Agn. l�l«.h 1.n*!<uye.le$n.ik�n. P'-"�1didikffU Strn.t.n l n)·�� in.engikuti UP�<P dnu di.uy�lP.kttn luh1?:1. 
P-1\ch l:atll\n Oktol)ef 2 0 -1 7  • .Aft.I\ men1p er.0J�h ken l\ikan p�m&ktit/e:oloug'.f\n rmml! .tu""nj�<l i.  P� 1uii.t ft  Mudl\/ Hf a 
Hn.sil p�nihdan {1.'1.EP) A.gA. p::l.da tl'lln.m. 2 0 11 l:\dn.hh Ba.th: 
Be.rdn.uarlcnn d.ata· di ·Rtas .• pR.dA. Jf'.ntU.aJ:i 2018'1 Asa dApAt dire.kom.eit)dl\s:ik�u. nHi•ndRpn.t k�.u.nikan pe.ril:igknt. jnb"-l«n 1 (:.,Qt\1) tinekQt 
lebih tin i;ff!i, y�it\t 1)erhlekflt 9 kat�u11t yn.ng· lHu·s�ugkHfa.n 1u.>?ndftpn.t ke-n;tik.l\n pl\u�k<l\t / g:oJoug)\n l'Ul\Hf! p1\(b. pe riod� �v�huH1i 
yanf! p�rhun n.  dn.n 1.ne.1nili.ki Ndn'i Evnh.m�i Pe.luk�m.na j NEPJ Bai k 

. ?HJ... I/ !fAMA /JIU' 

P�u�t.tt M11da (lllf•li ! 
Ol:toh<r Wl7 

. . 

· 151 
P-euyl\ji. , ,.S!!D.ior 
Pada S!l!ib•t\•u . . .  

·'  . •· • .  ""rr.ri � . 
PERJ110lCAT ' l'ERJJIOKA'f 

" . TE!W{lllR 
101 . (7) lSl 
8 1 .Jtumui Pi!utrO:!lt>L .• 

2017 JUJtiO! p•1lil S\lbblle;iMI 

191 
•· l'.!Ull b•a!Ulglrnt.u 

nl!.ik pi:\l.lglcf\t/g:olou�u 
f!Il\ag kM�Ul\ 'hJlU-' 
tlJ'.Hl' p«I• bl'tl>.n 
Okfolx>f2015 

h,  M•mllilri 1'1'.l' ll>lk 
n•d• t•inm 20I1 
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E. PELAKSANA YANG SEDA.NG MEN,IALANH.AN HIGA$ BELA•JAR DAN DlREIWMENDASl!\AN NAf!\/TllRllN/TlHAP 
l e ' . Ji'AN�T/. ' >): ' 001.\ llARU . 

. No: 11-:;: l GO�i:'rl' J'Erlt11Dll'JlN 7 ' .. J'h"T"�-�-·- "E'RllT�!;L.T . PER!11GKAT 
.llAS!L Et'ALUASt " , ,,..,,. •u• PERINGUAT ·�- JABA\All 

llf 121 !:'II 
L Au it� Pengahu Tk I { 19S'L (Il/<l.j,f 1 Apiil 

2013 

2. P.N:9a;' Peu,g.atnr 
1980 .. Mudoc flI/a,I/ 

1 April 2 0 12 

14 
Diplom.9. llI 

Diploma I 

151 16) 17J 1 81 
Pela.k.!iml\ T\t.gas Bi?laja.r 
Tk \i 

PelaksKlla 
T1tgas E"?-lajRr 
'Ik Vlil 

1 Jti.nmui 
2014 

1 Janmui 
:2014 

P>Plak!.R.ila 1)1�� Belsjar Tk 
I\' 

PE-la.ks:aua 
T1.1zru: 
'&?I.ajar Tk 
vu 

. 1101 
�B 

F. PELAKSANA UM:Ul\!. YANG SEDANG l'>.!BNJALANiiJl.N TUGAS BELAJAR DAN BARU J\IENGU.MPULKAN 1 NEP 
,,.· PMlGMt/ GOLJ/ TMT, 
091; . 

BARU. ' msn, EVALUAsI : {TAHVN 20171, 

'lt!i?aj?i.l._nkan 
Tugas- B�lajar D IF' 

?MujR:ll\uk.a.n 
T\lg�s �b,j::ii.r D III 

·. KET 
13 

Till 
PERINGllAT TERAKHm 

'• 71' '*f9 .-·-i� . --1-11---·-
1 .  ...imi 

/ 1984 .. . . 
Pengatu.r Tk .I (llfrl.1( 1 April 

2013 
Dlplorua lll Pelaksai1a 

T\tgruii Belajar V 
8 i Jrurnari 

2014 
P€laksau� 
Tuzas 
BelaiP.r Ik 
v . 

s 

FORMAT I.AMPlRAN lIBPUTUSAN PENBTAPAN JAfJATAN DAN PERINGMT BAGI PEIAI\SANA UMUM 
UNTUii: PENJl,AlAN Ti\JIUN 2016 

J.Mll'l!Wi. fill'l!lUSi\ lL . . . .  
liOl.!O!L ... 
'fE!lfAliG 

bleu.j!!.ltmlu\1� Tne"-s B!!-lajar D IV  

FEHE1AFAN JABATAN DAii PE!UJiGKAT BAGI 
PELIBSA.'iA UMUM llERDASARJWI IL\StL l'ElitLA!All DI WiGIWNGAfl,: . . . . . . . .. . . . . . . .  . 

A.. PELAIIBANA UMUM YANG DIREKO.MENDA.Sm.AN NAflt/TURllN/TETAP 
. :;" ·:V· 

N.0-: N� /'I�: 
I . :.? .. 

Ba •ian/Subd.it A 
l . lahra{ 198 1.... 

2. lm!.>l/ 198B ... 

.J_ Sabimi:/ 1987 ... 

·4_ Diu.if1969 .. .  

Baois.n 'Subdif:. B 
5. Yoss./ lfl-86 ... 

l\:e-te&aUJ!«ll: 

. . . 
.. PAflGH'.AT /GOL/ 

I «" '.!'J'i!! G()1': 

Peur1.t1U Tk I (IJ/d) 
.( 1 Apdl' 2Dl4 

P�ne;llhu· (H/c·; f 
1 Anril '.20lS 

Peue.Atur Tk 1 (ll/ctJ 
f 

1 Apiil 2CT14 
Pl!'.ne;:atur Mud.a Tk [ 

111/b�  l 
1 April 2 0 14 

P�uahi. Mttd:\ 
(HI/.!1.)/1 Okfoher 

2014 

Viploma m Peiiyaji 
.... �ni-01· 

Dipfoma m P�my:aji 
. . . .  JmllrH 

Diplom:a: .l P-eixyaji 
. . .  Seufor 

SMA P.p1zy.11.ji 
. . .  J\Utlor 

Ste.a.ta 1 Pemroses .. . .  
Junior 

�., Nilai dap_at di Ct.11T!J 01•e.r padA. pe-nilairui. tA.h�w berikntllya 

,. 

& 

7 

I 

·71 
1 JanuaJi 2914 F�llll"QS� .. .. .  

Jm1icu· 
1 Jrumllri .JOH PeJryl'.ji .. .  Jm1ill1 
1 Janmui. :2.014 F.enyfljl . . .. Se:1Uor 

1 .Januari :2014 P.em>..h\ U5.<tlt.a 
Senior 

1 Januari �014 Pe-uyaji ... Jnnio-r 

7 

B, PELAl\SANt\ UMUM YANG BELUM DlREIWMENDJ\SIKr\lf NAJ!{/TURlJN/TBTJ\P (BARU MENGUMPUL!{AN i NEP) 

!. huti•hf 1981L Peuata Mmla Stnt• 1 f'!illlW!l�J .. ,. J\mior llllfnlil Oktober 
2014 

2. Ri.'1;.illnh/ !965,,. 1'<11e•l•u ik ! Dip!01iiidll P('V.HOfl.�!i ,.. ,J1iµj1Jj' (U/dl} 1 Okfob" 
2014 

3, Dmif 199L . . .  P•ne•nll' M11d• Diplom• l 'Pt<nl\t� U!!.1h.1. Jnnlor 
Tk l(t!1bl! ! 
Okrol>"!.r2014 

C. PELAI<SANA UJIIDM YANG BE.LUM MEMPUNYll.l l'fEP 

1. Ml!ii.i/ 1991 ... PtnMli l•fttd• (U!/�ll Slr•t• 1 .A.ttRli$. , ,  
1 iljlril 20l� P><l•. Subb•ghu . . .  

2 .  lndri/ l99S . . .  .P•ne•h>r IH/<lf !Jiplom• lll P•u2J!l•h D•l• 
l Oklo"'1r 20H PA<lll Subb>gfau, .. 

<i 

' Tl.IT P£R)NGKAT 
ttRAKll!R 

1 Jallliari 201$ 

1 J:mmui 2015 

! Apti.I WIS 

1. Oldolm �O l4 

• JJAA.U • 

r(l-mro3.;s· ... , 
Junior 

P�1ru11,:t>..<s
. . . .  J1utior 

Fen• I• tf•lllr n  
Jnui�r 

'"' .. I U' 

Siitugat BN.k 
Doik 
B�il'. (��������:) 

C1.I.k>tp (�!:!�:�:�) 
Bruuk l{m:a.� 

Kuranz: K11r1m� 

1;la!'f.b ·b()OtAtru. 
CPl!S 

MASih ll.::-rstatn1 
CP!tS 
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D. PELAflliANA YANG SEDA.NG filENJ,U.ANKAN TUGAS BEu\.JAR DAN DIREKOMENDASl!lAN NAJJ{fTURlll'lf TETAP 

. . .  _r,.,"µ\fA .NAl\tA l PAA-.;Jlj:AT/ BARU· I-VS.SD;. EVALUASl 
' NO. !ill' GOL.11'!\ff PElfO)D)I(AN 'OIT m:r I �:Tf)J� .... JAJMTA:N l'RR!NGKAT l'ElUNl'.IJWr ' JA.BA·rt.N J'ERIN•ll�r 20J4 2015 7'.llRAKlilR . •l 121' . Ctl 15 161 7/ 18  191 flOJ fHi 1 121 

1. Y12-ui Penznhu 'Tk I Diploma OJ Pl!:'laks11.n� 1 Jrumari Pf'la.ks:ma 9 5P.l'lgnt Baik l\t�njUan.k<tn 
/ 1984.-. (H/rllf 1 Apiil TltffM BelajaI 2014 Tue:t'l5: 

2012 7k V .130!'1.aj.&J: Tit 
IV 

2 .  Imrou! Pengahu Diploma I Pl!:'fa.ksiUl:\ l Janmui PE-IR!ts11.na ,, 
1980._ Mudi. '.rk f TngRS lklaj,u 2014 Tug:\S 

(11/blj 1 Apli.t '!k VID B"'11rrju· 'Ill 
2012 Vll 

.E. PELl\lWAlfA UMUM YANG SEDANG l\lEJMALl\.Nl{AN TllGAS BEl.llJAR. DAN BARU M:E.NGUMPUL.KAN l NEP 

l'�GKATf LAMA . NAll!A i POWID:tilAN 119: mr · G()LITMJ: 
GOL • . 1 · .. JABATAN PllRJNUKAT "'" ,. 

'fit ,.,. l51 . 141 151 !61 
1.. liu/ 1984 . . .  Peug:a.tnr Tk l  Diploma. III Ft?-l<1.lrsru1A. ·• 

pl/d}/ 1 Apl'il 'Tu�M Bf'.lajP.r 
2013 Tk V 

P J  Pimpinan unit e!>elo.n l yang bf:rsangkutan 

(2J No.mor Keputusan Pi.mpinru.1 unit -eselon I 

'Tm· 
PERINGHAT 
T!lRJIJUUR m 

.1 Jann.ad 
2C!15· 

Gontoh : KEPUTUSA.l'\1 SEKJill"""'J'P..RIS .JENDEH.AL 
NOM.OR x:xx/f.'U/20. , 

{3) Unit eselon H yang bersangku.tan 

' . " , EARU 
, _,, .,.,. ..(AllATAll PJlRIN�ll:AT 

. a· 191 
F'€laksana: 8 111gM 
BJ?lajru: 'Ik 
r· 

a . n .  

Bl>ik 

SPJlgat 
B.:tik 

""" 
HAS!!; 

Baik 

· l���Utcflai 
\10) 
Bltlk 

n1z1U B<!l.ilja.i:· [). f'l 

!\IP.njii'Jankl'.H 
TUf:RS EJ.i.l�ja.r D Ul 

1 1 11 
l\leujahni.kan Ti1ga.s 

B.°"laju D IV 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\H i  

\4.l N.omor Peraturan M:enter.i Keuanga.n tentang Meka.nisme Pen;;itt'lpM ,Jal:mti'.\.n Dan 
Pering,kat Bt'lgi Pelnksana Di Lingkungan Kementerian Keunngan·i 

(5J Nomor Pern.turan Menteri Keuangan te.ntang Orga:r1icasi Oru1 Tata Kerjn Kementerian 
Keuangan/ 1 rn:;tansi Vertikal dan UFT -1 

(6) No mor Keputusan Me:nteri Ket.H:i.ngM tenttmg Jn.b<:\tru1 dan PedP..Vrnt Bagi PeiaksC\na 
Di LinfJmngan Kemente.rfa.n Keuangan·i· 

�S I Diberlah'Uk;;\n surut 1 Jt'lmw.ri 

\9.1 Tempat dan Tanggru Penett'lpan Keput.usrui. Peneti'l.pan Jabatan clan Pe:rinE;k.."'t 
Pekursana 

\ 10 1  Pimpinn.n. urJ.t eseton I 

( 1  i )  Pimpintm uru.t eselon II 

( 12) Nam::\ pimpttk-in u r.Jt eselon ll 

( 13) NIP Pimpinan unit eselon JI 
�) ?.atla sct3.t a';..:..'"\n rrt.en�"Ur;ur .. K€putttsG..n p·�n.�tapar .. Js.1:1-r.\.t�'Yl. Q.,a.."1 P�rin5k,at ?e�:lk$.an.a. p€riu · n1€mp .er1'!l....if:l arui 

P�ratu.r:tn ::-�l:��g.alm:::t.ntt .F�Hia ane'.ka S ciaJ? :& 
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2 . C O NTOH FO RMAT 
PERINGKAT BAGI 
PENILAIAN 

KEPUTU SAN PENETAPAN JABATAN 
B ERDASARKAN PELAKSANA KH U S U S  

DAN 
HAS IL 

KEPUW-S/\l'\' . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. ...., . . . .  , , 1 : i  
1'i0.1vtOR w H •  H • U  !�,� 

TE1\'TA.i\G 

PENBTAPAN JABATk� OAN PERINGKAT BAGl PEtAKSA!:'\/A KHUSUS BERDASARKA.l"i 
HA.SIL PENILAJ/\Ji; 

D1 LH\:GKUNGA.1'i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f�f 

bahwa d.;tlam rang).::a pembinf1.<."tn pegawa.i :;ebaga.i pelakc..uiaan 
Peraturan Mented. KeuC\ngan Nomor . .  ,, . . . . . . . . . . . . . . i-'1. pedu 
menet<tpkan.. Keputu.san . . . . . . . . . . . . . . . lli tentang Penetapan .Jabatan dan 
Pedngkat Bagi Pek.J.<:sa.n.."'I. lumr;us Berdas..'lrkan Penilrurui di 
Lin��,::unga:n .. . .. . . . .. . . . . . . . . . Pl: 

1 .  Peraturo.n Mente.ri Keuangan . . . . . . . . . . .  . ,  . . . .  .;;;, tentang Organi:::aGi Dan 
Tata Kerjki. Kementerki.n Keu.angan; 

2. Pe.r:atur;:m :Mente.ri Keuangrul Nomor .. . . . . . . . . . . . . .. . . . /"; tentang 
Penetnpan J::tbat::tn Dan Pering.kal Bagi Pelakstma di Lingku.ngan. 
Ken1.enteriru'.l Keunngt.'t.n; 

3. Keputwsan ?.ilenteri Keua.nzan. .Nomor . . . . . . . , . . . ..  t•l tentang Peringknt 
.Jabttt.m Pelak:;ruia di Ling)rung;:m Kementeri.an Keuangan; 

!v1eroperhatikun : Berita Acara Ha:>il. Sidang Penilaia:n. Poejabat Penilai t3.ngga1 . . . . . .  17�: 
MEMUTUSKA.l'f: 

Menetapkan KEPUTUSAN . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �:J TENT:t>J'i'G PENETAPll.N .JABAT/1.N 
DAJlf PERlNGKAT BAGI PEL4.KSANA KHUSt:S BERDASAt<Iw*'l 

PERTAlvrA 

KEDUA 

PENlL>\IA.l'\1 DJ LINGl\.IJKGAN . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .  P� 

Menet<:,pkrui Pelruwaoa Khur.;uo . . .. deng'i.n jabo.tru:i. di'.i\n peringlmt kun<:1. 
yang terc<1ntum de\kun hjur . . .. dru:i . , . , sehi:ngga memiliki jl'\b�tan dan 
pedngkat baru yang te.rcantum dalam faju:r, .. clan . . . sebagaimana 
dirn.ak::;utl cfofa.m k'lmpir.:tn yang merupakan :Oagian yBng tida.k 
terpim:1.hkan dari Kepu.tun;m . . . . . . . .. . . .. . .  1 1 1  ini . 

Keputusan . .. . . . . . .. . . . .... . .  flf ini mu1ru berlaku pad.a tanggal ditetnpkan dan 
berli:l.ku sumt Gejak tang.gal., . . . . . . . . . . . . . . ., .. i.,; , 

Satinan Keputusan . . . .. . . . . . . .  ini dfa::unpaikan kepada: 
1 .  .Kepl.'t4"l Biro Perencru1aru1 clan Keunngan: 
2. K�pala Biro Orgµninaoi clan Ketata.!a.kst'tnaan; 
3. Kepah Biro Sumber Daya !viru:tu!:lia. 

Petikan Keputl.tsan . . . . ... . . . . . .  ., 1�1 ir.i disrunpai.kan kepada y;:uig 
bei.rsnngkut"'.n untut-:: diketahui dan ciig.una.k..."ln !>ebagrumruic� me<>tinya. 

Ditetapkan cl.i . . . .. . . . . . . . . . ;�1 
padi:t tM.ggru . . . . .  , . . . . . . . .  !!'} 

a . n .  , . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . . {:oi 
. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .  1: ; 1  

. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . .. r:=: 
NIP .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . .  pm 
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LAMPI RAN 

FORMAT LAMPIRAN KI::PIJTUSAN l'ENETAPAN JABATAN DAN PERINGJ{AT BAGI P1')!.AJ{SJ\NA mmsus BEROASARJWI HAS!l. 

2. 

eMiGHAT/ 
, \lOL iTMT PE?fOl:Pll{;\R GOL 

�l Ml 

Diplom'! HI 
1982 . . .  

m:./ t9S2 . . .  J'MH1 t11. MndttJ Di11lom1'. I 
)[fa/ f. Oki;plif'r 
101"4 

JAiJA7i.\ll 
' 151 

Bflt1tbh;i:rn. 

S�bf't:His 
E.s.-l'l..-i tk H 

PENJLl\.IAN 

tAllA� · 
�'!ASA '·�Rji\ 

17 

J hlmn 

J t!91rnn 

ll l Pimpinan unit eselon l yang bersang,1.rut•ui 

{2} Komor Keputu:::>N'l Pimpinan l.lnit euelon I 

U\MPI R,\?l IU�Pl!lt lSAX . 
UOMOR. . 
n:rn.-1:•" 
PE?lf;Ti\PA.?f J,\BAT'AN nM·i nmrn�mA'f BAGf PELAJ{.�ii\!lA J<m!Sll$ 
BBROASAR.l<.\N PENIMllt?l [ll I,J!HffHWG/tU .. 

Tr>ll' 
"P..ERIN:G:HAT 
TE'RAlUHll 

1e 1  
JABATi\TC . .  

1 Jllnn.ui 2{1 1 7  D1>ndal1:u.11 

1 J1tllUlUi. 20 t7 S"fo)U'1tUh 
E'!t(<lcm U 

BARIJ 

4 tn.1mtJ. !'lb.luinJ11J p<!>ri1'1E.;k1tt 
jl\b11;hil) 6emb.Tu1"' 
df'nf;tk'I pp1:u1i..:J.ikn.n 
Dln >\d;:i,bl1 1 0  

4 bt111tn Srau.t p�IHli�UJcm 
thlll k: diptonllbl 

. . • . • . • .  Jl.Ot j l 1 J  
. . . . . . . .. . .  c i:i) 

lil.£' . . . . . . . . . . . . .. . . . .  l'•.=1 

Contoh ; IIBPUTVSAN SEKRETARlS JEND ERAL 
NOMOR :-;;;.:x.,f .'3.J/20 • .  

\3l UPit ei:;elon 11 yang l::wrsangkutan 

\4) Nomor Pemturan ?•.·fon.teri Keuar1g��n ieniang .Mekanisme P-.:.netapan Jabatnn Dan 
· Peringkat.Bagi Pekui:r;ana Di Lingkungrul Kementerfan Keu::tngrul ·1 

{S} Nomor Peraturati Menteri Keuanga.n. tentang Organis:;1.si Dan Tat:;1. Kerja K�menterian 
lfouangtm/In:>tam:;i Vertikru clan UPJ"J 

\6} Nomor Keputu:m.n lvie.nt•�d KeuangCU'l tentang .Jab::1tru; dan Peringkat 8'.'\g) Pe!ru<:r>,'.'\na 
Di Ling)rungaii. Kemenb':lrian 1\:euangan·i 

{7} Tanggal Berita Acara Hasil Sidang PeniL"l.ian 

($} D.i.berlakukan curut 1 .Januari 

t9} Tempat clan Tang.gal Penet<>pw Ki;iputusan Penetapan .Jabatan clan. Peri ngk .. "\t 
Pelaksana 

O OJ Pimpinru'.;, unit ·��ekm I 

( l  lJ Pimpinan udt esekm II 

{ 13.l NI P Pimpino:\n unit erielon. II 
*) ?:via >C'lat a;;an men;.�'-'>un Kep'-1tu.s511 ?'?nern,par. J<1'r.>at,;m d '1.r. ?edr.:;l';a! ?"'lru;: ,'l..r.>a, yerJu memper'1 ahan.u 

?!;n�tu.?� $"1:b�!::�.an,� padCt -,mel�� S tt:::..n & 
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3 : C O NTO I-I FO RMAT KEPUTUSAN PEN ETAPAN KEMBALI JABATAN DAN 
PERI N G KAT BAGI PELAKSANA KARENA MUTASI 

a) FO RMAT KEPUTU SAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN 
PERI N GKAT BAGI PELAKSANA UMUM KARENA MUTA S I  

KEPTJTUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ,11; 
NOk!OR . . . . . . . .  ,. �='� 

TENTANG 

PENETAPA.t'i PELAKSJIJ'l'A JABATAN DAN PE.RING KAT BAGI PELAKSANA UMUM 
KARENA MUTASI 

Menimbang 

i·.·iengingat 

DI LINGKUNGAN . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t1: 

. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ili .  

bab.wa da1a.m ri'l.:r.gka p-embinaan pegawai nebagai pe.laks.."tnaan 
Pemtutan r..1enteri Keurmgan Nomo1· . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,1, perlu 
menetapkan Keputu::;an . . . . . . . . . . . . . . .  tentang Penetapan Jab::\tan dM 
Peringkat Bagi F'elak.r;ru1a Um1.1m lforena. ivfutnsi di Lingkung.:m 
. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .  }ti� 
l. Pe.ratur-an },fonteri Keuangrui . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l•I tentang Organisa::;i dan 

Tata Kerja Kem".:nterio..n Keuangru:: 
2. Peratur.:m }.Ienteri Keuangan '1\'.omor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10! tentang 

Mek.'lli.rime Penetapru1 ,Jal:Jatru:i clan Perinl);;at bagi Pe1a1>:sana di 
Lingkungan. Kementerio.n Keuangan; 

3. Keputusu.n .Ivienteri Kl;lu<1..ngan Nomor . . . . . . . . . . . . . !�i tent<1ng .Jabatan 
dun Peringkat Bagi. Pelal.;.r.;ana di Linf!')rungru1 Kementerian 
Keuangan; 

Memperhatikan ; L SK Mutasi .  . . ,. .  i71: 

� .. fonetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

2. Keputusan .. . . . . . . .  1 :1 .Nomor . . . . tentang . . . . (SK penetapan Jabatrul 
dan Pedngk.::i.t pe!ak::m.na sebe1umnyaJ (�l: 

MEMU11JSK.k\!: 

KEPUTUSA.N . . .  .. . .. .. .. . . .. . . . .  . . . . . . . .  i • I  TENTANG f'ENE1"APAt'l' .JABATAN 
D&'\1 PERINGKAT BAGI PELl\.I(i3AI'IA UMUMi KARENA MUTASJ. Dl 
L!NGKUNGAN . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  iii 

Menetapkan Pekllco'1!.na cH lingkungan . . . .  . .. . .  . .  . . .  . .  . . . .  i a) yang narnanya 
te.r,cantum dru.run tajur . .. dengnn jabatan dan peringkat lama ytlllg 
tercnntum cfo.la.-n lajur . . . cl;:l.t'l . . ., sehing-,ga memiliki jabatan 1;'kUJ. 
per:ingkat ba.ru yang ter:cantum dalam lajur . , . dan . . . sebi:\grumana 
dima.k:md druam L.-wrnpi.mn yang merupako.n b<1giru'l yang tidak 
terpisa1:tkan dari KeputUGl.Ul . . . . . . . . .. .. . . .  \l.• i:n.i .  

Kepu:f:ua>ctn . . . . . . . . . . . . . . . .  ll' ini mufa.i berktku p.:1da tang.gal ditetapkan dan 
berlaku tmtut :>eja1>: tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t9l . 

Sruine1n Keputusti.n . . . . . . . . . . .  ini dirm.mpai.k�U'l kepada: 
1 .  Kepala Biro Perenc.:tna('l.rt d;i.n Keua.ngM; 
2. Kepa1a Biro Organfoarii druJ. Keti:lta1ak:sa.naan: 
3.  Keprua Biro Sumber Daya Manu:-;ia.  
Petiko.n Kepu.t1 .. rna.n . .. . .  .. . . .  . . .  i :; ini dfownpruka.n kepada yang 
bernang):..-utan. untuk diketahui clan digw:ial;;an :>eoagaimana mestinya. 

Dhet;:>;pkan cli . . . .. . .  1 101 
pada tanggJtl .. . - . . . .. . . . . . .  , . . . . ! N} 

.. ..  ·• • •  • • ... ,. .• 0, w ,.  .. A .. r. M w o r >< • � ' . {�J'} 
NIP . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  1 0 "i 
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LAM PI RAN 

CONTOB FORMAT LAMPIRAN IIBPUTUSAN PENETAPAN JMJATl\N DAN PERJNGMT PELAl<SANA UnlUM JUI.RENA MUT/\Sl 

1. PELAI<SANA UMUM YANG DIMUTAS! MENJ,\Dl PELAHSANA UMUM 

'Ill · 121 I• • . . . . ofJi 141 "!$J !61 
I .  lU1 J1.h�f l988 . < .  hllSll.i.IH (H/ c)! 

I (Ht.tob�1· 20 l -1  

2. 'il\smiu!  F"'°neallu !Jr I 
1?fl {L .  IHf<llt l �'pril 

2014  

Diplut11.11. llt 

l)iplom;"t rf 

l1'�ll}"Aji ,. .  
S�hiUi 
p � t)A 
Sul;luq�,:i 11..n .. .  

Bl'ghm ... .  
P�uiro.s�s 9:!J 
,Junior 

fll\dil: SuJ1tue.i1u1.. 
.B"-"lau, .. , 

Lr'\MPlRMf J\F,.Pl..!TVSMI , . , . . ,  
UOMOR . . . . . .  
TENTAUG 
PE:CETi\P,H/ ·lABAT,\N PAN FERIUGl(AT Br\Gr PEL;W�SMit\ l'M1.llrl 
ILIRWA MUTASI Ill tlNOHltm;Mi ... . . . . . . . . . . . . . .  

.. rnr . ,, .BARU 
nrulio1ur · . JAi;n',ii; DAff 11:.�nlil\' .,HEDUOUfu\ll 

111 (8)-. 
I J;'Ultt:t.d .r�11y1'Jl . ... _, . . 

'.2 0 1 1  Sl':l1 io1 
pl\d� 
.511bl:l•p;i 1m,,, 
6P.gitoin . . . .  

1 J"m.1ui P�m.ro�e-.s ... . .. . 
2017 .Jnuior 

pl\d!\ 
Subb�gian . .  , 
B1111fa11 . . .  , 

... 

PERfU(lRAT 
.(91 

K&t 
... 

\' f.(OJ· 
Ph1d:\li::m d"l'i 11uit 

��t!fon H h:in 

Phttlfrlirnn tlui l'Ulo1t I 
bi Ji 

lCC'tet'!U)gau: �J P\�ringk;"it j�hatau t.d.d.h dil<.:t;:i.pltau $th('lum 1<etc-utua11 meug{'Ji;li sy;uat pt�Jid.idi.kan dij::uli.k.1.u d:ts�1 peuil:\i;\u pl':falts::iu� .. s�"h iug:g� 1t�1j�di Jt<�thlahsesu:\iau 
l'l'dn�k�t j<tb�t;t.u 11'-"ng:\li. pendidil.t;u\ y;tng dim.iHki 

2.  PELA!{SANA 1musus DAN PELAI'8ANA AWAI>. lU\PAL PATROL!, YANG DIMUTASI MENJADI PELA!iSANA UMUM 

l 2., Ii.-,/ 19a� ... . Pt<ul!:i(u1 ! mv1<iuu t J O  J fal111n I Jirnuari I ror.u:rllji .... . 

f l l  

<I ,  

f(Jft:){ t OktOl:lo!>r 
W H I  P :uh•  Srk.'ti . .  

B�el�1� .. 
2f.Hi Sit-nfo1 

P.a.<l.11. 
Snb1J11e.iP.11,. 
BRe:i�n , . .. 

r�n•/ !9Stt.. l'tioe::thll'Tk I !  Dipltmn. IJI S!!'llahuis 11 ;) t3.k•m 1 J111nn1d Pt ll}'.fl.ii .... . . . .  & 
(11/�J! 1 Ol4fob�:r lh�lou I :2017 Sf't1lo1· 

T11H1ut/ 
I9M . .  , 

WH f'lldl\ S�k$I.. P��1ili 

l'u1g:a.t11r 'Ik I /  
tll/ 'ii ) {  1 Ol:tt)h�t 

20H 

Jheiu1..  .S111Jhii.el111 i .  . .  

D iplom:t U1 S�lw:.larls 
liulon l 
P;o1d1' S�k-1i . .  
a11ei11n . .  

11 J hllmn 

Bi-.gift.ti, .. ,., .. 

t J1m1ut.d Ptfl:lltl'.llH'JI ._,_., . .  

:201'i Jmdor Pl\d1t 
Snhht.s:l111L .Bftgilm . .. 

i\ ,  S�l1\!'h11n rtH'1Hl11dttki ji\l>"fan 
.Ptd11ku1u1. Kln1.$u• y.tne 
.'hH'."'1.tttlPlhUI, .:fi h•(J)pJ.lal\ 
• .,b;iie:;ll P"l:!ok!:t.niot Vumm 
d�n�11n p•.tloek1tC' 9 ,  .-u1ta.i. 
1it:pUht�ut • •• tromor .... 

h. M�odmhtkl JnJu.brn P�lit.lu:tn� 
Kbtntr! �dam a. J. blt•in · 

<': .  Sy11.n�.t pt1ldld1ktl.u. U'.lak 1.01UJ. 
1fo1l:f'.!1.1t p'l'r:iklE.IUt j.l.b11h11 
P�l1ik.,an111 tfrnmn 

d, M<!'ruiliki ltBf' BP.i.k yt.ne bit-h.im 
d]flU1tdO.t.1 Ulll'lk •ld�ue 
pouiltd:m !1':"�t ik11. mruj:td) PQI 

H U  
11 .  St-h.f'1Lm nn1H'l•J1hll.:l }xhh.n 

Ptl�kH11111: fihU.U1$ }"-'JIB' 11e-1u,11e:l:.u tl\ll 'ilt.,tllpMn 
,.e�net.i P�ll'lkuuui. U1tnHo 
di'Ji!!ll1l p�ri11gl:1'1.t 8. U'�Ul'li 
H'fp 11t1.11ol\ll_ •• N<11llOt" . .  , .  

h .  l•f"' n rl11ilu)d ,r11.b111.t1111 P"l"'1;unt11 

Kbu1mn fif>l.<\lllit ;, t11Jrn.u 
<' .  ·tid:tk: .aonuilil:d �JF.P yu1g 

bc-htm. dl11u1:1:tkto.1. 1laluu !lit.l::w-a. 
r.tulla.l�n 

11 .  S 111lt�l1tm mt-nd111[1lk i j11.b11 t 11 u. 

Pe !Ua�n!'I H.ltl.UM )'-ll!C b'!'l:,�ne:Jrnt11n dlt�t11pk�n 
.n'h11e;ai P�illk:t11.t1A Um1rn1 
11�.tlf!UI p1n:h1tk«.( It, :H!.'t1U\I 
Jr4p11t11:<Jall. . . Uomot . . . .  

11 . M"1.1d11dltld .111.h.<\hu·, P�/\'\k.!11111 11 
.K b 1J11u!I �f-1111:11::1. J t11.lrnu 

1:' ,  r.!J;>mit:iki :?UH' ll11.ik }'ll!l:lf!: bellllll 
die·1.1Ltnkll.o d!!.:hl .. 1J.l sitl�ne 
pi.-11.ildau (k"tik:i1; .U�f'l1j.isd.f l'lJ� 

a. n . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l l ;  
. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 1101  

. . .. . . . . .... Pl 
N!P .. , .  . . .. . . . .. . . . . . . .  ""' 
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{ lf f'impinan u.nit e::;efon 1 yang be.r::;angh-utan 

{2.f Nomor Keputusan Pimpinru1 unit e::;elon I 
C:ontc:>h : KEPUTUSA:'i: SEKRETARIS JEJ\DER/1.L 

Nm..10R ·xxx/S.J /20 . .  

Pl Ur.it eselon H yang bers.:tngkutan 

(4! Nomor Pemtu.ran ?vlente.ri K.euangtu1 tenta.ng �:lelrnn.is.rne Penetnpan .Jr1bata.n Dan 
Peringlrnt Baei .f'ek1.k::;ana Di Lin§',k""Ungan Kemente.rfan Kemmg•m. ·1 

\5} Nomor Pemturan ti:fo.nteri Keuangan ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangrui·; 

(6} Nomor Keputu::;M Ment>eri KeuangM tentang JabatM dan Pering.kat B�gi Pela.kr.;ana 
Di Lin,gku.ng<'.\.U Kem.er<.terian Kew.mgan·; 

F} Nomor d;:;n tanggw SK Muta::;i 

(SJ SK penetapan �la.kcana dafam jabatan clan peri:ogk�'\t sebeiumnyl'\ 

i9} 1'1•,·fr pefa.k::;ana yang bersanglmtan aktif bekerja di udt yang b aru  

( lOi 1'empm dan T.:mggn1 penetap.:\n Surat Keputusan 

( l  l) Pimpinnn. unit esefon I 

( l.3J Nama pimpin"n unit e.:;.elon II 

\14} N1P Pimpinan unit eselon n 
k} ?.t\i;i.;\ r,:,Q,�� ·�.k�� :-n-':nyu:t:\ln f'��.P\1i:�s,.ri0 ?;en·et�p��n �J�hat.an. i;lan ?�.ringk-at P�:'akti.;\��. p�.rh.i, m�ntfHa·r·Qah�.zui 

?'·er,3..tur-·n!'l r;�h-t\e.�i.Jn,.�n�. p.�drt i.We;k:=t .5 ti.!;n 6 
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b) FO RMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN 
PERINGKAT BAGI PELAKSANA KHU S U S  KARENA MUTASI 

DAN 

11:.EPVTUSAN . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . ,  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n; 
J\OMOR '� ' 

TEKTANG 

PENETAPAI\' PELAKSA.NA JABA1�1\N DAN PERlNGKAT BAGI PE.LAKSANA KHfJSVS 
KARENA ).WTASI 

Menimbang 

DI L.INGKUNGA.l'i . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  ..\'.!! 

•t . '  T o  o . . .. .. , < , ,  T 0 O ' .  0• 0 < ' . ,  .. 0 0 ' '  .. i!?, 

bahwa dala.'U rangka pembinaan pegawai i:>•�bagai. pelaki:;..'lnaa.n 
Pet:>turan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . .  . .  . . . .  . . . . t•i, periu 
meneto:\pkan Keputw:m.n . . . . . . . . . ,. .. . .. tentang Penetapan Jahatan dan 
Peringkat Bae) Pe1.:tk::rana Khum.ls Karena Mutar.d di. Lingkung� 
• •  , ••. • • •  " " "  .. . . ... . .  · �-�3); 

>.Iengingat L Peraturan Mentel'i .K<:JUangan . . . . . . . . . . . . .. .. . . .r.s; te.ntang Organfoasi dan 
Ta.ta Kexja Kementerian. Keuangan.; 

2. Pernturan Mented Keuangan Nomor . .  , .  . . .. . . . . .. . . . . . .  H) tent;:uig 
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana cli 
Lingh"Ungan Kementerian Keuangan; 

3. E'.eputu:::an ?ilfonteri Keuaogan Nomor . . . . . . . . . . . . . Hi ten tang .Jab:'.'\ tan 
dnn Peringlmt Bagi Pelak:::ana di Linf,h,-ungan Kem•rntedan 
Keuang.a.n; 

Memperh;:;tik.m : 1 .  SK Mutn:.i . . .. . .  i 'f; 

Me.netapkan 

PERT AMA 

.2 . Ifoput'u 5t1n . . . . . . . . .  \J.� Nomo.r . . . . t.;mto..ng . . . .  (SK penetapan Jab:'.'\t�n 
dan Peringknt peiaksann sebeiumt\YU) \z:: ' MEMUTllSKJl • .N: 

KEPUTUS&'< . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pl  TE'N"T.A .. .NG PENETAPA."l ,JABATAN 

DAl'\I PERiNGKA1' BAGI PELAKSA.NA K..BUSUS KAREl'M MlJTASl DI 
LI.NGK.U'NGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iJI 

M enetnpkan Pektksana di iingkungan . . . . . . . . .  . . .  . .  . .  . . . .  m yci.ng nrunN'!y.:.. 
tercantum dalru:n lajur . . .  dengan jabatan clan pei:ing�<at k.una yang 
tercantUl'.!1 dal;:un lajur . . . don . . . , sehingga memiliki jabatan dn.n 
peringkat baru yang tercnntum clalam 1ajux , . .  dan . . . sebagaimana 
dim<:1ksucl dalrun k"\.mpir::m y.:;.ng merupal�an bavan yang tid:ak 
terpfoi'.W.l<:..m d.ru-i Keputusan . . . . . . . . . . . . . . .  1u i n.i .  

Keputu,:;an . . . .. . . .. . . . . . . . p ;  itii mulru b":;dalru p<1dn tru1g�gal ditetaplmn d n.n  
beriaku surut sejak: tan&,'°"'L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t•L 

Salinan Keputu.san . . . . . . . . . . . i.ni dim:unpai..kan kepacla: 
1 .  Keprua Biro Pere.ncanaan dan Keuangai1,: 
2. Keprua Biro 0.rganisasi dan Ke.tatalalcsanaan; 
3. Kepala Biro Sumbe.r D"Y" '.Mm.lusia . 
Pe,tikrui Keputu1.;an . .  . . . .  . . . . . . .  <:1 inl dfo::1.mpaikM ke.p.:«dn y•..ng 
bers.:..ngkutan untuk di.ket;-1.hui cl<\n dizunruc.:m sebagrum.ana rne stinya. 

Ditetapk;;m di . ,  . . . . .  H o1 

pad a tang;gC:\.1 . .  ;, . . . . . . .. . . . . . . .. .  l.l'J, 

a.n. 
• . . . . . . . .  , .  . . . .. . . . . . . . . . ' fl;) 

.to •  .. .. . . .. ,.. • • • • • •  * . .. .. .. .. .. .. . . . .. {-l:J} 
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LAM PI RAN 

CONTOH FORMAT LAMP!Ri\I/ KEPUTUS1\N PENETAPAN JABATl\l'I DAN PERINGKAT PELAllSANA mwsus 10\RENA MUTASI 

LAMf'l.RAN l\£PUTtlSAN . . 

NOMOI<,. . .  , .  
T£11TANQ 
PlHif:tAPA.!'i JAIJATMi D.i\N I'ER!NGJ�AT BJ1.G1 PtLAICSA!i1i 
n lJUSl'S KARENA MUTASr 
ll!  LJ.NGliUNl,AlL. . .  

l .  PELAf{SANA mwsus YANG DlMUTAS! SEIM.CAI l'ELAlWANA 1rnusus 

ffO,. .. ' 

I. Rio/ 19"2 ... 
:, -I . lS! 

Penl'l.ta M:tul:t/ DiplOru1' Ul. Stlm;.t_!l.fi1- J Tabu.u 1 Ji\ll\Hiti 5�la�tai:is: MMa. R�LjA di u.utt yang 
Hb./ 1 O�tob�r £5eJ<111 H 20.1 1 .£!-tJlon tc 1;im� t111pi'\t lcn1e:$'ma 

l014 P.11dtt Pf\da <liAJmmnbdkan 1l{lhgM 
Suhbl\e,i�n . Subb"'-�"'n" nHtli"R J1erjJJ. 1U urut yuie: 

l-,..-+:,,-,....,.-.,..,,,,,,-�;-�����/����-1�B�a�e i�a1�1.� . .. � . . . � . . . � .. � . . . ,_+����+-���-����--l�B�'�Ei�or�1 .� . . . �. ·�-1-����+-b •_1_"�������! :2. \\!JUdA ,f 1 9 90,. . h1111 b1 r.11utR.f m,ihmu. l $1)11:Ufol.1in'J l t;1fnm 1 J�muuJ $�Ja'<l(Ui'J a. Mui\ H�lj� 1H 1.tnit 
Ufa./ 1 O.ktobt>r E!t<l�rn JJ 2011 £H1'Qn Ir ya ng fa m a  d11ip:H: 

2DH Pad a Pacta bme:�rnu.e; 

S11tJbac:hrn., . , . , . . .  Snbl:i:a.e:i�n . . .  M�l:1umd�ii)f:";1l 
lh:_siai1,., . . • .  , .. . • .  - . B'-efan"'· ���te;�Jl1��!.a�-,�erja di 

J, Aluu�t!/ .HHJ2, . .  
PNt(!.;\tlt r l·k 1 Oi'ph.mia [jJ St>h.1·et.;uls 

!HNJ/ 1 Oktoh1;1r EnJ1rn H 
2'1 1-l Fa.o:'IR 

S1fbb:'lf.fau .. ._ ,  

Il;\.i:'i).ll. 

J tfl'.!Hm 1 J"'m1111J Budiliarn 
'.2tH7 PAd.11 

Sttbba£:ia.n . .  

B11e:iim . . . . . . . . .  

b. Ptn�IHllb)1 tldAlt 
su1uJ d�.ne:�u 
pt!'ri'1lc:t:.al jt1.hllt1tu 

M�u kt1jfl'. nb,.g:.ti 
ne-1.ub.luJill di 1mlt h1t.11J 
dihitime: nruJai 0 ll'lmll 

2. PELAI\SANA UMUM ATAU PELAI{SANA AWAIC KAPAL PATHOLI YANG DIMUTASI SEBAGA1 PEJ,Al{SANA KHUSUS 

no. 
·"

· . . ·, 

JIAl.Ll/lllr P.ANGRAT/GOL · l P.tJr:dmm.A 
TMT 00L ,N JA9ATAN DAN 

JIBOLTDUJtAN 

. 

·, 

--.L\.L.: __ ._. t!�r---J.a '"---�---'-J"'t1c.'�-1---· ""-"' --1·.:..-�HU __ .1 ___ 11.L...:....:.i-----(� :__.:.._.w M\''----'---1 f .  Jok.., / 1 982. . .  P�11 1tb :Mml�/ D.i11 lqm� HI P•'!lly.xji .. . JaJtfo( 7 ! t J:utlunl Sir.-Itabi:h: S. a. Mit""" lt•ij 11 D tafnm 
m�r i Ok�ob!!J." P\\�� I 2011 &��1.-01) u 1> .  s�bttum <tl he�pl:�o ?>""b'-e:t1i 

20 IA s�1bblf.ei1rn . .  , , • .  , . , htll'I P ... ltik.'i\\lltt Utumu, ��ane: 
Bi'l!,d:tu . . . . .  I Stlf)ba.Pfan l>'!'Ja"IU�rtk1tt1n1 b('hlm pern�J• 

, s118111 1;.. • •  ditP.-bpJ;:rn Hhag?t.i Peht . .,.�,_nn 
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.1 ..,. � 201 7 £sefo11 !I P�la.ks\'.\lia Vauum� r�"IU� 
l 2tJ H S11bb1'eia.JL"...... ?11.cta \!'l!URl'.lf!llJlflill ll!'lll.h dit"l"pl;:"l) 

1 B•e.i•n .. . , . ,  S•"''?i"'· :;;�:::.�;;•:::�:: :::•;;;;;;.,,. 

lj 
I Sl'!e;:ian . .. · �:i::;:Jekn.t j.11 bl'!fil.1t s. m Au k•'j:1 1. 

· ·.no. 

" 
·' · 

t'IA;MAffllF 
' ,..:.,. . .... 

·l . -Joka / 1.9.9::f..-. 

I.fl  1Sf  
:P�11e;11..bu· (H/c-j/ Oiplou:ut .uI Pf'n}'1\,iLJ1L1.1.ieo.1· 

f Oklob·n :10.t 3 P1uhl 
.Snhb::l.fiR.n . . .  
Bnsi:tn . . , . _ 

P�ne11.tu1 (U/cJf DlpJom� W Jl'e-11e.(lhtll O�h: 
I (lldot1u :1.0J 7 I'n.illt 

:<i.Q/llnt!;!brn .. . 

b. sl- lelrtb dH('tn..plta.n "�b1t 1J::ti 
Pt1hkn11.1'. lihtl'IU!J .'i�lam� 1 lRJrnn. 
y.,rie: f.ii;on"nJrkitt"-n dltn��b"i 

I mtttl.jt'ldi  P�l"'k�"'m1 Umin.n nill.mll. 6 

. .. ����:�7i·:��:.::��:��.�e;�:��.� 
1,h1rt6-<H't tth\Stli "ketjll Pelak�.lOI\ 

I Hhnsu.1 !Jt'bl:lfl.uu �·u1.e- lH•u1rne"knhn 
d H e t.itpkll.n . . .,'!'b:ttd P�ld:�111u1 ·1J1muu 

I 

1 J:uHl.l'!ll S'1k tf.bd' 
.2017 F.:11<!-lOll [[ 

PR-(l� 
Sttblt�zjan . .  
Bne.i;ii ri""' 

1 Ok toll�t Se-lttH�ll.!i 
:."!t).1 7 Ro\.-ll'll H 

BA.RV 

8 ill , $fol.Jdm� d i hhpk.11.ll .Hb!lg11i; 
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1'i:ou11,uelmhm tl!'fab d it�fapktm 
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b .  Set1,<l�h (titet11.pk1m "Sebaffti 
f>e-)11JL9'1\U� .Kll\11.ll!!I '�ltUU!\ 3 tahu 11,. 
�'11.ne b�u,.uekufau �tiln11t1t1i 
m.-njrtd� }'(llttI:"1m<'L timmu ntfama ".) 
h.]tlW 

e .  l'•fa�ft lu.•Jj:t P�l"-k11lhfl lU11tsM (\i 
\atH ::ine; b11.n1 <llEdt•rne: m'1 ld dul 0 
hlrn.11 

r.:\.ug bto1M'll1tik>:i�"'i uu11ib hir-uh.(,ls 
CPllS 

B11ai;iri .  S11l>h<'ia)�11 . .  
<---.1------�-·--·--�------ -------'-----·- ______ ....§!J!;inn ... . .... , . ·------ ---·------------------
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fl l Pimpinan udt e ::;efon I yang bers.'.l.!1g)rutan 

;,1} r\omo.r Keputusao Pimpfrmn unit eselon I 
Contoh : KEPUTUSAN SEKRETARIS .JENDERAL 

NOY!OR x:.:;:;c/SJ/20 . .  

(4) !\omor Pernturnn Menteri Keuang'1.n tentang �·:!ek"1::nisme Pene.t.:'lpan .Jabatan Dan 
Pedngkat B<tgi Pefo..k$art<l Di Lingkungan Kemenfori:.in. Keuangru'l "i 

{5J Nomor Pe:raturan Menteri Keuangan tentang Orgadr.;asi Dan Tata Kerja Kementerian 
KeuangM/lntansi Vertikru clan UF'f·i 

(6) .Nomor K:eputusan Menteri Keuang;:m tenfang Jabat<1n dan Peringkat B;::tgi PelaksanC\. 
Di :Lingkung.:tn. Kemente:r:ian Keu.:ingan'I 

!Tl Komor dan tanggru SK Mutasi 

(SJ SK penetapan pe1a1\:::>ilna dafam jabat'1.n dan perinf',k.."\t sebelumnya 

{9) T!vll' pelaksana yang ber::>fl.t1€)mtan .aktif beketja di unit yang barn 

( lOJ Tempat dan Tru:ig.gal. penetapan Su:rat Keputusa.n 
( 1 1 ) Pimpinan unit es.elon l 

{ 1 2 1  P:impinan unit ese!on II 

( 13) Nama pimpilli"l.n unit. .ese.lon II 

(14) NIP Pimpinan unit e:.elon IJ 
*) ?�da s R:J. �  almn m'"nyuwn K.;,p•;i_htstm. ?<en!O.t:J.p:v:: ,fa.\::atl\h d:m ?eringka: ?<e'.aks'..'li:a. pet!u memperbrutR.ru( 

?>i·r�.t.ur�n �-ab{l-e;*\in1�'-n" l'-:\·�a �net;.'\ 5 d�:n . .6 
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4 .  C O NTO H FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN 
PERINGKAT CPNS YANG TELAH DIANGKAT S EBAGAI P N S  

D A N  

KEPIJTUSAN . .  , ,  . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ,; : ;  

1\'0MOR . . . . . . . . .  iz1 

TENTANG 

PENETAPAN JABATAZ� DAK PERINGKAT CPNS YA.!"i'G TELAH DJANGK..t\.T SEBAGP.J PNS 

�fongingat 

DI LINGKUNGAf� . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .  , , . . .  f3l 

. .. . .. .. . . . . .. .. . . . ... .. .. � .... ., • •  • 4  • •  " .. ... .. . } .:.}. 
bahwa d.ala.."!l . rMgJrn pernbin.tt.."ln pegawru sebag<U pelalt:&"tna.rui 
Pernturn.n Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . .. , , . . . . . . .  f4/, perlu 
menetapkrut Keputusan . . . . . . . . . . .. .  ., tentang Penetapan Jabatan dan 
f'eringka.t CPNS Ynng 'l'elnh Dfo.ngkat Sebagru PNS di L:ingkungan 

L Perntun:.\n M.enteri Keuangru1 . .. .. .. . . . . . . .  ,. . . . . .  i 5J tentang Organioasi clan 
Tata K'!1.rja Kementerian Keucmga.n; 

2. Peraturan !>fonted Keuangan Nomo1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1) tentang 
Mek.:1nfame Pene,tttpM .Jabatan clan Pering)<:at bagi Pela.ksi.1.tm. di 
Ling;k-ungo:n Kementerian Keuangan; 

3 . KeputU$M Mented Keuanga.n Noroor , . . . . . . . . .  ,.. isl tentn1.g Jabata.n 
cfa . .n Peringkat Bagi Pelaks<\na di Lingkungan Kementerfa.n 
Keu.:mg:an; 

:Memperh;:\tik� : L SK Penganglcatan PNf: L . . . . m; 

KEDUA 

2. KeputU$an , . . . . . . . .  P< Nomor . . . .  tentru1g . . . .  (SK pe.netapan jabatan 
dan per.ingkat pertama Peiak&"<na] 101; 

�;,>fElvHJ'J'USK..AJ�; 

KEPUTUS.t'Ll\' . . . .... . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . .  \ : (  'IENT.A...:t�G PENETAP.t\J� JABATAN 
Dill'{ PE-RINGKAT CPNS YAl\G TELAH DlAi'l'GKAT SEBAGA.1 PNS D1 
LINGKlTNGAN' � . . . . .. . . . .  ,.,. . . . . . .  :�.1 

Menetaz:ikrui. Pefa.ksa.:na di lingkungan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  l:Ji yang namru1ya 
tercant.un.i datru:n !ajur . .. .. .  dengan jabat.."t:n clan peringlmt :la.nu .. yang 
t.er'-::antwn datr ..... '71 foj.ur . .  . dan . . . , sehinggn me:miliki jab;;ito.n drui 
perinE,")cat baru yang tercB.nturo druam lajur . . . dan . . .  �ebaga.im�nn 
dimak.$Ud. dakun Lampiran ya.o.g meropa.k;;u:i. bng*an yang tidal� 
terpim.1r.J.::.:.'Ul dari Keputu::rnm . . . . . . . . . . . . . . .  \:1 inL 
Keputusan . . . . .. .. . . . . . . . .  n1 ini mulru berlnlm pada tanggu1 ditetapkan dan 
bedalru :Gurot sejak tunggal . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .  H•) . 

Salin.."ln Keputusan . . . . . . . .. . .  int c.Hsampf\ikan kepadn: 
L Kepal� Biro Perenc.an;;1.an dan Keuang.:m; 
2. Kepafo. Biro Orgar.ir.>::tsi drui Ketat<.'\lrur.:$ariaan; 
3 .. Kep"-1:" Biro Sumber D.:'\ya Mrmusia .  
PetikM Keputur.:i:tn . . . . . . . . . . . . .  \ i l  ini dfrm.mpo..ik� kepnda yang 
:bersangkutttn untuk tliketahui clan digum'lk .. 'trl neht\gttimana mestinya. 

Ditetapk<m. di . . . . . . . no1 

pada tn.nggal . , . , . .. . . ..  11<>1 

.a. n.. . ... .. .. ... .. . .. .. . .. .  � .. . . . . . . . . .. .. . t i � f  
. ..  , • ., • •  -� .. . ,,_ .• .. � ,  • l , , . .. .. ... l "'" .  f l.:i� 

( t.<l\ • "' .. .  .,. ' f "'  � ,.  • 0, .. .  , 0 � A  0 • + • •  f.. .. ' 

IvlP . . . . , . . . .. . . . . . . . . . .  1:.a,1 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 8 4 -

LAM PI RAN 

CON'J'OH FORMAT Llll\!PIRAN KEPUTtJSAN PENETAPAN ch\BATAil DAN PEIUNGKA'J' C'PNS. YANG TELAH DlAJfGliAT SJ;;Bi\GAI PNS 

LAMPIR�Ui JiEPll!llSA!L . . . . . .  
1WMOR .. . . . , 
1EllTAN<l 
�Eli£T,\PMI JAllATMI DAii P£1'l.11fCi1'AT <:°PNS 'iAJlt. !CL:.11 
(if1\HGHAT' .SEEAGAI PUS 
Di LWGJWNGMT.- . . . . .  v .. , . ,  .. ,. , ,  

• . no. ·;/ . " rbioiDuU.:ii LAMA ICPilSI 
. PANG.KATIOOL 'I • ·" n,OOtilllP ,. JADA1ANDAN 

.. · 
Tl!T �(lll .  l!EbtillUJiAil · P6Rl�Gl.CAT 

, , .... 
I ll. . 121 . •· . .  !Bl 141 ... /Ii i  
1 .  P!\ul / l99L. P�neatur {H/clf Diplom11. Ill Pi'n£"olA.li Ditri. 

1 Oktober 2016 pad� Snbhgi;m, .. 
S:if!ltrn . . .  � 

2. Mf'ri(l-f 1P90 ... Pell_&il.tlU 'J'k I Diploma I P�neallministiasi 
Ulla)/ 1 Oklober IJJJHtW 

2•)iiJ P•d•. S���'el•u . . .  
n .... gfa.u .. . .  

\ l) Pimptm:u-:i. unit esdon J yang bernttng')rutan 

(2) Nor.110.r Keputus;.m Pimpinan unit eselon I 

1.i1 · 

tMr : rtRWGliAr 
TEMKl!IR 

.. m 
t -Oktobe-r 

ZOlV 

1 Oktober 
zow 

C:ontoh : KEPUTUSAl"'J SEKR!I:TARlS JENDERA.L 
NOMOR :xxx/131/20 . .  

(31 Unit e.::ielon U yang berG.,'\.ngkutan 

DARV IPHSI 

.(�) . 
Pt!.Data U11alH\ 
Seoios 
Et<'dA 
Snbb:t£}lUt, . .  
. �.�eif1.�i.,_� .. . 
f'�u�ta UsalH1. 
Peurnla 
ptnb 
S.u\lb11ei�h . . . 
"BVi!\U . ,  . .  

191 

llin 

· (H)J 
Di.aoeJaf . .5elu1.el!.i P.U5 
t�lf l Oktobn 2017 

Oi�nek�t s�b�f!li PNS 
Hlt 1 Oklohdo11  

(4} Nomor Perctturan Mented Keuo.ngan tentrui.g !vlekanfame Penetapan �iabatan Dan 
Pering1rnt Bag) Peiaksana Di Lingh.-ungan Kementerfan Keuungan "l 

(51 Nomor Pe.ratunm lvfenteri Keuangan tentnng Organisasi: Dcill Tata KerjC:t Kementerian 
K-eua11gan/lnstans.i Ve.rtikru cl.an UPT-1 

(6) N'omor Keputu:mn 1'v1enteri Keuangan tentrtng J;;i.batan dM PerLngkat Bagi P.e1ak$ana 
Di Li.ngk-ungan Kementerit'\n Keuangan·) 

(Tl SK pengang1mtru:i CPNS menjad.i PNS 

\SJ SK penetaprui pert.a.ma pelak1:>ana drtk\m jah..'1.tan clan peringkat 

{ 1 OJ Tempat dan Tting.gru penetapan Sur;?tt Keputusan 

(1 1 1 Pimpirn:tn m::-..it esefon 1 

( 12} Pimpinan unit e�don U 

\ 13) Na.ma pimpinan UP.it e:;;don II 

( .14) NIP Pimpimm unit e1:>e1on II 
·A ) P;aci.s . .  c';.t�:_ $.)..:;,,,r. me-n:-i.t!';t.n"l ::·i!pu.tu:i:.m ?.�nettl.p-.m .J�C..';atan. d�n ?er.in;:,14�� ?e3AAs�;n�. p':irLu rn�.rnpetb�h:.'\.."fU i  

?�r�.turatt t,;.;:b�e:ru.tnMt\ p!ld'-\ �nek.fi. . 5  (,:L.'\.� t3 
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5 .  C O NTOH FO RMAT KEPUTU SAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN 
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DALAM YANG KEMBALI DARI 
D I PEKERJAKAN / DIPERBANTUKAN 

KE.PUTIISAl\ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 1 1.1 
NOMOR . . . . . . . . .  \: 

PEN'ET.A.PA.:'\'i .JABATA.l\' DAN PERING.Kll.T BAGI PELAI\:.S�.J"iA YA"!G IIB}.'fBALJ DARJ 
D1 PEKERJAKlu"i{ /DlPERBANTUKAN 

Mengfugat 

DI LIN'GKUNGAl\' . . . . . . . . . . . . . . .  , .  . .. . . . .  Ri 

bahwO'.\ druam. rn.ngJrn pen1binaan peg.:nvai $ebagru. pel.ak:'.i.."\naan 
Perntun·1xI Menteri Keuangan Nomor . , , . . . . . . . . . . . . . . . ' "),  perlu 
menetapkan Keputu::>an . . . . . . . . .  . , ,, . , .  ten.tang Pen et a pan PelakGana 
Dalrun Jabatl'U) dM Peringk.;1.t yang Kembrul Di'u·i 
Dipekerjak:m/Dipetb<'\ntukan di LfogJrungan . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . w; 
L Peratur.'.lfl Mented Keuangan . . . . . . . . . . . . . . . . .  J$) tentang Organi$asi dan 

T<.\.ta lforja Kemented.M Keuangan; 
2. Pe.raturru1 S.·fonteri Keu.angan Nomo.r . .. . . ... . . . . . . . . . . . (-'l tentang 

Mekanbme Penetaprui .Jaoatru1 clrui Peringkat bagi Pelaksana di 
Linf,kungan Kementerian Kemmgan; 

3. Ke.putusan Mente.ri Keuangrui Nomor . . . . . . . . . . . . .  ie; tenfat'.g .J..;tbatan 
dart Peringkat B.1gi. Pefo.ks<1n;J. di Lingh,'"Ungo.n Kementerian 
Keuangan: 

MemperhatHc<'\n ; L Keputusan mengenru pengak:tifan, kembali ::iebagru pegawai 
Kementerfo..n Keua.ngan . . . . . . nt; 

M:enetapka.n 

PERTA.MA 

KEDUA 

2. Keputu:c:ru1 . . .. . .. . .  1�} Nomor . . . . tentang . . . .  {SK penetapan jabat.:m 
dan peringkat pekl.k:>ana sebelumv,;ya) ;ci, 

MEMUTUSK.LL'I: 
Kfi:Pt;TUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 TENT.ANG PENETJl..PA,t� JABA'TAN 
Dt\!"'1 PERINGKAT BAGI PELAK.SANA YA..WG KEMBALI DARI 
DlPEKBRJAK.AN/DJPERBANTUKA.l'!J DI LINGKUNGP.:'.i .. . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  !�1  
Menetaplcan Pe1aksana Um um di !ingk-ungn.n . . . . .. . . . . .  . .  . .  . .  . .  • i;; i  yang 
n;;umtnya tercantum dal&'Tl lajur . . . . dertgan je1.bat.:m clan peringk;'.'l;t 
l�a yang tercantum daL-un 1ajur . . .  clan . . . , sehingga memiliki jabt'ttan 
dt'l..n peringkat barn yang te:rcantu:m dalam kfrur . .  . dan . . .  

S•ilbagain1...'Ula dimztk!:>ud druam r..._,,_"Ilpiran yang meru.pal<::art baginn yang 
tidak terpfaah.kru� dari Kepufusan . . . . .. . . . .  , ,  .. .. flJ W. 
KeFututan . . . . . . . . . .. . . . . .  rn ini mulai berlaku p::1da tanggal ditetapktu1 dan 
beriaku. t:urut sejak tru1ggru . . . . . .  , .  . . . . . . . . . . . .  ,�1 . 
Salinan Keputu::;.an . .  . ,  . . .. . . .  1ni disamp:.ukar: kepad.;;l.: 
1 .  Keprua. Biro Perencanaan dan Keuanga.n; 
2.  Keprua Biro O.rganisasi dan Ketaw.fo.k:>anaan; 
3. Kepafo. EH:ro Sumber Daya :\fanusia. 
Petik..w Keput:usa.n . . . . . . . . . . . . .  i: l  ini disrunp;;i.il<:an kepw;ia y.:mg 
ber::;;:u1g,h.'Utan untuk diketrumi dan cilgunak..'ti'l. sebagaimana. me::;tinya. 

Ditetapkru> di . . . .  , . . � �oJ 
pad::.\ tanggal . . . . . . . . .. . 110? 

(l<!l 
· • '� · · � -.. .  � .. · · �  . .. . . � .. . . . . . .  ,,... . � 

NIP . . . . . . .  , .  . . . . . . . . . . .. i ! �! 
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LAMPI RAN 

CONTOH !"ORM.1\T LAMPIRAN lillPUTUSAN PENETAPAN JAB,\TAN DAN P.ERINGKAT BAGI P.E:LAKSANA Yi\NG J{EMBJ\Ll DARI DJI>EJ{.£RJl\KAN/Dl.PERDAN1'UHAN . 
LA.M.PlHAH KJSPUT!l.SAU . . . NOMOR . .  
1'1Wt'kNG 
PEU£.!APAN" JAbA't,.."\?i lJAH P.£RINOhti.!" BAGI l'£LAJ\$ANA YANG T£L/Ol. trnREIALI .OAR! DJPEKER.JAt=...'\?i fDJP.ERBM�TVl{Mi DI LYNGH'.VNGl\U., , . ,  . . . .. .. " ' " • '  

I .  l'EtitiiSAt/A UMUM YANG l\EMBALI DARI DIPBH.ERJAl\AN/Dll'ERBANTTJIV\N DAN DITETAPKAN SBBAGAI PELAl\Si\NA UMUM 
I · NO, 

1. 

2, 

J, 

AyyMhft93Q .. .  

l\ht\lif:l/ 1980 .. .  

TlllUiljf 1984 . . . .  

\NO. .· .�MtA_IUfP�. 
I< '* , .,, " 

1•1 
· Pe1111.�A- Mr1d� 

{Ulf:1)f 1 Okt11l1H 2Cit5 

141 
Diplom� UI  Pt>nl lOS'l's 

• .  J1mior 
p>'til:\ 
S11hl1;tel11l1 . . •  

Ibgbn . .  

Pt>lllIOSf'S
· , . JUnioI 

p1ula 
SuhbAEfiirn . . . 

Il3.ti.itn .. .. 

.... 

ntt 

wi· · ftol 
f t  DipekNjl'tl1:1t11idlpt1b"-.11 t r1k :m ��lllma LS 

ti\h1u1 

,IU:T 

110 1  
a. DiPili;JM111�/ dliiib�lii"Uk;.»1�Titm;:-

3 b1.l111u 
b. r.lemllH-:i NEP D:dlt 71rne b'l'hun 

digtt11l'llt11:1� d!l..l.�w 5idllnf p('uil�J1m 

2. PELAl\SANA IU!U.SUS DAN PBLAHSANA AWAK !WAL PATROL! YANG KEMBALI DAm DJPEJ<ERJAKAN/DIPERBANTUKAN DAN 
DJTE'fAl'Ji.AN SEDAGAI PELAJ{SANA UMUM 

·ill' 
F.f<IHth Murb 

(lll,l•l/ J 
Oklaber 201_, 

Sfrd11. 1 S'Jkr�bris 
Es�lou t 
p;..•.h SultbAe;b.1.:1., .  
lb.gi11D . .. .  

l. 1 

. 

!1i· 
1 J°"nnul P.t•HHO��·"° 

2 9 H  .,.Ju11i"o1· 

p!ld.\\ 
.SJif1b11�l�Jt • .  , 

Ibf":illn . , .  

·DARU 

. 

VJpaJ;.-rjs.k:mf <l.ipub-11.nt11Juuc u-1�.mit. ;J 
tflilrnn 

3, PELAl\Sl\NA HHUSUS YANG JrB�lBALI DAl<l DIPElmRJAiCAN/DlPERBANTUIV\N DAN DITJ':TAPIV\N SEBAGAI PEJ,AIWAN1UUIUSUS 

. I i i  

' \ 

j2) ,, 
C�r:,./ .1984 •. , 

2, D111:11iel/ 19S2 

J. .  lnct11hf 1982 . .. 

PAMfa'i41Jg{t' I �P.�_nomiH.Ax 
�. .. ' �-

P�u11h Mml1' 
llII/ �l/ J OJ;-�cb"l't· 2f).1� 

Sln'litJ\ 1 

l.t\M1\ !SEtiEU.lM .01.PBl��RJAlg.:hfDJ.PtRliA�l'V�..Ul) 

5f'k[-efull 
()�1011 11 
p1td!' 
$11bl1>t.gi:u1 . . 

0«'-"'iitu.- . •  

10 1 J11uu�1·i 
20 1.;  

' 

s�kn!{-:..rit: E$eolou II 
pad:\ 
S1thlt>tgi1rn . . . 
811 ... i111� . - - -

P�ncatiLr 't'h: I 
!H/djf l April 

20N· 
Dipl1Jm11: Hl Sek°rl!'tuii; f J1 11m-.ri -'S"l'krebrh 

Pt.nll.ta Mnda 
!IIIf11j( l 

Okh:ib�r 2'0JJ 

£�1"lo-11 I I  
p1nl11 
51\h1J11_ell\t1,.. 
B«.eian ...... 

S1,<kat11rl11 
E!tdcm ll 
p 1u1,. 
St1bb11.gi.:w . . . 
Bii: i.11u .... � 

. 2Qt5 E��hm H 
i:i11d11 
51tfJb11gt<\.u . . . 

R1te:i11n . .. 

1 Ja1m�1i Bl}1Hfal111.1·11 
201.� p1tl11' 

S11hlt11ei1m . . •  

Bs.ei1m . . . .  

DA.RV 
,MA.SA V.BRJA. 

9 0h1 1u 

; .'. 

'.··· tUJ 
Di11�li:1t1j11.k,.n/dipubimt1;ik1tn 
ob.llt11. 0 blrnn 

11.. nip·t1:tei1)att11lfdlp+1 btmti1kt\ 
Ii $"!'-IAIUA fj b\'.llau 

b. tllu� 1'1-rja uh�htm 
diJ11"k"!'-rj11 k11n/ ififl l!Ib1m t11�iu1 
1td*-b.h 2 lithtm, Hl.r.bh 
:k�mb1'li rltoi 
tli,p•k•,}ak;m/ll.ip�rh .. 1)t1�k1tn 
mau knj11 ;11.1)e nl1foholmy111. 
d"-n11.t dfo.kum!1h�ik:-.1l 

lllptkeir}111kft O! dipubftnt 11 �:rn 
.,t!llOHI :) t�}t1jU 
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4. l'ELAflS1\NA UMUM DAN PllL/ll\S/INA AWAK !V\PAL PATIWL! rrnnmALl DARI ll!PEJ>ERclAJV\l'l/DlrEIUJANTlllVIN DAN DlTBTAPl\AN 
SEDAGAl PELAHSANA IU!USUS 

· JAlMtAtf DAit' TMT · JADA'TAlf 
0 lfEOUv\il{Afi' P£RUit:ur.A:r t1SRHRlKA! DAN TERAKlilA llWVDUKAN 

KO. 

1 1 1  l<J l·iJ" 
Str<'h i 

... , '(6) 171 18f . 191 iJOJ ) ,  . -,�U'-"1''---'-"-i 
i. Dl�·i/19M . .. P<!-Mll! MmI.\ 

fill/Alf I 
Okt•:Jl!l!I 7,013 

Pemrot,.10..S'l'nir.>r to 1 J�JPTHi s��: r�Olil 0 t�Ilun Dip<!-kerji!l:l\n/ 
d.lpfo[h<11nl11hn !fb.Jn� ;): pa.di' S11l;fJagio\1J . . .  .!ON £s€<fou II 

Da£iU1 .... 1i:t1h 
$ttlJb1te;it\ti . . .  
13"1\i>i:u� .... 

bl11m · 

a.n. . . . , . . .  , .  . . . . . . . .. . . . .  � . . ..  � 1 �1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . .  ! l :i 1  

• � • >  • • • • • • •  � '  . . . .. . . .  ' "  • • • •  !li :  

KETERA.:J'\GAN: 

\t l  Pim pf n an  u ni t  eselon l ya:ng bersang.kutrui: 

(2} Nomo:r Keputus:.m Pimpin;;i.n unit es<,;lon l 

\4) 

{5) 

(6) 

(8} 

\9) 

{10) 
{ l l )  
{ 12} 

( 13} 

( 14) 

Co.ntoh : KEPUTVSA!'i SEKRETARlS .JENDERA.L 
NmllOR xxx/&J/20 . .  

Ut'jt e::;eion H :;ang ber:>..•ngku.tan 

Norn.or Pemtur;;i.n Mente.d Keuruigcu-; tentRng Mek.:misme Penet"'pan .Jabatrui Dan 
Pe.ring)�at Bagi Pektlccart(l Di Ling!rung<m Kementerian :Keuang<m ·1 . 
Nomor Pemturnn Meote.ri Keuangan tenti'.l..ng O.rganis(=t5i. Dt\n Tata Kerja Kementeria.n 
Keuangrui/lnst(\.Osi. Vertikru clan UPT"i 

Nomor Keputu:;an. Menteri Keuango..n tentang J ubatan dan Petir1gkC1.t Bagi PelC\lcsana 
Di Lingkung(U'l Kementerian Keu.:mgan"' 

Norn.or dan t<tnggal SK pengaktifan kerobali ::;ebagai pegaw;:U Kementeria.n Keuangan 

SK penetap<'ln pelaksana dalam jabatan dnn perine)c."i.t sebeluronya 

TMT yang be.rs..•ngku.t.:u1 aktif kembrui beke.rjzt di Kementedan Keuangan fSPMTl 

Pirnpina.n; unit e.selon 1 

Pimpin:m unit eselon ll 

Nama pimpinan unit eseion II 

NIP P1mpir�'1.n unit eselon. II 
.:1.) :?�dii\. �aat :t.kar .. n1e2.�.:usu.n K;:pu�u�an F"en:elapaz: Sab.ata.."'l. da..."l ?�r.ir.gl-:a.t F:·�:tl"...;;ana� p�rlu. .men:1p�rb;.�J1ru:u; 

?�..r�h;:r�:i t;;"'*hReWrt�rt\\. pad.� mzk� ,5. d.�n 6 .  
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6 . C O NTOH FO RMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN 

PERI N G KAT BAGI PELAKSANA YANG KEMBALI DARI C UTI D I  LUAR 

TANGGUNGAN NE GARA 

:KEPUTU'SA .. t\' . . . . . . . . . .  : . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . \ : !  
NO.?�,lOR. 1:::_·, 

TEKTANG 

?ENETAPAN .JABATAN DAN PERJNGKAT BACH PELAKSANA Yfu'\J'G KEMBALI DARI CUTI Dr 
LUAR TAJ".'i"GGUNG&'\i NEGAF..A 

Menimbo.ng 

!vlengingat 

Memperhrttikrul :· 

PERTk\>1A 

KEDUA 

DI LH\Gh."1.INGA.t".\ . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ,  Jn 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .  , . , ,  . .  IH. 
bahw.:;; dalrun r.t1.ngk;.1 pembinaan pegawru �;·:b!.'lgru pelak!>..-i.n0tnn 
Pernturn.n Menteri Keutt:ngru1 Norno.r . . . . .. . . . .. .. . . . .. .  Pi pedu 
memetapktJ..G Keputu:;nn . . .  .... ... . . . . . .  tenfo.ng Penetapan Jnbat.'.\n . d.an 
Pe.ringkat Bi"lgi Pefa.ksana Yung Kembati Dari Cuti Di Luru- Tang.gungru1 
Negara di Lingkungan . . . . . . . . . , . ,  . . . .. . . .  i�J; 

1 .  Pernturn.n Menteri Keuangan . . . .. . . . . . . . . . . . . J>l tenfo.ng Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan; 

2. Per::t;t:url'..'tn Mente:ci Keu.;i_ngan Nomor . . . . . . . . .. . . . . . . . . . \•:• ten.tang 
Meko.nisme Penet<tp;;lt1 Jabatan cltm Perin!;!)'\:1.'\t b<:lgi Pelaks;;lt1a di 
Lingkungan Kementedan Keua.ngan: 

.3 . Keputucan Menteri Keuangan Nomo.r . . . . . . . .. . . . .  lii tentang Jabatan 
d.n.n Peringkat Bagi Pe.Jruc;r;an<1 di Lingkungrui Kem1.mterian 
Keuangan; · 

Keputun.ctn m.engenru pengakt.ifo.n kemb.Ui sebag� 
K.ementerfan KeuangCl..fl . . . • • •  !71; 

!vlEMUTUSKAN: 

KEPUTUSA.N . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  \r) !EcNTA.t"\G PENETAPk'I' .JABATAN 
Dh'i PERJNGKAT BAGI PELAKSAWA YA�iG K�Iv!BAL1 DARI CUTI DI 
LUAR TAN'GC+uNGAN I\'..EGARA Dl UNGKUNGAN . . . . . . . . . . . . . . .  1 3i 

Menetapkan Pe1aksana Umum di Hngh.-ungrm . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  •�1 yruig 
nruncu1ya tercantum dafam lajur . . . dengan jabatan d<'.'\n peringkat lama 
yru:xg t�x·cantum da1am .1ajur . . , da.n . . .  ., sehingga. memiliki jabatan dan. 
pering-)tat baru yang tercantum dahun tajur . . .  da.n 

.
. : .  sebagru�<.ma 

dimakzud druam .Lampir.:tn yang merup::tkan bngKl.il yang ttd�c 
terpisahk.:m dad Keputuim.n ., .  . . . . . . . . . .. .. .  \�f ini.  

Keputua:.m . . . . . . . . . . . . . . . . tit ini mufa;i berlM"U pada tn.nggal ditet.:1.pk.:1.n dan 
berlaku surut. crej.U;.: ta.ngg.U . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  1of . 

Sr:iJiniil.n Keputusan . . . . . . . . . . . ini <fr:;ampaikan kep;;\dq.; 
L Kepala Biro Perenca.naan clan Keuangan: 
::;; . Kepala Biro Organ.i.sasi clan Ketl.\talak:t;ao.a;;t.Q; 
3.  Kepala Biro Sumbe:r D�•a Mnnusfa: . 

. . , .Petikan Keputusan . .. .. . . . . . . . .  01 i:ru drnampaikan kepaa:a 
. 

yang 
bersangJrutan untuk diketahui clan d:igunal<.."\n G°ebagaimana mestmya . 

Ditetapkan di . . .. . . . . . �, ,  
p;'.';dtt tang:g;ru . . . . . ,  • .  1�• 

a.n. 
. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .  n :} 

• .  , . . ..  , ,  * • •  . . .. ..  , .  •' 0 �  . .. .  I + + >  �l ,;�' 
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LAM PI RAN 

CONTOI! FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN JABAT/\N DAN PEIUNGHAT BAGI PELAIWANA YANG l\EMBAL! DAfU C U TI DI LU \R TANGGUNGAN NEGARA ' 

LAM.PJR,.\N KEF'1./TllSA.:I. . . . . . .  
IWMOR . . . .. . 
TENTAJ"i"G 
f'f,t\E:t;\!1.AN JASAlAfl VAli PERrNf;H:AT BMH PtLi\.H!!>AtlA YMl(i REM.BALI DARI ('U!l DI  LVAR Tli.HGG.lHlfoiJj U.EG;-,RA DI LHi'Glt_T,.lNOAN . ,. . ,  . . , . , , .  

. 

?. PELAKSANA UMUM DAN PELAKSA.NA AWAK.JIAPAJ, PAT.ROLi YANG KET>IDALI DA.Rl CUTI DI .LUAR TANGGUNGAN NEGARA DAN 
DlTETAJ'RAN SEBl\.G;\.l PBLl\l{SANA rrnusus 

. • 

12i  
.'\rJ1�rfl!180 .. . · .rtouab Mud� T.k Sfr11tl\ 1 Pil!'ne,loll\., .J1.u .1l<1r L Ju11tl'ifl 

2014 
.Sl!kre tt1.th l::.'l'elon .U 
p;ulA Subhatia1L,. 

fJ bhnn 

KET 

o:::�r���)�0�4 11Ad11 SubbAei>lri .�. 
<-�..L...�����-�-�����L-�����P.��!�i>�n�··�··���L-����L---��...l.:B�•�e�i'�"·�·'--��.--1����-L;__���J---� 

n.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P-=� 
• • • • • •  , . . . . .. ' . . . . . . �- . .. . !) l � 

• , ' • • • • • •  ' .  ' • •  ' • • • • • • • • • • •  11�� 
MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 11 1  

( 1 )  Pimpimm unit. eselon I J<:\ng bers:;\.flg,h.---ut;;m 

(2) Nomor Keputusan Pimpinan unit esekm I 

{3) 

(4) 

{5) 

{6) 

{iJ 

(S) 

(9) 
{ 1 0) 

( ll) 
( 12) 

( 13) 

Cont.oh ; KEPU'I'USJ\ . .N S.EKRETARlS JENDERA.L 
NOMOR -x:.xx/SJ /20 1 1 

Unit. eselon II yang bernangkutrui 

Nomor PeraturM M'enteri Keuangan t.entang Mekanisrne Penetapan .Jab;;'lton Dan 
Peringkat Bv.gi Pelak�m.m.\ Di Lingku:ngn.n Kementerian Keuangan 'i 

Nomor Peraturru:. i),fonteri Ke.uangM tentang OrganiGasi Dan Tata Kerjr'l Kem.en te.r1an 
Keurtngan/!nstansi Vertik"1 d.c-ill UPT'J 

Nomor KeputusM Menteri KeuMgM tent.Mg .Jabatan dan Perinz-J\at B::lgi Pel<'!.ks<'\na 
D1 Lln�h-ungan !fomenterian Keurui.g;:m·1 · 

Nomor dcm tanggru SK pengru..:tifa.n kemb rui s·�bagru peg<1-.w.U Kexnenteritw Keuangan 

Pimpinao unit eselon I 

PimpinM unit e:::elon U 

N::i.ma pimp!mm unit er;elon 11 

NI P Pimpinan unit ezel.on II · 

�} ?;.'\da �,�st a.k:.m m . .e1�y·u�\U1 K�_puh.1$'i\.o P.'ar.,.�t.��P!Ul J,,Q.:\.t:u: clan. ?.erinf;k::l.t ?=ej�::;:an.:\. p<?tlu. me.mp�:rl.n:th..s.xui 
Peraturar .. $·.ebAga.in-,.an�� .paci�;. .an:;.�:a ,5 d·R?i ·'5 �  
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G .  KEPUTU SAN PI MPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN JABATAN 
DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUAN GAN YAN G  

M ENJALANKAN TU GAS B E LAJAR 

KEPUTU.S,<\l'\' . . . . . . . . . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .  . ,  . . . .. .  . , . :i 

N01v10R 

TENTANG 

PBNET.A.PAJ\i JABAT&'l DAN PERINGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUA..NGAN YA.NG 

l\·1eng;ingat 

MenetC\pkci.n 

PERTAM'A 

KEDUA 

MENJALA,XKr'\N TiiGAS BELA.JAR D1 LINGKUNGA.N ,. . . . .. . .. . . .. . ,. .  . . . . . . . . .  12:· 

. . . . . .  ,. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ( ; \  
l.!ahwa d.;:;.ku:n :ra:ng)m pemhin&'1n pegaw,:U ::;ebag::U pelak::;anaetn 
Peratu:ran Mented Keu::mgan Nomor . . . . . . . . . . .. . . . . . .  M, pe.rlu 
menetapk<'-11. Keputu$ru; . . . . . . . . . ,. .. :· 1 : ;  tent::tng Penetaprut J<'\btl.tru-1 dan 
Peringkat Bagi PN'S Kementerian Keuangan Yang },fonjal.:ui.ko.n Tugar; 
Belajar di Lfoglmng<.'l..!1 , . .. . . . . . . .  ,. . . . .. .  )sJ: 

L Pet;;1.turan Menteri Keuruig;u1 ... . .. .. .. . . . . . . . . . . \;! ten.ta.ng Organism;i Dan 
Tata Kerj(l Kementerian KeuGngan.: 

2 ... P·e . . ratur.�an ·rv1ente:ri. l(eu.angaz1 Norn.or · -� · ·= : u · · · · ,. � '! · • ·· · J·q tentang· 
Meh-anfame Penetapan .Jci;hatan dan Perrng1rnt bagi Pelaksana Di 
Lingkungan Kementerian Keuttngan; 

3 .  Keputusan l\1enteri Keuangan h'omor .. . . . . . . ... . .  t•r tentang .Jabatt.1.n 
d;:i,,n Peringkat Bagi Pe1aksan;;i. di Lingku::ngan · Kementedan 
Keuangan; 

KEPUTUSAN . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . .  ., . . . .  Pt '!ENTA.KG PENETAPAi� .JABAT&'Z 
D.Ai'l PER1NGKAT BAGI PN S KE!v1ENTER1AN KEUA\'\JGA\"-Ji YANG 
1•.'fENJALANKAN TIJG:AS BELAJAR DI. L!NGKliNG.<\t\1 . . . . . . . . .  , .  . . . .. . . .  �.\ 

11,·fonet<\pkan F'NS di lingkungan , . . . .  , . . . . . . .. . .  <11 yC\ng nru:n.anyn ter:cantum 
dalam. lajur .. . , dengan jabatan. clan pedngkat lama yang tercantum 
dalatn Iajur . .  dan . . . .  sehingga memiliki jnba.tan dan peringkl'\t bt'l.ru 
sebai:rairn.."ll'J.a yang tercantum laj.ur . .. do.n ., . ,sebagaimana dimaksud 
dafa� L.c'\...-npi;,.'trl yang merupa1cun bagian yang tida:k terpisruuco.n dari 
Keputust'l.n . . . . . . .  ,. . . . . . . .  \ :t1 ini . 
Keputu::>;m . , , .  ... . . .. .. .. . .  (J.i ini mulai b•::.dak:u pad.a tfillggal ditetapkan clan 
Gerk1.ku surut sejnk t<;.nggaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '.•l . 

S.Uimm Keputu:mn . . . . . .. . . . .  ini diGamprukrui kepada; 
L Kepafa Biro :Perenc.."'\.naan clrui: Keu'1n.gM; 
2. Kepala Biro Otgani!>asi d ;:m  Ket.:1.trua.ksanrmn: 
3 ,  Kepaltt Biro Sumber Daya Ma.nusia. · 

Ditetttpkan di . . . , . . . i •l 
p�""tda tang.gal . . . . .  .. . '�' 

• •. • • • • • •. • •  � • •. • • • • ·• . .  • .•. • • • • t.!'. l t  

NIP . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  ; r.,;,i 
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LAMPI RAN 

L ,\l\ll'lRA!f KEPUTUSAN . . .  _ , ,  

ttOMOlc . . . .. 
T ENTANG 
PE!IE·TAPA."i .JAllATAN DAii PERIN.GI\AT BAGI PNS 
liE:MEl'U ERIAN ltEUAl<GN-1 YANG MENJALAN !l:AN Tl'GAS 
BELAJAR DI L!NGKUNGAfi . . . . .. .  . 

1) PEJABAT STRUKTURl\L YANG l\IEN·JALA!'llV\N TUGl\S BELAJ/\R 

N(.J; 
I · . ;. 

llA�tA / li!P 

L Jlayn / 1 �$0 •. 

PANGl\i\T/ <JO.I,/T�lT 
GOL . 

\vJ 
"P-tJ1Rfa �fod . .i\ �UJ/aJ/ 
1 ;\ptil. 201-1 

· . · · 

St i•ta  l 
(51 . 

K•p•l• Sn.fyo•v•n 
Or!$�llhas.i IC 
Pada ... .  

. 
JAr!ATAN . 

P'lak!fnoa l�teas Be!AjH !k r 

8AllU . 
, . 

· . . 

-PERlNGKAl 

1 2  M.i;,-njali\nk"n. ·Tugns B�fo.jitr 5.2 

:2) PEJABAT l'UNGSIONAL YANG MENJALANKAN TUGAS BELA•Jt\R 

' \iQ_ ;· JU1�\A I .NJ!' 
1 i .  ;:,,: ... . 12) f l). 

PAllGKATi 
• GOL/ HIT . GOL 

Pehnta Mnda. (Ill/>lf 
1 ApliJ -<Oi4 

:2A Whrin./ 1 \.)88.... }'(<ne.atm: Mmla 
T!rl !II/Iii/ 

l April W.14 

Stt:afa i 

Diplo m tt l  

. 
:· . JA.BATAN 

Pu.\ui\ta Kori1puh>r Pelak.s�na ·fiJC!ti$ P11ny�lfa. BelAjM "!k I 
Pada . . .  

Pnrnab J\ornputer Pt'lab:i!lll!\. T ug�'J 
Prla.k!au�. l''l? tnub B�lt1:jac Tk \rI 
Pa�h\ . . .  , 

BARU ltET 

·. P�R!!10KAI 
m ·  
12 

:3) PELAJ\SANA utifUM YA.NCHl.ENJALANI\AN TUGAS BBLAJAR 

NO. 

Ill 
1 .  

:. 
NA.MA /!lll' .. 
.. .., 

(2) 
Anito /19S4 

PANGl\AT/ ' GOL/TMT. 
®ii 

. - /�I 

· P.E:NtiUlIKAN .. !'---'--�"'· �-· -'· :--'-1-1' -'Li::,lJ\!A="--· ,....c.--,.,."----o:1"'MT""·,.---.+-�---'� @: . 
. 

. ' . JAB.\TAN � P&R,iNGl(AT ' £ER1.NGKAT . JABATAN . PERINGKAT ' 
· , T.ERARJ:llR · • .. '. • , .. 

· m  . . · · {6) 11v' · 1si · 19r ''· 
l'enialnr Diplom• Ill l'euyAji ... Senior 

P•d• S11bb•giw . . . .  
!l.gim 

:1 J1mnID.i 
2017 

Pelaki<:w• Tue"-' U.laJAr 
'!k V 

(ll/¢)f 1 Apri.l. 20lJ 

1 101 

4] PE;LAKSANA lU:IllSUS YANG MENJJILANKAN TUGl\S llELA·JAR. 

At�u I 198<\. , .  P•ne•tou:Tk I Oiplom• !II 1n/�!f 1 Apoil 2015 �k.n!t'Aris E""lou J.I. 
PRdA Subh�iui, . . . 
B"fi<m .... 

'O.ll'. •  PElilliGKAT t� 
1 Ja11u;i.1i 
2011 

!!AR.II 
JAl!ATAN 

Ptol<llt$�l1'Tt1.,_,. B•lajar 'Cl <V 
s 

. 10 
�belttm tlit�brpkan m�njadi 
P<!lW:uut Khos:qa:, y1toe: h�HUlll$'kutan lwhun perniilt 
dH�t�pkw ubaea.i Petl\k!J1tua Umum. 
5t'hingg� kfctl"k'1. J(i",JlU llll!l)j>llMWn 01ga �1:\Ja.r, y:u1e b�u"1tlrutl\n 
dit�tapbn se-iJ�11:l l'�lltJW\n�·u11.111111 <l••ll"'' p»ineJ:•t a 
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· · ·'; PErlDIDlKAN -c 1A1JA X. PAHGKAT/ G-01./ . . t-..,.--.-..,.---,---,.,,---,..,---:;:;=�-+-,......;--BAA-,-ll----I 
T1.JT GOL TI1IT ,,_ 

!!ET 

(1)  12' 
2. kJ1a /1989 .... Pi:>UfRhu Tk I Diple>ma Ul 

(fl/d i /  l April 2015 

3. Bari/ 1984 .. Pi!'n�atm 1'f11da Tk I Dipli>illft I 
{II/hi{ l April 21) 1 5  

4. Y<1.sri/ 1960 ... . Poeu�.tm: Tk I Dipl1,}1U<'I, III 
{Il/dJ/ l Apri! W!O 

•·JAllATAN . . PER!lro\!A'.!' PERINOKAT -f'.W. ATA(i TERAimm· 
Sekret.a.ris 
Es�lou ll Pad.?. 
S11bh"Ui1UI ..... 
BR.gi;).JL. . 

E�udR.lu\.l"I\ 
P�i:lr\ 
S'1bbll.l!)11..n . . . . .  
Dagi<\u . .. 

Bend�tl'lrl'I 
P.-.da 
SuhbA,filW • . .  

Bngj:w . .  

fol  !71 !SJ 
S. 1 .Jam.1ari P.;olak.9:.sna 

9 

2017 Tng:.u B�·bjar 
Tk VI 

1 .Ja.nw.:ii Peht.k.9ma 
20.17 TugM Beliijftr 

Tk V! 

1. J1U11UUi Peh.lraan11. 
2017 lne;:.ui B�lajar 

'Ik V 

l2) Nomor Ke;putu!>M Pi:mpinan unit e!i.elon I 

Cont:oh : KEPUWSA ... 'i\ SEKRE1'ARIS JENDE-RAL 
NOMOR xxx/SJ/201 1 

(3) Unit eselon II yang ber!.:angkutan 

PERI!IGKAT: 
!91 
7 

7 

1 101 
a:. Sebt<IUW dit�bpknn mi:-njadi 

Pt11ttk.,trUut KhU.111.'J· !Se.krt<bris 
Eselon. Ifl . .Ylllll.g hernruiekutau 
t-elah tlitebr.pkl:'n seb�z;U 
P"ll.\k.51'1.lta t11muu d'!'ugao 
p�ringk.at jMi:\ta.n 7 s.e11:u::ii Snrat 
K9p11hu1ru1 __ NvmQr._ 

b. J1k>mili.Jti. rrnp J{.\U-<'l.Ulf yaug b�!iUlJ 
digunak;m rlalru.tt sht;o;1iz p1,;n.il?ja1l 
!ketikft numjadi' Pehk.lr9'.lll\ l'nnuuj 

c. S,f'hehuu rut:@t.P.pJmu menjAdi 
Pela.ksrui.a Ehmms- 1.�nd::ibnral, 
:r�t4! ben1ru1e.kutRn tP.lah 
ditt?"tn.pk.1m .tt'f'hae� F�l.P;k.s�1)a 
Unnuu dmJ!M periH!kat jabatan 7 

d. fl'tt>miliki tfE'P Bftik ·yA.11.g OOhuu 
dig1mnk;m <l.:i..hun "idaue: peniliU.iu1 
(l.c�tika men,jndi Pe-l�ann Uimw1i 

t:o. Sy7..r11.t peudi.tlikau ti:d!'l.1' :ite>•r.1Ri 
d�ngan p!:!rin;fkii:t jabafan 

P;. • •  �beh1m dite-tapkau meajadi 
P�lR.1.."'lrua Khu.�1ls: 1:Sekt'etarb 
E:rtl'1Qn lfl. Yl'll:g b"n!Ule:ki:lhm. 
teb.11 d:it.;.tf\plnui sebP.zai 
Peia.k.!N.ta Unnun d�nean 
p<!rln.e:kRt jabA.tu1 7 .s:M1.ui Sur11.t 
H<i>putu&Rn .. NOlll<Jr. . • 

b .  Mt1milOLi NEP Birik yane ltt!h1m 
d.if';un1'-klW dlllrun sidP:ng potni1Ai·11.n 
O::etikf\ meujatli Pefak.s.J'l.Jla Ummu) 

a . tJ  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;; ,,J 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  lit� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (:;J 
N1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l�ll 

(4) Nomor P<e.ratur.'.."l.P Mented: Keua .. ugan tentang: lvfok;;t.:(usme Penet.."l.pan Jabatan Da;:1 
Peringkat Bagi Pel.ak!>ana Di Lingkungan Kementedan Keuru:lgan ., 

{5) Nomor Peraturan :Menteri Keuangan tentan_g Organir.:as.i Dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangi:l.n/lnstansi Vertikal clan UPT; 

(6) Nomor' Keputl.lsan Mented KeutmgC\.tl tenta:ng .Jab<\tan dan Peringk�1.t Bagi Peb.ksan..>. 
Di t.ingkt.mgan Kementerio.n Keuangan'l 

{7) Nomor drui tangg::U SK Tugai; Be1ajar 

($) Nomor Keputusan menge:o;ai penetapa,n peiaksana dalam jabatan dnn pe.ringkat 
t>e.be1umnya 

(9} TMT melaks4'.nakan tl.lgaG beJayar, untuk: yang akan melalcsanakan tugas belajptr 

( 1 1) Pi:npinan unit eselon f 

( 12} Pi:mpinan unit eselon JI 

( 13) Nama pimpinan unit e$elo.n II 

( 14t NIP Plmpinan unit eselon II 
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H .  C O NTOH FO RMAT KEPUTU SAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI 

PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG KEMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS 

B ELAJAR 

KEPUTUSA.N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i •l 
NOMOP: 

TENTANG 

PENETAPAN JABA'fAN" D.A.i\ PERINGKAT BA<:H PNS KEMENTERlAJ\' KEUANGAJ\ YANG 
KEMBALI DARl MENJ.A.LA..NKA.N TUGAS BELAJAR DI LINGKUl\GAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1a; 

.: �. "  
.. ... " " • • •  ,. . . .. . . . . .. ..  " •· •• � � • � ' • , • • • • '<. .. �-, 

Menimb.:mg bahwa druam n:wgka pembinaa.n pegmvru cebagru pe1aksanaan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . .  . , . ,  . . . .  . .  ��) perlu 
menetapk::;.:n Keputt.wan . . . . . . . . . .. . . . . � i i  tent:u1g Penetapan .Jabatan da.n 
Per.ingkut. Bagi PI\'.S Kementerian Keuru1g<m Yang Kernh.:Ui dad 
Menjruankan Tu.gas Belajar di Linglrung:an . . . . . . . . . . . . . . . . . , . (-3); 

ivfongingat 1 .  Pemturnn Menteri Keu..-wgan . . .. ... . . . . . . . . . . .  ;�,1 tentang Orgaru::;asi Dan 
Tata Kerja Kementerian Keuang.:m: 

2. Pemtura.n Menteri Keu::mgan Nomor . . . . .  . . . . . .  .. . .  . .  . .  (�J ten tang 
Mek .. "'1.ni::;me Penetapan Jabatan da.n P�ringk;'.,\t bagi Pelaks�a Di 
Lingkungan Kementericu:i. Keu.:mg�'\n: 

3. Keputucr:.:m Menteri Keua.ngan Nomor . . . . . . . . . . . . .  fcJ tentetng .Jabt1.tan 
dan Perir...gkut Bagi Pelal::.:san..1. di Ling1rung1Jl!'.l. Kementerinn 
Keuru::igM1; 

Me:mperhatik.:m : L Keputuaan . . . ... . . .. \:.1 Nomor . . . . tentMg .. . . . !SK Penetapan .Jabat;m 
· dan Peringka:i: Pelak::;an<:t sebelumnya} J':l: 

!vfonetnpk.::tn 

PERTM1A 

KEDUA 

2. Sumi pengru':ctifan kembrui cfari t:uga::; befo1jar . .  iZ}. 

KEPUTUSAN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l �l TENTAl'iG PENETAPAl'� J,1\BATA!'i 
DAl.'-i' PER!NGKAT BAGI PNS KEMENTERIAN KEUANGAN YANG 
KEMBALI DARI MENJALAA"K.r\N TlJGAS BELAJAR DI 
Ll:NGK.v.NGAN . . . . . . . . . . . . . . .. . .  J.zJ. 

Menetapkan PNS d.i iing,kungan . . . .. . . . . . . . . . .  i�J yang na.-nanya tercantum 
cit"llrtm 1ajur , • .  deng:.m jabatan clan peringk.llt lama yang tercruitum 
dt'llam lajur .. . dan . . . ,. sehingga memiliki jabatan clan peringkat b;::1.m 
yan\?' tercantum drurun fajur , .  . dan . . .  sebagaimana dimaksud dru::un l"l:�piran yang merupz:1ktm bn:gian yang; tidak terpisahkan dari 
Keputusan . .  ,. , , ,. . .  , .  .. . ., i�R ini. 

_ . 

, 
, . Keputl.ts;:u:i. . . . .., . .. . . . .  . , .  r:; ir..i rnulru br::-daku pada tangga1 ditetapk;:\n dan 

bedaku sumt sejruc tang.gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '.•, 1  • 

$.:Uina.n KeputusrU1 . . . . . . . . . . .  fr.i disrunprukan kepada: 
1. Keprua Biro Perencrularu:t dan Keuru::igan: 
2.  Keprua Biro Organis::tsi cl an  Ketatruru;:::>('tfla;;tn; 
3.  Keprutl Biro Sumber Daya }:fam.t:.ia. · 

Petikru'l Keputw:;an . . . . . . . . .. . .  . �"1 ini disa:nprukan k1t1pnda yang 
· bernangkutan untuk diketah.ui clan digunakan sebagat!P-<1.na mestinyt:\. 

Dltet...,.pk;:u1 <:li • ,. . . . . .  ' "" 

pad..9.. taIJ.�a.1 . . . . . . . . .  � ! Jc.? 

. . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . .  l'"l 

� .  � • •  - ·  • • • • • •  ., -• .., . .. - - • • 1• . ( "'"� 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P�J 
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LAM P  IRAN 
LAMP!HAN KE PUT USAN . . . . . . . 
NOM O R .  . . . . .  
TElffANG 
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGRAT BAGI 
P!'iS KE MENTEHIAN liEUANG!\N YA.NG KtMSAU DAR! ME!i'JALi\IH{A?i TUG,,s 
IJELAJAR DI LlNG!iUNG.W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

11 PEJ1\BAT FUNGSIONAL YANG J(EMBALI DARI MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DAN DITETAPKAN SBBAGAI PBLAl{SANA UlliUM 

PANGJUt'f 1 '""' . P£i1Dlt>!KAN . .  . ... 

NO.- 1 ., llMJA/ 1UI', GOL/ HIT JAEATAll 
. " .got . '\ 

111 12r .. iJt r41 : -� 151 
l .  ll'ill'in/ 198S . . .  P�ngat11t Diploma lll  P�fak.lM� THEM j l lf<.li ll•l:tjar \'I 

1 April 2014 

. .  ·· 1.AMA . . 

·. TMT 
PEl!INGKAT l'fR!llOl\AT 

TEIWU!IR .. 
f�I 171 - · 

1 Jttnni\d 2018 

... . . . DARI! 

JAIMTAll PERTllO&U 

f81 
Peny-aji. ,S�uior 
Pad> 

. Suhb•�lau ,. 

Jfaei·:\.IL .  

f91 . ' 

KET' 

T�l•h $�l••lti m�njalankan tug�! ••l•i•r om 

2) PEJABAT FUNGSIONAL .YJ\NG .REMBALI .DA.RI lllBNJALllNl{AN TUGAS BELAJAR DAN D!TETAPKAN SEBAGAI PC:L/\J{SANA RHUSUS 

PANG KAT{ 
"NO. NAMA { HJP. GOLi Tl>IT 

GOL 
Hi i21 fJ J 
1. Y11ki/ 19SS." P�neRl1a 

(!.I/cl/ 
l Apxil 201.4 

. P EllD it>JKMI 

14) 
Diplo1u. Ill 

JAI!ATAI! . 

15) 
P�labl\t1,._ !11g·:i. 1 B�l.tjrir \�r 

LAMA 

j J�lll.l:l.J i 
2011) 

3.) PELAKSANA YANG KEIVIBALl DARI !'l'IENJAIANl\AN TUGAS BELAJAR 
·
,PANGJIATI ·rtl!Jl!DIKA!! 

lAMA 
I .. UOL/ nrr ' • I; PI:R)JlG£(,\T 

·-r.it 110. 'l!A�IA I \'JP ,Ji\JJATA!I PR1UNGKAT GOL ' TI.RAICilffi 
:...J.lL 121 •3• " 141 i�' ... •61 "' 

t.. A,q� t�. ! 19$-1 . .  l'�ne:,.t11t 'tlt I Hltil°'m!\ tt/ r�h1t11�il:1: -r11e.a� . 1 J'•OIUM c )  
tu/d),t  l AprH Yell<)�' t.k n' 2018 

201 J 

2. R�in/ 19SO .. P• 11g11..t1u M1id� Dlpl.l)lU� m P�lnJc.uu� Toeu t J:>111111u i 
(tf/�I/ I �"iptll !l�l.aj11.r t.k \�H :2f)1 Q 

2012 

D�nd�hM� 
P.=tdt:i. SubhAei:rn . . 

Daei:tn . .  

' .  .DAl1U 
JA)JATAll 

v�m1oil�<S.,Ju 11iof 
P::Hli\ Sri,bbafi ;m,. 

Bt11!i:1.11 .. 

Blll'ud<t.h"r.a. 
:r�dl\ .s11.i,ti�ei�n .. 
Bae:i�n .. 

a . n .  

!91 
,, 

1 1�) ' 
T� ll\b Hb!U.i JU�rtj;\fat)k$t0 tuau. lrnlaji'.11.r 

Dil l  

!(St 

s�tf.-.l�h :ifllts:ti: 
m-!1d:t1l'thhl'o 1·1)(111" n.,J111j:H 
Ji\tlB b{'nrmek1th.n 
ditf.t11.plt'A.t1 �f'b�g<'ll 
Pt-lakS).fi:t. Umum 

s�ttb.h .vtH!l.i 
m�njl\hmkftll iue;I'• 
Ilflajll.f Y"-UE. 
b('rsltnfkt1tl'lu 
dit�tapkau nbaeai 
P�la�sarut Khu.'JU-' 
fBNtdAhiO!\ l  

�- M"';t  l\��;" nln�e:�i 
.Pel;(knn" Rhin11u: 
dihib.me 0 h•Jmn 

C ! �  
• • . • .  � ·  ' '"  . • . • • • • • • • • • • • • • •  ! ;  :; 

• " ' . ' •• ' • •  ' • •  ' • '• ' • • • • • • • • •  {: ?<� 
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KETE?J�Z\'G/(\' : 

!�2 !  N::>mor K-;;r 1,mJ:::;an P1mpinan u ni t  ::·s•::lcm 1 
C:::.n.toh : I\EPUTi)!:_�"\.:.'; ;::EK.RCTARIS .J?l';D E:RAL 

1-H l'\o.mo.r Per«1ttl .r«'tn Mer:teri Keu::tngcu: tenta:\;:, :.·1 �·k:mi�; rne f°<'' I1•? tnpcu1 .Jc\bntac� [l.:; 1: 
Pering.k.;l;t B.:tgi PebJ;;�;ct.n;:\ Di Lin['.)\'.ur::f>�.n Kern�nt erian Keu::tt:g<..!1 · ;  

,_5 t I\omor f\-�r 1..--tturr,u1 :v�:e . .Gteri Kt�\J,i:\11€;�1..n t�J1t;.t.t;g (Jrgan.i 0a.si [>:r-u1 Tata K{:"'ij Ct 1'·:t:rn�:a·1t�tvi ;u1 
Ke:uang,1.nflnsta:nsi Ve.tiikal. d-:1n tJfYf'' 

J:6J Nomor Kr::·putuGJ.n Mente.:-1 Keucrnz,oJ: t<:-.r.tm1f.'. f'.3rinz;imt .Jabntan Pei.:tk scu1::1 Di 
Lin�.kun.E<;•:tn Kenwnt.�ri ;;u1 E>:u .:i.nfp . .n · · 

(I) 1\o mor Kepuruscu1 mengenai Pen•2t,11xtn Pe)Qk;j;::-,n.� dctlrun J,"i.b.itVtn dCUl p·�ringJ;;:rn 
t3.�.be.lu.::nrl):-o." 

n :.:n  Pi mpm.a.r:. unit e�e:on 11 

i L3i Nama pimpin:u: u r:.it •: sek·n II 

MENTERI KEUAN GAN REPUBLIK IND ONE SIA, 

ttd . 
BAMBANG P .  S .  BRODJONEGORO 
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